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Untuk bisa menghirup udara yang bersih dan segar di DKI Jakarta, saat ini masih menjadi 
hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Emisi dari berbagai aktivitas di kota menyebabkan 
banyak sekali kandungan polutan yang tidak hanya mencemari udara, namun juga berbahaya 
bagi kesehatan warga kota. Tidak hanya itu, banyaknya gas-gas rumah kaca dari emisi ini 
juga mengantarkan Jakarta pada risiko krisis iklim yang semakin nyata seperti suhu yang 
meningkat lebih cepat dan intensitas cuaca ekstrem yang semakin sulit diprediksi. 

Salah satu kontributor terbesar dalam masalah ini adalah sektor transportasi. Eksplorasi 
berbagai skenario pengurangan emisi mendekati nol yang dilakukan pada penelitian 
ini diharapkan menjadi salah satu langkah awal untuk menekan dampak negatif dari 
transportasi terhadap lingkungan kota kita.

Namun, hasil penelitian ini tidak akan berarti apa-apa jika tidak diejawantahkan ke 
dalam aksi kolaborasi untuk transformasi transportasi dari berbagai pihak. Bukan hanya 
pemerintah dan penyedia jasa yang harus ambil peran besar dalam rencana besar 
pengurangan emisi ini, pun sebagai warga kota, kita juga perlu turut berbenah. Kita perlu 
beralih ke moda dan perilaku bertransportasi yang lebih rendah emisi.

Melalui penelitian ini, tim peneliti melayangkan asa bahwa udara bersih yang adalah hak 
segala warga kota harus bisa terpenuhi, segera.

Tertanda,

Tim Peneliti

PENGANTAR

PENAFIAN/DISCLAIMER:
Isi laporan ini bukan merupakan pandangan dari RDI atau Greenpeace Indonesia 

secara organisasi, melainkan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Peneliti. Isi yang 
disampaikan dalam laporan ini bersifat akademis informatif dan tidak dibuat untuk 

kepentingan komersial.
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Emisi udara di DKI Jakarta sudah dalam kondisi yang memperihatinkan. Emisi dari 
kendaraan bermotor merupakan masalah utama dari pencemaran udara di DKI Jakarta. 
Sektor transportasi dilaporkan menghasilkan emisi NOx sebesar 72,4%; CO 92,36%; PM10 
57,99%; dan PM2,5 67,03%, yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan terutama pada 
anak-anak dan ibu hamil. Selain dampak kesehatan, emisi juga dapat memperparah krisis 
iklim yang telah terjadi. Contoh nyatanya adalah kenaikan suhu rata-rata tahunan Jakarta 
sekitar 1,6 derajat Celcius selama satu abad terakhir yang lebih tinggi dari kenaikan suhu 
rata-rata global, yaitu 0,85 derajat Celcius. Selain itu, intensitas hujan akibat cuaca ekstrem 
di Jakarta juga diprediksi akan terus meningkat. Mencapai 377 mm per hari di tahun 2020 
akibat dari peningkatan emisi karbon di atmosfer yang berpotensi meningkatkan risiko 
banjir.

Tingkat emisi di DKI Jakarta diperparah dengan meningkatnya jumlah kendaraan dalam 
beberapa tahun terakhir. Persentase kenaikan kendaraan sepeda motor mencapai 4,9% 
dan mobil penumpang mencapai 7,01% yang jauh lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan 
penduduk Jakarta (0,92%). Angka jumlah kendaraan pribadi ini mencapai dua kali lipat 
jumlah penduduk, yakni 20,2 juta unit (3,3 juta mobil dan 16,1 motor). Ditambah lagi, 
pandemi di tahun 2020 dan 2021 juga membatasi perilaku berkendara untuk menggunakan 
transportasi publik untuk menghindari kerumunan orang.  

Urgensi dari kondisi inilah yang melatarbelakangi target Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
untuk mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2050, khususnya di bidang transportasi. 
Program-program yang dicanangkan mencakup pengembangan jalur pedestrian, jalur 
sepeda, integrasi transportasi publik multi moda, target elektrifikasi 50% armada 
Transjakarta pada tahun 2025, dan elektrifikasi seluruh armada Transjakarta pada tahun 
2030. 

Studi ini bertujuan untuk memprediksi apakah target Net Zero Emissions yang dicanangkan 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat tercapai pada tahun 2050. Prediksi dibuat dengan 
menggunakan dua skenario, yakni: (i) perhitungan emisi sesuai dengan keadaan sekarang; 
dan (ii) perhitungan emisi dari pelaksanaan program pemerintah dan perubahan perilaku 
masyarakat. Studi ini menawarkan dua skenario tambahan berdasarkan rekomendasi aksi 
untuk pengurangan emisi yang lebih progresif. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran, kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan 
kuantitatif dilakukan melalui perhitungan emisi yang didasarkan pada data statistik 
yang tersedia serta survei masyarakat untuk mengetahui perilaku berkendara. Survei 
dilakukan secara online yang diisi oleh 3.097 responden dengan 2.097 kuesioner yang valid 
untuk dianalisis. Kuesioner ini diisi oleh penduduk yang beraktivitas di DKI Jakarta yang 
berumur di atas 18 tahun. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui perumusan strategi 
dan rekomendasi aksi yang didasarkan kepada wawancara kepada informan kunci (key 
informant), Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai aktor, dan tinjauan 
literatur yang relevan. FGD dilakukan sebanyak dua kali untuk mendapatkan masukkan 
terkait strategi dan rekomendasi yang dikembangkan. 

Terdapat empat skenario yang dikembangkan yaitu: (1) Skenario Tanpa Intervensi; (2) 
Skenario Intervensi Program dan Kebijakan Pemerintah; (3) Skenario Elektrifikasi dan 
Penggunaan Energi Terbarukan; dan (4) Skenario Menuju Bebas Emisi (Net Zero Emissions) 

RINGKASAN EKSEKUTIF
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2050. Skenario Tanpa Intervensi (Business as Usual) dibuat dengan tidak ada perubahan 
yang dilakukan dan berdasarkan tren yang ada pada saat ini. Skenario Intervensi Program 
dan Kebijakan Pemerintah dibuat berdasarkan kebijakan dan target-target yang telah 
ditetapkan baik oleh pemerintah provinsi maupun nasional. Skenario Elektrifikasi dan 
Penggunaan Energi Terbarukan menggunakan asumsi berdasarkan target-target yang 
telah dibuat oleh institusi-institusi di tingkat internasional yang relatif lebih ambisius dari 
skenario sebelumnya. Skenario terakhir yaitu menuju bebas emisi menggunakan asumsi 
yang lebih ambisius dan progresif dengan tujuan untuk mengurangi emisi sekecil-kecilnya 
atau mendekati nol.

Target Net Zero Emissions dari sektor transportasi hanya dapat tercapai bila semua pelaku 
transportasi di DKI Jakarta menggunakan moda transportasi rendah karbon. Berdasarkan 
laporan DLH (2018), sektor transportasi di DKI Jakarta masih menyumbang 13,2 juta ton 
CO2 sehingga diperlukan perubahan perilaku secara masif untuk mencapai target bebas 
emisi. Studi terkait perilaku dan persepsi penduduk DKI Jakarta dalam sektor transportasi 
dilakukan untuk memahami potensi dan kesiapan masyarakat untuk berubah. 

Hasil dari studi perilaku dan persepsi penduduk Jakarta dalam sektor transportasi adalah 
sebagai berikut:

Sebagian besar responden adalah penglaju (commuter) yang memilih ojek online dan 
berjalan kaki untuk first and last milenya.

1.

Sebagian besar responden melakukan pergantian moda transportasi sebanyak 
dua kali (40%) hingga tiga kali (27%)

Moda transportasi pertama (first mile) yang banyak digunakan adalah ojek 
online/taksi motor (23%), moda transportasi kedua (second mile) yang banyak 
digunakan adalah berjalan kaki (32%) atau menggunakan transportasi publik 
(39%); sedangkan moda transportasi akhir (last mile) terbanyak pun adalah ojek 
online/taksi motor (50%).

Secara keseluruhan, moda transportasi utama yang digunakan oleh responden 
adalah transportasi publik (40,18%) dan motor pribadi (39,51%). Alasan utama 
pemilihan moda transportasi adalah biaya (27%), keandalan (tepat waktu) (32%), 
serta kemudahan dan ketersediaan rute (17%).

Transportasi publik lebih diminati sebagai pilihan moda perjalanan jarak jauh 
dengan rata-rata durasi perjalanan 62 menit, kemudian diikuti dengan mobil 
pribadi dengan durasi 44 menit dan motor pribadi dengan durasi 34 menit. 
Sedangkan untuk berjalan kaki dan bersepeda, rata-rata responden berjalan 
kaki selama 15 menit atau bersepeda selama 22 menit untuk tujuan bekerja 
atau pergi ke sekolah.

Fasilitas pejalan kaki mendapat nilai evaluasi paling rendah dibandingkan dengan 
infrastruktur transportasi lainnya.

2.

Porsi berjalan kaki cukup signifikan dalam keseharian responden (mencapai 15 
menit).

Meskipun demikian, fasilitas infrastruktur pejalan kaki mendapat nilai evaluasi 
paling rendah dibandingkan dengan infrastruktur transportasi yang lain, terutama 
dari segi keamanan dari kendaraan bermotor dan asap polusi yang dirasakan 
pejalan kaki.
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Hasil analisis perilaku bermobilitas masyarakat, estimasi kondisi emisi DKI Jakarta saat 
ini, serta perkiraan kondisi masa depan di tahun 2050 untuk mencapai Net Zero Emissions 
disintensis dan dianalisis yang menghasilkan beberapa temuan sebagai berikut.

Emisi pada tahun 2020 diprediksikan mencapai 22,8 juta ton CO2e dengan kendaraan 
pribadi berbahan bakar fosil sebagai penyumbang terbesar, dan transportasi publik 
sebagai penyumbang terkecil.

1.

Net Zero Emissions sangat sulit dicapai jika mengandalkan program pemerintah saat 
ini, perlu ada target dan program yang lebih ambisius dan menyeluruh.

2.

Perkiraan emisi pada tahun 2020 adalah sebesar 22.815.356 ton CO2e. 

Skenario Tanpa Intervensi berdasarkan tren yang ada akan menghasilkan emisi 
mencapai dua kali emisi saat ini atau sekitar 46 juta ton CO2e. Kontribusi terbesar 
masih berada dari mobil dan sepeda motor yang mencapai 36% dan 47%.

Kontribusi terbesar berasal dari pengguna mobil dan sepeda motor yang 
mencapai sekitar 15,84 juta ton CO2e, dengan emisi terbesar adalah sepeda motor 
(9.833.690 ton CO2e). Angka ini setara 16,12% dari total emisi sektor transportasi 
nasional di tahun 2019. 

Skenario intervensi program kebijakan pemerintah dan perubahan perilaku 
masyarakat diestimasi dapat mengurangi emisi sebesar 4,5 juta ton CO2e 
dibandingkan dengan emisi pada tahun 2020. Pengurangan ini terjadi dikarenakan 
adanya peningkatan teknologi serta perubahan perilaku masyarakat ke 
transportasi publik yang lebih banyak serta penggunaan jalan kaki atau sepeda 
untuk jarak yang lebih dekat. Pengurangan emisi juga dicapai melalui transisi 
energi terbarukan pada penggunaan kendaraan listrik sesuai dengan target 
bauran energi di tahun 2030. 

Skenario ketiga merupakan strategi pengurangan emisi yang lebih tinggi 
dibanding dengan program pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi 

Dari sumber energi, bahan bakar fosil bensin menjadi peyumbang terbesar dari 
sektor transportasi (16.566.857 ton CO2e). 

Dibandingkan dengan kendaraan lain, transportasi publik merupakan penyumbang 
terkecil yaitu 0,90% (200.360 ton CO2e).

Masyarakat bersedia membayar lebih mahal sebesar Rp10.000 untuk tiket 
transportasi publik bertenaga listrik.

Namun, masyarakat masih berharap terus ada perbaikan dari layanan transportasi 
publik khususnya terkait waktu tunggu, kemudahan untuk ditemui/akses serta 
jarak perjalanan ke stasiun/terminal terdekat.

Terdapat aspirasi yang tinggi (97%) dari responden untuk menggunakan 
transportasi yang ramah lingkungan dan rendah emisi, baik transportasi publik 
maupun pribadi. 

Terdapat keinginan perubahan moda transportasi dari pengguna sepeda motor 
menjadi transportasi publik dan bersepeda.

Hampir seluruh responden menginginkan untuk bisa beralih ke transportasi yang 
rendah emisi, namun masih terhalang kurangnya keandalan moda transportasi serta 
aksesibilitas sarana.

3.
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Seruan aksi:
Studi ini menunjukkan bahwa rencana DKI Jakarta untuk memiliki transportasi nol-emisi 
pada tahun 2050 tidak dapat dicapai bahkan dengan rangkaian kebijakan dan program 
yang ada, apalagi studi ini hanya mempertimbangkan emisi operasional dari transportasi di 
Provinsi DKI Jakarta dan tidak mempertimbangkan emisi yang dihasilkan dari pembuatan 
dan pembangunan moda dan infrastruktur transportasi. Pengurangan emisi maksimal 
yang dapat dicapai pada tahun 2050 adalah sebesar sekian 88,5% atau sebesar 20,2 juta 
ton CO2e lebih sedikit dibandingkan emisi saat ini.

Aksi yang menyeluruh dari berbagai pihak dibutuhkan untuk mencapai skenario pengurangan 
yang paling mendekati NZE di tahun 2050. Beberapa diantaranya adalah:

Perlu ada peningkatan aksi dari semua pihak yang nyata untuk mencapai hal ini 
mulai dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah daerah 
khususnya untuk wilayah di sekitar DKI Jakarta, PLN, penyedia layanan transportasi 
publik, dan badan usaha produsen kendaraan serta kontribusi besar dari masyarakat 
untuk mulai mengubah kebiasaan dan perilaku berkendara yang semakin rendah 
karbon.

1.

Perlu pengurangan kendaraan pribadi dan perubahan perilaku berkendara ke 
transportasi publik. Hal ini perlu didukung oleh perluasan jaringan dan integrasi 
transportasi publik, karena transportasi publik adalah moda kendaraan yang paling 
rendah emisi. 

2.

Penyedia jasa layanan transportasi publik harus memperluas cakupan pelayanan 
sehingga masyarakat dapat mencapai tujuan tanpa harus berpindah moda 
menggunakan taksi motor atau ojek online; jarak maksimal dari titik moda transportasi 
terakhir ke tujuan akhir sebaiknya tidak lebih dari 15 menit berjalan kaki, sehingga 
masyarakat dapat memilih untuk berjalan kaki.

3.

Berjalan kaki sebagai moda last mile yang paling banyak perlu didorong dengan 
penyediaan maupun meningkatkan kualitas infrastrukturnya. Infrastruktur hijau 
untuk bersepeda dan pejalan kaki perlu ditambah yang berpotensi untuk tetap 
menyerap emisi. Fasilitas pejalan kaki harus disterilkan dari kegiatan lain seperti 
PKL, on street parking, atau aktifitas berkumpul warga. 

4.

Pembangkit listrik khususnya PLTU yang ada di sekitar Provinsi DKI Jakarta perlu 
mulai diberhentikan dan ditransisikan kepada energi terbarukan di tahun 2030 dan 
2036 sesuai dengan peta jalan yang dirancang oleh pemerintah pusat.

5.

Skenario mendekati NZE akan menghasilkan emisi sebesar 2,6 juta ton CO2e, 
jumlah paling kecil di antara skenario yang lain namun tetap belum bisa mencapai 
titik nol emisi bersih seperti yang dicanangkan. Emisi ini berasal dari pembangkit 
listrik untuk operasional kendaraan. Hal ini dapat dicapai dengan transformasi 
perilaku masyarakat yang masif dengan pengurangan jumlah mobil (2,5 juta 
unit) dan sepeda motor (12,5 juta unit) di tahun 2050. Peran energi terbarukan 
(mencapai 100%) diandalkan untuk mengurangi emisi dari pembangkit listrik.

DKI Jakarta. Elektrifikasi dan penggunaan energi terbarukan akan mengurangi 
emisi sebesar 10 juta ton CO2e dibandingkan dengan emisi di tahun 2020. 
Skenario menggunakan angka pengurangan kendaraan pribadi dan penambahan 
penumpang transportasi publik sebesar 1,8 hingga 2 juta penumpang per harinya 
dengan persentase bauran energi sebesar 31%. Elektrifikasi kendaraan juga telah 
dimulai dan pada tahun 2050 diharapkan sudah mencapai atau mendekati 100%.
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1

Jalanan lengang DKI Jakarta, memperlihatkan 
dominasi lajur untuk kendaraan bermotor 

pribadi dibandingkan jalur transportasi publik, 
pejalan kaki, dan tidak adanya jalur sepeda.
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Manusia memerlukan asupan oksigen yang besar setiap harinya, yaitu sekitar 550 liter 
oksigen murni. Di sisi lain, keberadaan emisi yang mencemari udara dapat mengurangi 
kandungan oksigen yang masuk ke dalam tubuh manusia. Contoh emisi yang dimaksud 
adalah karbon monoksida (CO) yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar kendaraan 
bermotor. Seseorang yang terlalu banyak menghirup CO dapat mengalami kekurangan 
oksigen hingga dapat berujung kepada kematian pada kasus yang berat. Hal ini terjadi 
karena gas CO berikatan dengan hemoglobin sehingga hemoglobin tidak dapat mengikat 
oksigen yang dibutuhkan tubuh. Di Indonesia, angka kematian akibat emisi yang mencemari 
udara diperkirakan mencapai lebih dari 95.000 kasus setiap tahunnya1. Apabila dilihat dari 
bidang kesehatan, angka kerugian akibat polusi udara telah mencapai 38,5 triliun rupiah 
pada tahun 2010 (KLHK, 2010). 

Berdasarkan berbagai laporan (World 
Research Institute 1999; WHO, 2005; 
Haryanto, 2007), anak-anak adalah pihak 
yang lebih rentan terhadap emisi yang 
mencemari udara dibandingkan dengan 
orang dewasa karena mereka masih 
dalam proses tumbuh-kembang, terutama 
pada organ-organ vital seperti paru-
paru. Selain itu, sistem metabolisme yang 
belum lengkap dan sistem pertahanan 
tubuh yang belum matang menyebabkan 
paparan terhadap emisi yang lebih tinggi 

Data tahun 2016 dari WHO tahun 2018 dalam Climate Transparency Report 2020 1

IPCC (2013) dalam Siswanto dkk. 2015. Temperature, extreme precipitation, and diurnal rainfall changes in the 
urbanized Jakarta city during the past 130 years. International Journal of Climatology
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Urgensi pengurangan emisi

Selain dampak kesehatan, emisi juga dapat memperparah krisis iklim yang telah terjadi. 
Berdasarkan laporan IPCC yang terbaru (2022), kenaikan cuaca sebesar 1,5 derajat Celcius 
kemungkinan besar akan terjadi walau dengan skenario emisi GRK yang paling rendah. Di 
Asia, kenaikan ini akan berdampak kepada kejadian banjir yang meningkat, pengasaman 
dan pemanasan air laut, menurunnya keanekaragaman hayati, cuaca ekstrem, kelaparan, 
hingga ketidakstabilan ekonomi (IPCC, 2022). Contoh nyatanya adalah kenaikan suhu rata-
rata tahunan Jakarta sekitar 1,6 derajat Celcius selama satu abad terakhir yang lebih 
tinggi dari kenaikan suhu rata-rata global yaitu 0,85 derajat Celcius2. Selain suhu udara, 
intensitas hujan akibat cuaca ekstrem di Jakarta juga diprediksi akan terus meningkat, 
mencapai 377 mm per hari di tahun 2020. Angka tersebut merupakan peningkatan sebesar 
7 kali lipat dari curah hujan rata-rata harian pada tahun 2018 (BPS, 2018). Tidak hanya 

PENDAHULUAN

© GreenpeaceWarga kota yang tengah menerima bantuan pernapasan
© Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace

akan berpotensi untuk mencapai paru-paru mereka. Selain anak-anak, ibu hamil menjadi 
kelompok paling rentan kedua terkena penyakit karena permasalahan ini (Stock & Clemens, 
2017). Dampaknya terhadap komplikasi kehamilan, dan penyakit anak sudah banyak 
dilaporkan, seperti misalnya pertumbuhan janin (Clemens dkk., 2017), kelahiran prematur 
(Langrish dkk., 2012), keguguran (DeFranco dkk., 2016), atau infeksi saluran pernafasan 
yang menyebabkan morbiditas pada janin (Green dkk., 2015). Namun, karena udara dengan 
kandungan emisi berbahaya di dalamnya relatif sulit untuk diketahui dengan kasat mata, 
maka tindakan pencegahan dan pembatasan emisi yang dapat mencemari udara masih 
sangat rendah. 
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intensitasnya yang semakin tinggi, air hujan juga semakin meningkat keasamannya karena 
emisi yang mencemari udara (Singh dan Agrawal, 2007). Dampak lain yang dirasakan akibat 
perubahan iklim adalah kenaikan muka air laut karena hilangnya gletser dan lapisan es 
secara massal. Di Jakarta, hal ini memperparah penurunan muka tanah hingga sebesar 
1–15 cm per tahun, yang juga jauh lebih tinggi dari angka peningkatan muka air laut (sea 
level rise) global yaitu sekitar 1,6–1,9 mm per tahunnya.3

Dijelaskan oleh Abidin dkk. (2011) dalam Report Greenpeace (2021) yang berjudul The Projected Economic Impact of 
Extreme Sea-Level Rise in Seven Asian Cities in 2030. 
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Data ini disampaikan pada laporan tahunan yang berjudul “Climate Transparency Report” tahun 2020 4

Vital Strategies. 2020. Sumber Utama Polusi Udara di DKI Jakarta 5

Angka ini sudah termasuk emisi tidak langsung dari alat transportasi darat penumpang di Jakarta yang berbahan bakar 
listrik. Dari alat transportasi darat berbahan bakar listrik yang ada, hanya penggunaan listrik untuk Kereta Rel Listrik 
(KRL) yang masuk dalam perhitungan, sementara mobil listrik tidak dimasukkan karena penggunaannya yang masih 
sedikit dan data konsumsi listrik yang tidak tersedia

6

Masalah transportasi Jakarta

Sumber utama dari polusi udara di Jakarta adalah emisi kendaran bermotor. Pada tahun 
2015, total beban emisi untuk NOx dan CO diperkirakan masing-masing sekitar 52,9 kton 
dan 143,9 kton. Penyumbang terbesar pencemar tersebut berasal dari sektor transportasi 
jalan raya yang kontribusinya masing-masing mencapai 57% dan 93%. Pada tahun yang 
sama, total emisi untuk PM2.5 di Jakarta adalah sekitar 4,6 kton yang sebagian besar 
dihasilkan dari sektor transportasi jalan raya sebesar 2,1 kton (46%) (Cochrane, 2015; 
DLH Provinsi Jakarta, 2019; Lestari dkk., 2020). Emisi yang dihasilkan dari bahan bakar 
kendaraan bermotor dalam penggunaan sehari-hari telah berkontribusi sebesar 27% pada 
emisi CO2 tahunan (IESR, 2020)4. Asap kendaraan berbahan bakar bensin dan solar juga 
diperkirakan menyumbang 32%–57% dari total polusi udara di Jakarta (Vital Strategies 
dan ITB, 2020)5.

Sejak tahun 2010 hingga 2018, emisi GRK sektor transportasi di DKI Jakarta cenderung 
mengalami kenaikan. Tingkat emisi langsung GRK di sub-sektor transportasi pada tahun 
2018 terhitung mencapai 13 juta (Gg CO2e)6, sementara emisi tidak langsung meningkat 
dari 33.394 ton CO2e di tahun 2010 menjadi 120.589 ton CO2e pada 2018. Emisi GRK yang 
dihasilkan oleh DKI Jakarta ini setara dengan emisi yang dapat dihasilkan oleh seluruh 
kota di Jawa Barat (Bappenas, 2014). Oleh karena itu, pengurangan emisi dari kendaraan 
bermotor dapat menjadi solusi utama dalam mengurangi kadar emisi yang mencemari 
udara di Jakarta.

© Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace
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Gambar 1. Inventarisasi GRK sektor transportasi Provinsi DKI Jakarta 2010-20187
Sumber: DLH Provinsi DKI Jakarta, 2019

Salah satu penyebab tingginya kontribusi emisi dari sektor transportasi adalah tingginya 
kepemilikan kendaraan pribadi. DKI Jakarta adalah aglomerasi urban tertinggi kedua di 
dunia (Martinez & Masron, 2020) dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 mencapai 
kurang lebih 10 juta jiwa. Sebagai konsekuensi, kebutuhan perjalanan dan pergerakan 
untuk manusia dan barang (United Nation, 2019), baik dari dan menuju DKI Jakarta semakin 
meningkat. Sayangnya, kondisi ini justru diimbangi dengan kepemilikan kendaraan pribadi 
yang mencapai dua kali lipat jumlah penduduk, yakni mencapai 20,2 juta unit (3,3 juta mobil 
dan 16,1 motor)8 (BPS, 2020). Dengan kata lain, rasio jumlah motor dan mobil penumpang 
terhadap jumlah penduduk 1.500 dan 380 per 1.000 penduduk yang masih sangat tinggi 
dibandingkan rasio kepemilikan kendaraan bermotor Indonesia yang hanya 445 dan 62 
per 1.000 penduduk. Tingginya keinginan masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi 
tercermin dari persentase kenaikan kendaraan sepeda motor (4,9%) dan mobil penumpang 
(7,01%)9 yang notabene jauh lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan penduduk Jakarta 
(0,92%)10 ataupun penambahan ruas jalan (0,01% per tahun) (Wismadi dkk., 2013). 

Hal tersebut menyebabkan kemacetan lalu lintas serta semakin lamanya waktu perjalanan. 
Kemacetan tersebut telah menimbulkan dampak lanjutan yang serius, seperti pemborosan 
pemakaian bahan bakar, polusi udara, stres, serta penurunan tingkat kesehatan penduduk. 
Berdasarkan perhitungan Bank Dunia tahun 2019, nilai kerugian yang ditimbulkan akibat 
kemacetan di Jakarta mencapai 37 triliun rupiah per tahun (The World Bank, 2019).

Data aktivitas yang digunakan untuk perhitungan emisi GRK di sektor transportasi adalah data penjualan atau data 
realisasi penyaluran BBM yang dikeluarkan oleh BPH Migas, PT. Pertamina dari data laporan inventarisasi emisi GRK tahun 
sebelumnya dan data listrik kereta api dari PT. PLN. Perhitungan ini disebut perhitungan emisi langsung yang menghitung 
emisi yang berasal dari pembakaran bahan bakar. Sedangkan emisi GRK tidak langsung (indirect emission) adalah emisi 
dari penggunaan listrik pada kegiatan tertentu.  

7

Jenis angkutan lainnya adalah bus (35.266 unit), truk (679.708 unit), belum termasuk angkutan barang (freight)8

Disampaikan oleh Ir. Driejana, M.SCE, PhD dari Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (2021) dalam 
Konsultasi Publik: Grand Design Pengendalian Pencemaran Udara, Provinsi DKI Jakarta

9

Menurut laporan BPS Provinsi DKI Jakarta yang dipublikasikan tahun 202010
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Meski demikian, penambahan ruas kendaraan bukanlah solusi kemacetan; kondisi ini dikenal 
dengan konsep induced demand (Downs, 2000; Duranton & Turner, 2011; Andani dkk., 2019). 
Penambahan infrastruktur jalan memicu pengemudi untuk mengeksploitasi kapasitas 
baru, sehingga menghasilkan tingkat kemacetan yang sama seperti sebelum penambahan 
infrastruktur jalan. Contoh kasus induced demand adalah pelebaran ruas jalan pada Jalan 
Teuku Umar, Bandar Lampung yang secara signifikan tidak terlalu mengurangi kemacetan 
(Putra dkk., 2012). Demikian juga dengan studi efektivitas underpass di Universitas 
Lampung yang dinilai tidak efektif dalam meningkatkan kinerja jalan ruas Jalan Z.A. Pagar 
Alam (Alam dkk., 2017). Beberapa contoh yang sama juga diamati di perkotaan Inggris dan 
Amsterdam, dengan penambahan ruas jalan dilaporkan juga menambah volume lalu lintas 
sebesar 5%–27% dalam setahun (Nugmanova dkk., 2019). 

Menurut TUMI Initiative (2019), ketergantungan akan kendaraan pribadi ini juga didukung 
oleh faktor lain seperti insentif untuk pembelian kendaraan pribadi, subsidi bahan bakar, 
penambahan infrastruktur jalan, dan terbatasnya akses ke transportasi publik (Gambar 
2). Di Indonesia, subsidi bahan bakar mencapai hingga 210 triliun rupiah pada tahun 2013 
(Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN DPR RI, 2014). Hal inilah yang pada akhirnya 
turut berdampak kepada peningkatan kendaraan bermotor, peningkatan kepemilikan 
kendaraan, kemacetan, polusi udara, dan emisi CO2.

Gambar 2. Siklus ketergantungan terhadap kendaraan bermotor
Sumber: TUMInitiative (2019)
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Tidak hanya itu, Jakarta juga dihadapkan dengan tantangan ketersediaan lahan yang 
semakin terbatas (Harahap dkk., 2017). Ketersediaan lahan seharusnya diutamakan untuk 
penyediaan ruang terbuka hijau (RTH), trotoar, fasilitas bersepeda, dan fasilitas umum 
lainnya. Kenyamanan dalam bentuk penyediaan fasilitas dan ruang publik dipercaya dapat 
meningkatkan jumlah penggunanya, seperti pesepeda dan pejalan kaki, menjadi dua kali 
lipat (Linton dkk., 2022). Hal ini juga dapat memberikan pengalaman positif bagi pengguna 
kendaraan umum, sehingga perubahan perilaku untuk mengurangi ketergantungan dengan 
kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum dapat terwujud (Tsavachidis & Le Petit, 
2022). 

Berdasarkan data dan fenomena di atas, dapat dipahami bahwa diperlukan intervensi 
terhadap sumber-sumber emisi untuk mencapai Jakarta yang bebas emisi. Sebagai salah 
satu sumber emisi terbesar, emisi dari sektor transportasi harus dikurangi hingga mencapai 
titik terendah bahkan nol. Intervensi untuk mengatasi hal tersebut telah dicanangkan 
oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui program pengurangan emisi hingga nol (Net 
Zero Emissions/ NZE) pada tahun 2050. NZE dimaknai sebagai kondisi ketika emisi yang 
dikeluarkan sama besarnya dengan emisi yang akan diserap. Tujuan ini dicapai secara 
bertahap; pada 2030 sebagai tahap pertama, emisi ditargetkan dapat berkurang sebesar 
30-50%.

Selain rencana NZE, aksi pengurangan emisi sendiri sudah dilakukan Pemprov Jakarta 
sejak 201211, seperti pemanfaatan sumber energi yang rendah emisi dalam bentuk 
pemasangan panel surya di atap gedung milik pemerintah, fasilitas umum (sekolah, 
pelayanan kesehatan, rumah sakit, dan olahraga), serta gedung-gedung swasta. Selain 
itu, terdapat target penggunaan energi listrik sebesar 50% untuk armada bus Transjakarta 
pada 2025. Hingga saat ini, 30 unit bus Transjakarta sudah menggunakan energi listrik. 
Program lain adalah perluasan RTH sebesar 30% pada tahun 2030, di mana saat ini 
baru dicapai sekitar 9,2% ruang terbuka hijau dari total luasan Kota Jakarta (Prakoso 
dan Herdiansyah, 2019). Pemprov Jakarta juga menerapkan Zona Rendah Emisi atau Low 
Emission Zone (LEZ) di Kawasan Kota Tua dengan tujuan membatasi kendaraan pribadi 
untuk meningkatkan kualitas udara di area tersebut. Pada 2018, melalui berbagai usaha-
usaha ini telah mereduksi sebesar 1,5 juta ton CO2e atau sebesar 11% dari total emisi dari 
sektor transportasi. 

Apabila menimbang angka pertumbuhan kendaraan yang berkisar pada kecepatan yang 
sama, maka diperlukan perhitungan skenario untuk menilai apakah Provinsi DKI Jakarta 
akan dapat mencapai target NZE pada tahun 2050 nanti. Mengingat kondisi emisi dari 
sektor transportasi yang telah mencapai 15,9 juta CO2e pada tahun 2020, sedangkan 
diproyeksikan emisi pada tahun 2030 akan mencapai 47,56 juta CO2e (RAD GRK Jakarta, 
2021), maka tantangan reduksi emisi yang harus dicapai setiap tahunnya setidaknya 
sebesar 2,97 juta CO2e. Oleh karena itu, untuk mencapai target pengurangan emisi, studi 
ini melakukan pengukuran skenario emisi karbon hingga 2050 dengan beberapa skenario, 
yakni: (i) perhitungan emisi sesuai dengan keadaan sekarang; dan (ii) perhitungan emisi 
dengan pelaksanaan program pemerintah dan perubahan perilaku masyarakat. Perubahan 
perilaku masyarakat diukur dengan menggunakan survei kepada 3.097 responden yang 
beraktivitas di Jakarta. Selain dua skenario tersebut, studi ini juga mendesain dua skenario 
tambahan yang dapat menjadi rekomendasi dan gambaran bagaimana target nol emisi 
karbon dapat dicapai di Jakarta.

Dinas Lingkungan Hidup Jakarta dan Vital Strategies. 2020. Menuju Udara Bersih Jakarta  11
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Penelitian ini menggunakan metode pendekatan campuran sebagaimana dijelaskan pada 
dijelaskan pada Gambar 3 di bawah, yaitu menggunakan analisis kuantitatif (perhitungan 
emisi dan skenario) dan analisis kualitatif (perumusan preferensi, ekspektasi, dan 
rekomendasi aksi). Data dan informasi untuk studi ini diperoleh dari pengumpulan data 
sekunder yang relevan dan pengumpulan data primer melalui kuesioner, wawancara, 
dan Focus Group Discussion (FGD). Data sekunder berasal dari berbagai instansi, baik 
pemerintah maupun swasta, yang mencakup data statistik, laporan tahunan perusahaan, 
rencana kebijakan, dan berbagai dokumen yang relevan lainnya. Kuesioner, wawancara, 
dan FGD dilakukan untuk memperoleh data primer langsung dari masyarakat, pemerintah, 
swasta, dan aktor-aktor lainnya.

Analisis perhitungan dan estimasi sektor transportasi menggunakan data sekunder 
sebagai sumber utamanya, dalam bentuk statistik atau dokumen lain. Persepsi, preferensi, 
dan ekspektasi masyarakat terhadap transportasi masa depan yang disintesiskan dari 
data primer akan digunakan untuk menghasil beberapa skenario yang sesuai. Tahapan 
selanjutnya adalah perumusan rekomendasi aksi yang sesuai serta konsolidasi dari 
rekomendasi aksi yang dilakukan melalui diskusi dengan berbagai aktor yang relevan.

Gambar 3. Langkah penelitian dalam perumusan rekomendasi aksi menuju Net Zero Emissions
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Teknik Analisis
Analisis perhitungan emisi untuk kondisi awal pada tahun 2020 dilakukan dengan 
menggunakan data aktivitas, intensitas energi, serta emisi yang dikeluarkan per jenis 
bahan bakar. Data aktivitas diperoleh dari hasil kuesioner dan data sekunder yang relevan. 
Secara sederhana, data utama yang digunakan adalah jumlah kendaraan, keekonomian 
bahan bakar, jarak yang ditempuh per tahun, dan emisi yang dihasilkan oleh bahan bakar.  
Estimasi emisi menggunakan pendekatan permintaan. Asumsi untuk estimasi emisi pada 
tahun awal ini adalah:

Studi ini menyajikan prediksi emisi dari sektor transportasi di Provinsi DKI Jakarta dalam 
beberapa skenario. Penjelasan detail mengenai masing-masing skenario dapat dilihat pada 
Tabel 1. Secara umum penjelasan skenario adalah sebagai berikut:

Emisi hanya memperhitungkan data dari transportasi jalan dan tidak mencakup 
pesawat terbang, kapal laut, ataupun kereta api regional antar provinsi.

1.

Jumlah kendaraan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun awal diasumsikan sebagai 
jumlah kendaraan yang beraktivitas di Provinsi DKI Jakarta.

2.

Data aktivitas untuk transportasi publik menggunakan informasi pada tahun 2019 
atau 2021 sebagai referensi untuk menghindari/mengurangi bias kondisi pandemi 
yang membatasi pergerakan dalam kelompok.

3.

Emisi hanya memperhitungkan data dari transportasi jalan tidak mencakup pesawat 
terbang, kapal laut, ataupun kereta api regional antar provinsi.

1. Skenario I: Tanpa Intervensi (Business As Usual)

Merupakan perhitungan skenario pengurangan emisi sesuai dengan program 
pemerintah (peningkatan penggunaan transportasi publik, penambahan luas RTH, 
penggunaan kendaraan listrik dan bauran energi) dan perubahan perilaku masyarakat 
dalam melakukan kegiatan transportasi. Hanya kebijakan dan program pemerintah 
yang ditetapkan pada saat penelitian ini berlangsung yang digunakan sebagai asumsi 
untuk pengembangan skenario.

2. Skenario II: Intervensi Program dan Kebijakan Pemerintah

Asumsi dari skenario merujuk kepada target-target pengurangan yang digunakan oleh 
lembaga internasional yang relevan khususnya dalam hal elektrifikasi kendaraan serta 
penggunaan energi terbarukan. Elektrifikasi yang dilakukan diikuti oleh penggunaan 
transportasi publik yang lebih masif serta jumlah kendaraan pribadi yang berkurang 
dan dibatasi. Efisiensi energi juga dilakukan berdasarkan kemajuan dan penggunaan 
teknologi yang inovatif.

3. Skenario III: Elektrifikasi dan Penggunaan Energi Terbarukan

Skenario berdasarkan target pengurangan emisi yang yang lebih ambisius dan progresif 
melalui penambahan jumlah penggunaan transportasi publik, penggunaan kendaraan 
listrik, penggunaan kendaraan tanpa bahan bakar, dan jumlah kendaraan pribadi serta 
bauran energi yang lebih bersih. Skenario ini berusaha untuk menghasilkan emisi 
sekecil mungkin mendekati 0 pada tahun 2050 dengan target yang ambisius.

4. Skenario IV: Menuju Bebas Emisi (Net Zero Emissions) 2050
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Tabel 1. Asumsi skenario yang digunakan

Penumpang 
transportasi publik

Tumbuh sesuai dengan 
populasi dengan target 
sekitar 1 juta per 
harinya di 2050

Jumlah unit 0,5% dari 
jumlah unit kendaraan 
total (mobil dan motor)

Pertambahan jumlah 
penumpang transportasi 
publik yang beralih 
mencapai 1,5 juta per 
harinya di 2050

Efisiensi sebesar 1% per 
tahun

Tumbuh sebesar 4,8% 
per tahun dan berkurang 
pada 2030 menjadi 2% 
dan 2040 menjadi 1%

Pertambahan jumlah 
penumpang transportasi 
publik yang beralih 
mencapai 2,54 juta per 
harinya di 2050

Di tahun 2050, 100% 
EV, 50% RE. Untuk 
transportasi publik sudah 
menggunakan 100% RE

Efisiensi sebesar 1,5% 
per tahun

Tumbuh sebesar 4,8% 
pertahun dan berkurang 
pada 2030 menjadi 2% 
dan 2040 menjadi 1%

Pertambahan jumlah 
penumpang transportasi 
publik yang beralih 
mencapai 3,35 juta per 
harinya di 2050 

Mobil pribadi pada 
2030 mencapai 5 juta 
kemudian pada 2040 
berkurang menjadi 4,2 
juta dan 2050 menjadi 
2,5 juta

Kendaraan bertenaga 
listrik (electric vehicle 
- EV)

Faktor emisi 
jaringan

Efisiensi teknologi

Pertumbuhan 
jumlah mobil

Di tahun 2050, 50% EVb

Existing emisi 0,87 ton 
CO2/Mwha

Efisiensi sebesar 1% 
per tahun d

Tumbuh sebesar 4,8%e

Berkurang sesuai RUPTL 
PLN (0,788 CO2/Mwh-
pada 2030)c

Berkurang hingga 20% 
per 10 tahun (0,445 ton 
CO2/Mwh-pada 2050)i

Berkurang hingga 30% per 
10 tahun (0,282 (0,445 ton 
CO2/Mwh-pada 2050) i

Efisiensi sebesar 2% per 
tahunh

Di tahun 2050, 100% EV, 
dan mendekati 100% REg

Asumsi Tanpa Intervensi 
(BAU)

Intervensi Program dan 
Kebijakan Pemerintah

Elektrifikasi dan 
Penggunaan

 Energi Terbarukan

Menuju Bebas Emisi (Net 
Zero Emissions) 2050

Pertumbuhan jumlah 
motor

Tumbuh sebesar 3,73%, 
berkurang menjadi 2030, 
2%, dan 2040 menjadi 1%

Tumbuh sebesar 3,73%, 
berkurang menjadi 2030, 
2%, dan 2040 menjadi 1%

Motor pribadi pada 
2030 mencapai 20,7 juta 
kemudian pada 2040 
menjadi 21 juta dan pada 
2050 menjadi 12,5 juta

Tumbuh sebesar 3,73%f

h
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a. Faktor emisi GRK 2019 (Kementerian ESDM)
b. Diadaptasi dari materi presentasi EBTKE Connex - Planning for Net Zero Emissions Scenario Towards Indonesia 
2045 (Bappenas)
c. RUPTL PLN tahun 2021-2030 (PLN)
d. Presentasi EBTKE Connex - Planning for Net Zero Emissions Scenario Towards Indonesia 2045” (Bappenas)
e. Tren pertumbuhan mobil 5 tahun terakhir (BPS Provinsi DKI Jakarta)
f. Tren pertumbuhan motor 5 tahun terakhir (BPS Provinsi DKI Jakarta)
g. IEA. (2021). Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector. 
h. Diadaptasi dari data energi efisiensi IEA (2022) yang rata-rata 1,3% dan paling besar 2,3%
I. Diadaptasi dari data faktor emisi listrik negara-negara maju yang sudah mendekati 100% energi terbarukan 
(Covenant of Mayors for Climate & Energy)

Skenario emisi pada studi ini hanya memperhitungkan emisi langsung dari berbagai moda 
transportasi berdasarkan data-data seperti: (1) jumlah kendaraan tahun 2020 (kendaraan 
pribadi dan transportasi publik), (2) jarak rata-rata per kendaraan, (3) bahan bakar yang 
digunakan per km per jenis kendaraan, dan (4) kebutuhan energi listrik untuk transportasi 
publik tahun 2020. Faktor emisi per jenis bahan bakar dan faktor emisi untuk jaringan listrik 
digunakan untuk menerjemahkan besaran emisi lebih lanjut. Semua data dan informasi 
yang terkumpul diolah dalam perhitungan jumlah emisi menggunakan perangkat lunak 
Low Emission Analysis Platform (LEAP). 

Penyusunan skenario hingga 2050 dilakukan dengan menggunakan kerangka Avoid-Shift-
Improve (A-S-I) seperti pada Gambar 4 di bawah ini. Kerangka ini digunakan sebagai cara 
untuk mengurangi dampak lingkungan dari transportasi (Dalkmann dan Brannigan, 2007; 
Bakker dkk., 2014). Skenario proyeksi hingga 2050 dikembangkan untuk mengakomodasi 
rekomendasi kebijakan strategis berjangka yang terukur sesuai dengan kebutuhan dan 
kapasitas. Pendekatan “Shift” dilakukan dengan penambahan transportasi publik. 
Pendekatan “Avoid” dilakukan dengan upaya peningkatan moda rendah karbon, termasuk 
non-motorized transport (NMT) yang mencakup sepeda dan berjalan kaki, namun tidak 
terbatas pada moda-moda tersebut. Sementara pendekatan “Improve” adalah dengan 
meningkatkan teknologi transportasi rendah karbon, seperti kendaraan listrik. 

© Bagus upc / Shutterstock
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Dari hasil analisis skenario dan tinjauan literatur, studi ini menyimpulkan bahwa terdapat 
kesenjangan antara target pengurangan emisi dengan pengurangan emisi yang akan 
terwujud. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, studi ini merumuskan rekomendasi 
aksi untuk pemerintah serta masyarakat kota Jakarta.

Gambar 4. Pendekatan penyusunan rekomendasi aksi menuju Net Zero Emissions

Pengambilan Data
Pengambilan data dilakukan melalui Diskusi Kelompok Terfokus atau FGD, wawancara 
dengan pemangku kepentingan kunci (key stakeholders) dari sektor transportasi, dan 
penyebaran kuesioner secara online. Selain itu, tinjauan literatur yang relevan dilakukan 
untuk memperkaya informasi, data, dan temuan terkait studi ini.

FGD dilakukan sebanyak dua kali, yakni di awal penelitian dengan tujuan untuk 
mengumpulkan data primer dan di akhir penelitian untuk konsolidasi rekomendasi 
bersama stakeholder terkait. Kedua FGD melibatkan sekitar 20–25 peserta yang berasal 
dari masyarakat, organisasi perangkat daerah dari pemerintahan provinsi, organisasi 
non-pemerintah, penyedia layanan transportasi, dan satuan kerja lain yang relevan serta 
masyarakat dari area studi. Dihadirkannya peserta dari individu yang sama di kedua 
FGD bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan yang konsisten dan saling 
berhubungan.

Wawancara dilakukan secara online menggunakan platform pertemuan online Zoom. 
Beberapa institusi yang diundang sebagai narasumber adalah Women Research Institute, 
Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia 
(Gerkatin), Bike To Work Indonesia (B2W), dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas 
Indonesia (PPDI). Informasi dari wawancara kemudian dianalisis untuk memahami proses 
perkembangan sektor transportasi di Jakarta yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Mengurangi atau menghindari 
berkendara yang tidak perlu

Avoid
(Menghindari)

Beralih menggunakan moda 
transportasi yang lebih efisien 

energi dan rendah karbon

Shift
(Beralih)

Memperbaiki teknologi moda 
transportasi menjadi lebih 
efisien energi dan rendah 

karbon

Improve
(Memperbaiki)

Skenario dan 
Rekomendasi

Tanpa 
Intervensi

Intervensi Program 
dan Kebijakan 

Pemerintah

Elektrifikasi dan 
Penggunaan Energi 

Terbarukan

Menuju Bebas 
Emisi

Bersepeda

Berjalan Kaki

Transportasi Publik Listrik

Transportasi Pribadi Listrik

Transportasi publik berbahan 
bakar fosil
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Kuesioner online disebarkan untuk mengetahui perubahan perilaku dan persepsi 
masyarakat kota Jakarta. Kuesioner disebarkan melalui kanal publikasi Greenpeace 
Indonesia (Twitter, Facebook, dan Instagram) serta memanfaatkan fitur promosi atau 
advertisement dari Facebook dan Instagram, dengan target responden adalah masyarakat 
dengan karakteristik seperti dalam Tabel 2.

Pengumpulan kuesioner menggunakan platform KoBoToolbox yang dilakukan selama 
21 Januari–9 Februari 2022. Rincian total jumlah responden yang masuk per hari pada 
periode penyebaran kuesioner online tersebut terlihat pada Gambar 5. Pada diagram 
tersebut, peningkatan responden yang terjadi pada 26–31 Januari 2022 disebabkan 
oleh publikasi di kanal-kanal sosial media Greenpeace Indonesia. Penambahan jumlah 
responden selanjutnya pada periode 31 Januari–7 Februari dipengaruhi oleh pemanfaatan 
fitur advertisement pada kanal Facebook dan Instagram. 

Kategori Kelompok Kriteria 1

Audiens Gen Z dengan 
ketertarikan terhadap isu 
mobilitas

DKI Jakarta; Bekasi*; Bogor*; 
Depok*; Tangerang*

21-40

GrabTaxi; Brompton Bicycle; 
Electric car; Air pollution; 
GoCar (carsharing), Free 
public transport, Public 
transport, Climate change, 
Grab (software), Bicycle, 
Carsharing or Go-Jek

Komuter/penglaju

Penduduk dewasa 
Jabodetabek secara umum

DKI Jakarta; Bekasi*; Bogor*; 
Depok*; Tangerang*

18-50

Semua topik

Semua perilaku

Kelompok Kriteria 2

Nama Kelompok 
Kriteria

Lokasi

Batasan Usia

Topic of interest

Perilaku

*Berlokasi di dalam radius 25 mil atau sekitar 40 km dari pusat kota

Para ahli menyebut bahwa Gen Z adalah generasi yang lahir di akhir tahun 90-an (Dimock, 2019; Rue, 2018). Generasi ini 
disebut sebagai generasi yang lahir di era informasi dan digitally innate, atau dalam arti kata lain, sangat erat dengan dunia 
digital. Hal ini di satu sisi sesuai dengan teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni memanfaatkan 
fitur kuesioner online. Di sisi lain, seiring dengan masifnya informasi mengenai lingkungan secara umum dan khususnya 
transportasi rendah emisi untuk mengurangi kontribusi terhadap krisis iklim, generasi ini juga disebut sebagai generasi 
yang aktif dalam mengadvokasikan perubahan untuk mengarah ke kehidupan yang lebih berkelanjutan (Tyson dkk, 2021).

12

Tabel 2. Kriteria target advertisement
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Kuesioner diisi oleh 3.097 responden, namun tidak semua pengisian valid dan sesuai 
dengan kebutuhan penelitian. Kriteria yang digunakan untuk seleksi validitas data adalah 
terjadinya duplikasi, pengisian yang tidak lengkap, lokasi domisili dan tempat berkegiatan 
yang tidak sesuai, serta durasi pengisian yang terlalu cepat. Kuesioner yang dianggap valid 
dan dapat dianalisis adalah 2.097 kuesioner yang telah diseleksi dari kriteria di atas. 

Pkm (passenger kilometer) merupakan satuan untuk menjelaskan kegiatan transportasi. 1 pkm adalah ketika satu 
penumpang menempuh jarak satu kilometer.

13

Gambar 5. Pertambahan responden harian

Limitasi studi
Studi ini berfokus pada perhitungan emisi yang dihasilkan oleh operasional kendaraan. 
Emisi yang dihasilkan dari operasional kendaraan dapat bersifat langsung (emisi hasil 
pembakaran kendaraan bahan bakar fosil) ataupun tidak langsung (emisi dari daya listrik 
yang dibutuhkan agar kendaraan dapat bergerak). Namun, studi ini tidak memperhitungkan 
emisi yang berasal dari kegiatan lainnya di dalam bertransportasi, seperti manufaktur 
dan pembuangan kendaraan, pemeliharaan kendaraan, dan pemeliharaan dan konstruksi 
infrastruktur transportasi (jalan, jembatan, tol). Oleh sebab itu, perhitungan emisi yang 
dilakukan di studi ini baru mencakup sebagian dari total emisi yang dihasilkan atau 
dipengaruhi oleh kegiatan transportasi. Studi ini juga tidak memperhitungkan perubahan 
emisi akibat pandemi COVID-19 (pengurangan frekuensi dan intensitas jumlah perjalanan) 
ataupun kemungkinan berkurangnya populasi Kota Jakarta yang bermigrasi ke ibu kota 
negara baru.

Perbandingan emisi untuk operasional dan kegiatan lain dapat dilihat pada Gambar 6. 
Mobil berbahan bakar bensin akan menghasil emisi operasional sebesar 161,8 gram/pkm13, 
sedangkan emisi lainnya sebesar 48,1 gram/pkm. Hal ini berbeda dengan mobil listrik yang 
diproyeksi menghasilkan emisi operasional sebesar 13,4 gram/pkm, sedangkan emisi untuk 
emisi lainnya akan sebesar 86 gram/pkm. Dari perbandingan tersebut, skenario perhitungan 
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emisi yang dibuat dapat menghasilkan angka yang lebih kecil dari sesungguhnya, khususnya 
skenario dengan kendaraan listrik (mobil dan motor) yang proporsi emisi manufaktur dan 
disposalnya lebih besar dibandingkan emisi dari kegiatan operasionalnya.

Gambar 6. Perkiraan total emisi langsung dan tidak langsung dari moda transportasi 
Sumber: Lufthansa Innovation Hub Analisis, TNMT.com

Rata-rata emisi karbon menurut tipe moda transportasi (dalam gram/pkm)
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3

Penumpang turun dari kereta Mass Rapid 
Transportation (MRT) Jakarta

© Afriadi Hikmal / Greenpeace
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Transportasi merupakan urat nadi kehidupan masyarakat perkotaan melalui fungsinya 
dalam menjamin interkonektivitas antara tempat sosial, pendidikan, kesehatan maupun 
ekonomi. Konektivitas tersebut berkontribusi secara langsung terhadap produktivitas 
ekonomi dan kegiatan rekreasional yang menentukan kualitas hidup, kesejahteraan, dan 
kebahagiaan masyarakat perkotaan. 

Sistem transportasi yang baik seharusnya memiliki tingkat kemacetan yang minim, 
sehingga masyarakat dapat mencapai tujuan tanpa menimbulkan kelelahan fisik maupun 
emosional. Durasi masyarakat Jakarta menghabiskan waktu di perjalanan tidaklah sedikit. 
Studi Uber dengan BCG (2017) menyatakan rata-rata durasi perjalanan masyarakat Jakarta 
adalah sebesar 68 menit, ditambah dengan pencarian tempat parkir selama 21 menit. 
Studi mengenai kemacetan menyatakan adanya penambahan 34% durasi perjalanan, 
yang berarti perjalanan di Jakarta membutuhkan waktu 34% lebih lama dibandingkan 
kondisi tanpa kemacetan. Durasi perjalanan ini juga dapat meningkat hingga 67% akibat 
kemacetan pada periode sibuk (jam 5-7 sore)14. 

Sistem transportasi yang bergantung kepada kendaraan pribadi memiliki risiko kemacetan 
tertinggi karena kendaraan pribadi membutuhkan ruang per kapita paling besar. Sebagai 
contoh, mobil biasanya hanya mengangkut satu orang pada jam sibuk, sedangkan bus 
dapat mengangkut hingga 40 orang pada waktu yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa 

Kondisi Saat ini: Gambaran Umum 
Perilaku Bertransportasi Masyarakat 
DKI Jakarta

Data diambil dari Jakarta in Traffic Index 2021 oleh Tomtom Traffic Index
https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/jakarta-traffic/

14

© Adhi Wicaksono / Greenpeace
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Moda Transportasi Pilihan Saat ini
Berdasarkan data dari 2.097 responden kuesioner, moda transportasi utama yang 
digunakan adalah transportasi publik (40,18%) dan motor pribadi (39,51%). Dari 
keseluruhan transportasi publik yang terdapat di DKI Jakarta, Transjakarta (39,1%) dan 
KRL (35,7%) merupakan pilihan moda transportasi publik yang paling banyak digunakan 
responden (Gambar 8). Sedangkan LRT tidak terlalu jadi pilihan (3%), kemungkinan karena 
keterbatasan rute yang tersedia saat ini (Gambar 9). 

Gambar 7. Perbandingan ruang jalan antara mobil, bus dan sepeda 
Sumber: Australia's Cycling Promotion Fund, 2012

diperlukan lebih banyak ruang untuk memindahkan 40 orang dengan mobil dibandingkan 
dengan bus, diilustrasikan dalam Gambar 7. Dengan demikian, secara garis besar, 
penggunaan transportasi publik dapat mengurangi kemacetan hingga 12 kali lipat lebih 
efektif dibandingkan dengan kendaraan pribadi (Kimber dkk., 1985 dalam Ortuzar, 2019). 

Selain menyebabkan kemacetan, kendaraan pribadi juga menyebabkan berkurangnya lahan 
yang tersedia untuk ruang publik (mis: taman, tempat bermain dan berolahraga, fasilitas 
umum, dsb) dan ruang untuk infrastruktur ramah lingkungan (mis: RTH, trotoar pejalan 
kaki, jalur pesepeda, dsb). Saat ini, hanya tersedia sekitar 34 km2 luas RTH di Jakarta, 
dibandingkan dengan ruang yang digunakan untuk jalan raya yang lebih banyak yaitu 46 
km2 pada tahun 2018 dan belum termasuk dengan area parkir kendaraan (Open Data 
Jakarta, 2014 dan Statistik DKI Jakarta, 2018). Dengan kata lain, infrastruktur kendaraan 
pribadi berkompetisi dengan infrastruktur ramah lingkungan, berbeda dengan penyediaan 
infrastruktur bersepeda dan berjalan kaki yang juga dapat berfungsi sebagai ruang 
terbuka hijau, juga dapat mendukung peningkatan penggunaan infrastruktur transportasi 
publik (Rietveld dkk., 2001; Loo, 2021). Secara umum, bersepeda juga dapat meningkatkan 
kesehatan dan relaksasi, terutama bila rute yang dilalui dipenuhi oleh vegetasi (Marquart 
dkk., 2022). Oleh karena itu, untuk meningkatkan motivasi masyarakat beralih kepada moda 
transportasi yang rendah karbon, dibutuhkan infrastruktur pejalan kaki dan pesepeda 
yang memadai, alih-alih menyediakan ruang lebih banyak untuk kendaraan pribadi yang  
di sisi lain mengancam ketersediaan ruang terbuka hijau. 
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Gambar 8. Moda transportasi utama masyarakat Provinsi DKI Jakarta

Gambar 9. Pilihan moda transportasi publik
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Berdasarkan analisis korelasi yang dilakukan untuk mencari hubungan antar variabel, 
pemilihan moda transportasi memiliki hubungan erat dengan pendapatan responden dan 
durasi perjalanan. Biaya bulanan yang dikeluarkan sebagian besar responden (41%) adalah 
sekitar Rp. 200.000-Rp. 500.000 per bulan untuk biaya transportasi (Gambar 10), bahkan 
37% responden berhasil menekan biaya transportasi di bawah Rp. 200.000 per bulannya15. 
Hal ini selaras dengan temuan FGD yang juga menyebutkan bahwa transportasi umum 
di Jakarta memiliki keunggulan dari sisi nilai ekonomisnya, yang mana biaya perjalanan 
menggunakan transportasi publik dari daerah Bodetabek ke Jakarta hanya berkisar dari 
Rp. 4.000-6.000, sedangkan biaya menggunakan kendaraan pribadi dapat mencapai hingga 
Rp. 200.000-500.000 per bulannya atau setara dengan Rp. 8.000-20.000 per harinya. 

Sebagai catatan, responden pada studi ini sebagian besar memiliki pendapatan perbulan Rp 2-5 juta (32%) atau di bawah 
Rp 2 juta (30%). Sisanya memiliki pendapatan di antara Rp 5-10 juta (27%). 

15

3,2% 3,6%
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Pengaruh antara kedua variabel dilakukan melalui analisis regresi logistik biner untuk menjelaskan hubungan antara 
variabel respon yang berupa data biner dengan variabel bebas yang berupa data berskala interval dan atau kategorik

16

Gambar 10. Biaya transportasi bulanan

Dari segi waktu tempuh perjalanan, dapat dilihat bahwa transportasi umum lebih diminati 
sebagai pilihan moda perjalanan jarak jauh dengan rata-rata durasi perjalanan 62 menit, 
kemudian diikuti dengan mobil pribadi dengan durasi 44 menit dan motor pribadi dengan 
durasi 34 menit (Gambar 11). Sedangkan untuk berjalan kaki dan bersepeda, rata-rata 
responden berjalan kaki selama 15 menit atau bersepeda selama 22 menit untuk tujuan 
bekerja atau pergi ke sekolah. Namun dapat dilihat bahwa baik bersepeda (1,38%) maupun 
berjalan kaki (4,86%) belum menjadi moda transportasi pilihan responden (Gambar 12) 
dikarenakan infrastruktur pendukung yang belum memadai dan polusi udara.

Dalam hal pemilihan moda berjalan kaki dan bersepeda, diketahui bahwa jenis kelamin 
berpengaruh terhadap kegiatan berjalan kaki dan bersepeda, yang mana perempuan 
memiliki kecenderungan untuk berjalan kaki lebih besar daripada laki-laki.16 Dari 
responden yang telah dan memilih untuk berjalan kaki lebih banyak, 76 hingga 80%-nya 
adalah perempuan. Hal ini selaras dengan hasil studi dari Jieun Lee, Vojnovic, dan Grady 
(2018) yang menemukan bahwa laki-laki memiliki hak lebih dominan dalam penggunaan 
mobil keluarga sehingga perempuan cenderung lebih bergantung pada transportasi publik. 
Alasan lain adalah perempuan cenderung untuk memiliki pola perjalanan yang lebih 
kompleks; misalnya perempuan yang telah mempunyai anak akan melakukan perhentian 
lebih dari 1 destinasi (trip chain) untuk mengantar jemput anak ke sekolah atau ke tempat 
penitipan dalam perjalanannya menuju atau pulang dari kantor. 

Kondisi sebaliknya ditemukan pada jenis transportasi bersepeda. Lebih banyak responden 
laki-laki (59%) menggunakan sepeda sehari-hari daripada responden perempuan (38%). 
Hal ini dapat sesuai dengan temuan dari Heesch dkk., (2012). Adapun alasan yang mendasari 
adalah masalah keamanan yang mungkin dapat terjadi para pesepeda perempuan 
(pelecehan, penyerangan, atau perampokkan) ketika melakukan perjalanan sendirian (Lily 
dkk., 2018).
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Gambar 11. Moda kendaraan utama dan rata-rata durasi perjalanan

Gambar 12. Tujuan bersepeda dan berjalan kaki

First Mile-Last Mile
Untuk mengetahui pola perpindahan moda transportasi, dilakukan identifikasi tahapan 
bertransportasi dari titik awal menuju sarana transportasi massal terdekat (first mile) 
hingga tahapan setelah dari angkutan umum massal menuju titik tujuan terakhir (last 
mile). Berdasarkan hasil kuesioner, sebagian besar responden melakukan pergantian 
moda transportasi sebanyak 2-3 kali (Gambar 13). Perilaku pergantian moda transportasi 
ini dapat menjadi kunci konektivitas antar moda transportasi terutama melalui adanya 
rencana pengembangan Transit Oriented Development (TOD), seperti di beberapa kawasan 
sekitar koridor MRT Jakarta. Dengan sudah tersedianya perilaku transit, yang kemudian 
dilengkapi integrasi antarmoda, penyediaan fasilitas pengumpan, hingga peningkatan 
infrastruktur pedestrian pada lokasi TOD, dapat menjadi pemicu bagi penduduk sekitar 
untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong penggunaan kendaraan 
publik yang intensif (IUTRI, 2016). 
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Berdasarkan intensitas pergantian jenis moda tersebut, moda transportasi pertama (first 
mile) yang banyak digunakan adalah ojek online/taksi motor. Hal ini selaras dengan studi 
oleh Tjahjono dkk. (2020) yang menyatakan bahwa penggunaan motor memang lebih 
banyak diminati sebagai moda transportasi pertama untuk menjangkau moda berikutnya 
dalam pola perjalanan masyarakat Jakarta. Moda transportasi kedua (second mile) yang 
banyak digunakan adalah berjalan kaki (32%) atau menggunakan transportasi publik (39%). 
Kemudian, untuk moda transportasi terakhir (last mile) yang banyak digunakan adalah 
kembali ojek online/taksi motor (50%). 

Berdasarkan analisis pergantian moda transportasi, diketahui bahwa responden banyak 
menggunakan taksi motor atau ojek online sebagai sarana berpindah moda transportasi. 
Porsi penggunaan taksi motor atau ojek online adalah sebesar 23% untuk first mile (19%), 
11% untuk second mile (32%) dan bahkan 50% untuk last mile. Durasi penggunaan taksi 
motor atau ojek online terbesar adalah 45-90 menit (45%) untuk first mile dan 0-15 menit 
untuk second dan last mile. Yang paling menarik adalah penggunaan taksi motor menempati 
porsi yang lebih besar dibanding dengan penggunaan motor pribadi yang hanya digunakan 
oleh 20% responden. 

Selain taksi motor/ojek online, berjalan kaki juga memiliki porsi yang cukup besar dalam 
keseharian responden, baik dalam porsi first mile (19%), second mile (32%) ataupun last 
mile (18%). Secara umum responden berjalan kaki dengan waktu tempuh selama 15 menit; 
durasi ini masih termasuk durasi berjalan kaki yang wajar di kawasan perkotaan untuk 
langsung menjangkau tempat tujuan (Poelman, 2018). 
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Gambar 14. Frekuensi pergantian moda transportasi

Gambar 13. Ilustrasi perpindahan moda transportasi first mile dan last mile
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat akan lebih memilih untuk berjalan kaki 
jika jarak yang ditempuh kurang dari 15 menit namun akan memilih untuk menggunakan 
taksi motor atau ojek online jika jarak yang ditempuh lebih lama dari 15 menit berjalan 
kaki. 

Adanya perpindahan moda dari sebagian besar responden merupakan kesempatan bagi 
pemerintah untuk mendorong penggunaan Non-motorized Transportation (NMT) seperti 
bersepeda atau berjalan kaki. Hal ini didukung dengan tingginya persentase masyarakat 
yang memilih untuk menggunakan transportasi publik. Apabila pemerintah ingin mencapai 
kondisi yang bebas emisi, peralihan moda transportasi harus diarahkan kepada kombinasi 
antara transportasi publik dan bersepeda atau berjalan kaki. Namun sayangnya, kondisi 
sistem transportasi DKI Jakarta sekarang yang tidak terintegrasi dengan baik (masih 
menyediakan jarak antara moda transportasi >15 menit) dan infrastruktur pejalan kaki atau 
pesepeda yang buruk menyebabkan tingginya penggunaan taksi motor atau ojek online.

Gambar 15. Jenis pergantian moda first mile dan last mile
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Berjalan kaki sebagai moda last mile yang paling banyak digunakan perlu didorong 
penyediaan maupun meningkatkan kualitas infrastrukturnya. Fasilitas pejalan kaki yang 
tersedia di Jakarta saat ini diduduki oleh berbagai macam kegiatan selain berjalan kaki yaitu 
PKL, on-street parking, hingga menjadi titik berkumpul warga. Selain itu, terdapat juga isu 
dan permasalahan seputar fasilitas penyeberangan terutama jembatan penyeberangan 
orang (JPO) yang dinilai kurang efektif karena memperpanjang jarak tempuh pejalan kaki. 
Dalam mengakomodasi kebutuhan pejalan kaki yang beragam ini, diperlukan perbaikan 
kualitas fasilitas pejalan kaki seperti pembatasan parkir on street, pemasangan fasilitas 
pendukung (lampu pedestrian, bollards, bangku pedestrian dsb) hingga perbaikan fasilitas 
penyeberangan untuk meningkatkan keamanan maupun kenyamanan pejalan kaki (ITDP, 
2021). 

Secara umum, alasan pemilihan transportasi umum bagi responden berbeda-beda 
tergantung kepada jenis moda yang dipilihnya (Gambar 15). Namun, alasan utama pemilihan 
moda transportasi adalah biaya (27%), keandalan (tepat waktu) (32%), serta kemudahan 
dan ketersediaan rute (17%) (Gambar 16). Ketiga faktor ini dapat menjadi poin pertimbangan 
yang harus ditingkatkan pada transportasi publik untuk memotivasi perpindahan moda 
transportasi. 

Gambar 16. Alasan utama pemilihan moda transportasi

Taksi Motor/Ojek Online

Taksi Mobil/Ojek Online

Sepeda

MRT

Motor Pribadi

LRT

KRL

Jalan kaki

Bus Transjakarta

Angkot

Biaya Cuaca Fasilitas untuk berkebutuhan khusus Keamanan Keandalan (tepat waktu)

kemudahan dan ketersediaan rute (Praktis) Kenyamanan Kesehatan Manfaat Lingkungan Waktu tempuh kendaraan

0 0,25 0,5 0,75 1

Mobil Pribadi



22

4

jalan kaki dan bersepeda di car free day  
sepanjang Jalan Jendral Sudirman minggu pagi.

© Joko SL / Shutterstock
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Gambar 17. Aspirasi Responden mengenai perubahan moda transportasi 

Pada Tabel 3, sebagian besar alasan menurunnya pilihan penggunaan motor di masa depan 
dengan beralih menggunakan transportasi publik atau non-motorized transport adalah 
karena mengurangi polusi. Adapun alasan lain perubahan menggunakan transportasi publik 
adalah karena biaya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki kesadaraan 
lingkungan lingkungan yang baik (mengurangi polusi) serta manfaat dari berjalan kaki 
atau bersepeda (kesehatan); kedua hal ini dapat menjadi pendorong perubahan perilaku 
masyarakat menuju sektor transportasi yang bebas emisi.

Persepsi masyarakat akan perilaku 
transportasi di masa depan
Berdasarkan persepsi masyarakat dalam hal perubahan moda transportasi (Gambar 17), 
hanya terdapat 4,2% responden yang enggan berubah atau tetap memilih menggunakan 
kendaraan pribadi. Perubahan terbesar dapat diamati untuk responden pengguna motor 
pribadi yang menyatakan ingin berubah menjadi lebih sering bersepeda atau menggunakan 
transportasi publik. Demikian juga untuk pengguna transportasi publik yang berharap 
dapat menggunakan transportasi publik yang rendah emisi di masa depan. Beberapa 
masyarakat juga berharap dapat beralih untuk berjalan kaki (6,7%) dan bersepeda (11%). 

Pejalan Kaki: 96

Tidak Berubah (Bersepeda): 2

Tidak Berubah (Pejalan Kaki): 5

Lebih sering berjalan kaki: 141

Pesepeda: 29
Lebih sering bersepeda: 231

Tidak Berubah (Kendaraan 
Publik): 39

Pengguna Transportasi
Publik: 841

Transportasi Publik Listrik: 730

Transportasi Publik BBM: 403

Pengguna Taksi
Online: 127

Tidak Berubah (Pengguna 
Taksi Online): 4

Pengguna Motor
Pribadi: 827

Tidak Berubah (Motor 
Pribadi): 33

Pengguna Mobil
Pribadi: 167

Motor Pribadi Listrik: 269

Mobil Pribadi Listrik: 226

Tidak Berubah (Mobil 
Pribadi): 4
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Tabel 3. Perubahan perilaku dari pengguna motor pribadi dan alasannya

Perubahan dari motor pribadi Alasan perubahanJumlah responden

Lebih sering menggunakan 
transportasi publik listrik

Mengurangi polusi (64%)73

Lebih sering menggunakan 
transportasi publik berbahan 
bakar fosil

Biaya (40%), mengurangi polusi 
(40%)

42

Lebih sering bersepeda Mengurangi polusi (76%)21

Motor pribadi bertenaga listrik Mengurangi polusi (54%)13

Mobil pribadi bertenaga listrik Mengurangi polusi (40%), 
kenyamanan (40%)

10

Lebih sering berjalan kaki Kesehatan (78%)9

Tidak berubah Tidak ada4

Transportasi publik yang berbahan bakar listrik menjadi pilihan utama dari responden di 
masa depan (Gambar 18). Bus Transjakarta menjadi jenis moda transportasi utama sasaran 
perpindahan (55%), dengan pilihan sebesar 27% Bus Transjakarta berbahan bakar fosil dan 
28% berbahan bahan bakar listrik yang kemudian diikuti dengan KRL (26%). 

Gambar 18. Jenis preferensi perpindahan moda ke transportasi publik
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Gambar 19. Alasan perpindahan ke moda transportasi publik

Gambar 20. Persepsi responden terhadap penggunaan bahan bakar kendaraan

Alasan pemilihan masyarakat berpindah ke moda transportasi publik ditunjukkan pada 
Gambar 19. Dari gambar tersebut, hampir setengah responden memilih berpindah karena 
transportasi publik dianggap mengurangi polusi (58%). Selain itu, alasan lainnya adalah 
biaya transportasi publik (18%) dan kenyamanan kendaraan (13%).

Hasil ini terlepas dari pengetahuan responden tentang sifat, harga, dan hal lainnya tentang energi terbarukan.17

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 19, keinginan untuk mengurangi polusi pada studi 
ini merupakan aspirasi utama dari responden, hal ini sejalan dengan persepsi responden 
terhadap penggunaan bahan bakar kendaraan. Walaupun sebagian besar responden 
masih menggunakan bensin (81%), hampir seluruh responden setuju bahwa kendaraan 
yang digunakan sebaiknya bertenaga listrik dari energi terbarukan (93%) (Gambar 20). 
Responden juga menyatakan telah memiliki rencana untuk menggunakan transportasi 
lebih ramah lingkungan dan sehat (97%)17.

Tidak Setuju
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Penilaian terhadap performa kendaraan yang beraktivitas di Jakarta
Tabel 4 menjelaskan penilaian responden terhadap performa dan preferensi penggunaan moda transportasi di Jakarta. 
Data-data ini dapat bermanfaat untuk menjadi poin perhatian dalam peningkatan kualitas infrastruktur transportasi.

Tabel 4. Indikator performa moda transportasi di Jabodetabek

Moda 
Transportasi 

Terpilih

Bahan bakar fosil Harga tiket sudah 
sesuai

Waktu tunggu, 
kemudahan untuk 
ditemui dan jarak 
perjalanan ke 
stasiun/terminal 
terdekat sudah 
sesuai

Tingkat keamanan 
dan kenyamanan 
sudah sesuai, mampu 
mengatasi kebutuhan 
pengguna saat cuaca 
ekstrim, namun masih 
dirasakan polusi yang 
relatif cukup banyak

Harga tiket 
diharapkan lebih 
murah lagi

Perbaikan tingkat 
keamanan dan 
kenyamanan
Adanya pengurangan 
polusi udara

Harga tiket 
diharapkan lebih 
murah lagi

Perbaikan tingkat 
keamanan dan 
kenyamanan
Adanya pengurangan 
polusi udara

Pengguna cenderung 
setuju menambah 
Rp. 10.000 dari 
harga normal untuk 
transportasi publik 
bertenaga listrik

Penggunaan sumber 
energi bersih dan 
rendah emisi

Perbaikan dalam 
waktu tunggu, 
kemudahan untuk 
akses dan jarak 
perjalanan ke 
stasiun/terminal 
terdekat

Perbaikan dalam 
waktu tunggu, 
kemudahan untuk 
ditemui dan jarak 
perjalanan ke 
stasiun/terminal 
terdekat

Pengguna mau 
menambah Rp. 10.000 
dari harga normal 
untuk transportasi 
publik bertenaga 
listrik

Penggunaan sumber 
energi bersih dan 
rendah emisi

Waktu tunggu, 
kemudahan untuk 
ditemui dan jarak 
perjalanan ke 
stasiun/terminal 
terdekat sudah 
sesuai

Tingkat keamanan 
dan kenyamanan 
sudah sesuai, mampu 
mengatasi kebutuhan 
pengguna saat cuaca 
ekstrim, namun masih 
dirasakan polusi yang 
relatif cukup banyak

Berbasis listrik Harga tiket sudah 
sesuai

Transportasi 
publik

Mobil Listrik Biaya Pengisian Daya Penurunan Pajak Subsidi Alat 
Pengisian Baterai

Biaya Kemudahan Kenyamanan Biaya Kemudahan Kenyamanan

Penilaian Indikator Performa Penilaian Indikator Harapan
Moda 

Transportasi 
Terpilih

Penilaian Indikator Performa Penilaian Indikator Harapan
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Moda 
Transportasi 

Terpilih

Motor Listrik

Bersepeda Tempat parkir 
sepeda

Kondisi Jalur 
sepeda

Jalur sepeda di 
persimpangan jalan Tempat parkir sepeda

Subsidi Alat Pengisian 
Baterai

Kondisi Jalur sepeda

Biaya Pengisian Daya

Jalur sepeda di 
persimpangan jalan

Penurunan Pajak

Penilaian Indikator Performa Penilaian Indikator Harapan

Diterapkannya 
kebijakan biaya 
pengisian daya 
kendaraan listrik yang 
lebih murah daripada 
bahan bakar fosil

Diterapkannya 
kebijakan subsidi alat 
pengisian baterai

Perbaikan dalam 
ketersediaan tempat 
parkir sepeda yang 
aman pada stasiun, 
terminal atau kantor

Ketersediaan 
jalur sepeda yang 
melindungi pesepeda 
dari kendaraan lain di 
persimpangan jalan 
sudah sesuai

Ketersediaan 
jalur sepeda 
yang terlindungi, 
terkoneksi dengan 
transportasi 
publik, dilengkapi 
lampu penerangan, 
petunjuk arah 
dan pohon sudah 
sesuai. Namun, 
masih terdapat jalur 
sepeda yang tidak 
langsung terhubung 
ke tujuan lokasi 
utama

Ketersediaan 
tempat parkir 
sepeda yang 
aman pada 
stasiun, terminal 
atau kantor 
sudah sesuai

-

-

-

-

-

-

Diterapkannya 
kebijakan penurunan 
pajak, pembebasan 
pajak, tarif jalan tol 
lebih rendah, dan 
bebas parkir untuk 
kendaraan listrik di 
fasilitas publik

Diterapkannya 
kebijakan biaya 
pengisian daya 
kendaraan listrik yang 
lebih murah daripada 
bahan bakar fosil

Perbaikan dalam 
ketersediaan 
jalur sepeda yang 
terlindungi, terkoneksi 
dengan transportasi 
publik dan tujuan 
lokasi utama, 
dilengkapi lampu 
penerangan, petunjuk 
arah dan pohon

Diterapkannya 
kebijakan subsidi alat 
pengisian baterai

Diterapkannya 
kebijakan penurunan 
pajak, pembebasan 
pajak, bebas parkir 
untuk kendaraan 
listrik di fasilitas 
publik

Perbaikan dalam 
ketersediaan 
jalur sepeda yang 
melindungi pesepeda 
dari kendaraan lain di 
persimpangan jalan
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Moda 
Transportasi 

Terpilih
Penilaian Indikator Performa Penilaian Indikator Harapan

Bersepeda Tempat parkir 
sepeda

Kondisi Jalur 
sepeda

Jalur sepeda di 
persimpangan jalan Tempat parkir sepeda Kondisi Jalur sepeda Jalur sepeda di 

persimpangan jalan

Pengurangan polusi 
udara, perbaikan 
kondisi cuaca 
dan temperatur, 
peningkatan 
ketersediaan RTH dan 
pohon

Kurangnya 
ketersediaan 
jalur pejalan kaki, 
keamanan jalur 
pejalan kaki dari 
kendaraan lain, sarana 
pendukung seperti 
lampu penerangan, 
petunjuk arah, dan 
tempat sampah

Kurangnya 
ketersediaan 
sarana pendukung 
untuk pejalan kaki 
berkebutuhan 
khusus

Masih dirasakan 
polusi udara, 
cuaca dan 
temperatur yang 
kurang nyaman 
serta kurangnya 
ketersediaan RTH 
dan pohon

Perbaikan dalam 
ketersediaan 
sarana pendukung 
untuk pejalan kaki 
berkebutuhan khusus

Perbaikan dalam 
ketersediaan 
jalur pejalan kaki, 
keamanan jalur 
pejalan kaki dari 
kendaraan lain, sarana 
pendukung seperti 
lampu penerangan, 
petunjuk arah, dan 
tempat sampah
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Berdasarkan rangkuman harapan responden terhadap perbaikan infrastruktur 
transportasi, penggunaan moda transportasi yang tersedia saat ini umumnya dinilai sudah 
sesuai dengan preferensi pengguna. Dalam hal transportasi publik berbahan bakar fosil 
maupun listrik, performa dari segi biaya, kemudahan, dan keamanan sudah mencukupi 
kebutuhan pengguna. Meskipun demikian, transportasi publik berbahan bakar fosil ini 
masih memerlukan peningkatan kualitas dari performanya saat ini. Khususnya dalam hal 
pengurangan polusi udara yang salah satunya dapat dilakukan melalui peralihan menjadi 
transportasi publik berbasis listrik yang menggunakan sumber energi bersih dan rendah 
emisi. 

Sama halnya dengan transportasi publik, penilaian performa moda bersepeda dinilai 
sudah sesuai dari segi ketersediaan tempat parkir, jalur sepeda yang terlindungi dan jalur 
sepeda di persimpangan jalan. Akan tetapi, masih diperlukan peningkatan performa moda 
bersepeda khususnya dalam koneksi jalur sepeda dengan tujuan lokasi utama. Hingga 
tahun 2019, jalur sepeda yang tersedia di Jakarta baru mencapai 63 km dan masih terpusat 
di beberapa ruas jalan utama, sedangkan rencananya akan dibangun hingga 196 km jalur 
sepeda pada akhir tahun 2021, dan total 690 km pada tahun 2030 (Dinas Perhubungan DKI 
Jakarta, 2021). Kemudian berdasarkan laporan dari ITDP (2022), kondisi jalur sepeda di 
beberapa ruas yang tersedia saat ini juga masih memerlukan adanya peningkatan kualitas 
terutama dari segi perbaikan jalur sepeda terlindungi dan juga perlengkapan rambu 
beserta markanya. Kemudian dalam hal berjalan kaki, berbeda dengan transportasi publik 
dan bersepeda, performa moda berjalan kaki justru dirasa masih kurang dalam hal adanya 
polusi udara, keamanan dan juga ketersediaan sarana pendukung untuk pejalan kaki 
berkebutuhan khusus, sehingga diperlukan adanya peningkatan performa pada seluruh 
aspek.

Kualitas infrastruktur kendaraan tidak bermotor di Indonesia dapat menjadi salah satu 
penghambat masyarakat Indonesia untuk beralih kepada pilihan moda yang lebih ramah 
lingkungan. Dengan kualitas infrastruktur yang belum memadai, menyebabkan kurangnya 
rasa aman bagi pengguna jalan. Menurut Unterman (1984) dalam Frans dkk. (2016), faktor 
keamanan adalah faktor utama bagi pengguna jalur pedestrian dengan adanya elemen-
elemen pengaman untuk melindungi pejalan kaki. Melalui adanya peningkatan kualitas 
infrastruktur bersepeda dan berjalan kaki, masyarakat diharapkan dapat lebih sering 
menggunakan moda NMT (Tabel 5).

Transportasi publik 
berbahan bakar 
fosil

Waktu tunggu 0-10 menit (76%)

Membayar lebih untuk transportasi 
bertenaga listrik

82% responden bersedia menambah 
hingga Rp10.000 dari harga normal

Waktu tunggu

Parameter PreferensiModa transportasi 

0-10 menit (79%)

Membayar lebih untuk transportasi 
publik bertenaga listrik

85% responden bersedia menambah 
hingga Rp10.000 dari harga normal

Transportasi publik 
bertenaga listrik

Tabel 5. Preferensi parameter moda transportasi di Jabodetabek
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Berjalan kaki

Bersepeda

Mobil Listrik

Motor Listrik

Frekuensi

Frekuensi

Jenis

Ketersediaan membeli charging 
point berdaya 7 kW di rumah 82% responden bersedia

Negara manufaktur 36% responden menyatakan tidak 
berpengaruh

Plug-in Hybrid (42%)

Ketersediaan membeli charging 
point berdaya 7 kW di rumah 87% responden bersedia

Negara manufaktur 41% responden menyatakan tidak 
mempengaruhi

3 kali (23%) atau 5 kali (21%) seminggu

3 kali (22%), 2 kali (19%), atau 5 kali 
(17%) seminggu

Jarak

Jarak

Harga 

Harga Rp. 10.000.000-Rp. 15.000.000 (65%)

< Rp. 300.000.000 (65%)

Kepuasan jarak tempuh max. 160 
km

Kepuasan jarak tempuh max. 120 
km

66% responden merasa puas/
sangat puas

64% responden merasa puas/
sangat puas

Kepuasan waktu pengisian daya 
3-4 jam

Kepuasan waktu pengisian daya 
3-4 jam

29% responden dapat menerima
19% responden merasa sedikit tidak puas

49% responden merasa puas/sangat puas
20% responden merasa sedikit tidak puas

500 m-1 km (41%)

1-6 km (61%)

Fasilitas penyeberangan Pelican Crossing (zebra cross dilengkapi 
dengan sarana tambahan) (79%)

Parameter PreferensiModa transportasi 



30

5

Aerial View dari atas jalan layang Semanggi 
menyoroti polusi udara Jakarta pada sore hari.

© Creativa Images / Shutterstock
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Hasil Analisis Estimasi Emisi
Berdasarkan data kuesioner, diketahui bahwa 97% responden memiliki rencana atau 
kemauan untuk menggunakan moda transportasi yang rendah emisi. Namun, apakah dengan 
adanya perubahan perilaku (dari masyarakat) beserta program-program pemerintah, 
Provinsi DKI Jakarta dapat mencapai Net Zero Emissions?

Pada hakikatnya, emisi karbon yang telah ada di lingkungan dapat dikurangi, salah satunya 
melalui penyerapan karbon oleh tanaman atau disimpan pada lapisan geologi di bawah 
tanah (Carbon Capture Storage/CCS). Penyerapan oleh tanaman merupakan metoda yang 
jauh lebih murah dan bernilai manfaat tinggi dibanding dengan teknologi CCS. Namun 
sayangnya penyerapan karbon oleh tanaman sangat terbatas; rata-rata pepohonan 
menyerap hanya sebanyak 25 kg CO2 dalam satu tahun, sehingga untuk menyerap sekitar 
13,27 juta ton CO2 (DLH, 2018) setidaknya dibutuhkan 530 juta pohon. Bila satu pohon 
membutuhkan satu meter persegi, maka luas lahan yang dibutuhkan untuk menyerap 
emisi karbon pada tahun 2018 adalah seluas 530 km2. Luas ini adalah sebesar 80% dari 
luas total DKI Jakarta (661,5 km2). Saat ini, RTH hanya mencapai sekitar 34 km2 atau sekitar 
5,1% luas Jakarta (Open Data Jakarta, 2014 dan Statistik DKI Jakarta, 2018). Berdasarkan 
perhitungan ini, maka target capaian RTH (30%) hanya akan menyerap 37% dari total emisi 
pada tahun 2018 atau sebesar 4,9 juta ton CO2, sehingga diperlukan strategi pencegahan 
dihasilkannya emisi karbon dari sektor transportasi.

Keefektifan strategi rendah karbon pada sektor transportasi akan dinilai berdasarkan 
jumlah total emisi yang dihasilkan dari tiap skenario. Bagian ini akan membahas besarnya 
jumlah emisi yang dihasilkan pada tahun awal (base year) dan berdasarkan beberapa 
skenario di masa depan.

Analisis skenario pengurangan emisi transportasi dibuat dengan mengestimasikan emisi 
selama tiga puluh tahun, yakni menggunakan tahun 2020 sebagai tahun awal (base 
year) dan tahun 2050 sebagai tahun akhir (end year). Skenario perhitungan emisi dibagi 
kepada empat skenario: (1) Skenario Tanpa Intervensi; (2) Skenario Intervensi Program dan 
Kebijakan Pemerintah; (3) Skenario Elektrifikasi dan Penggunaan Energi Terbarukan; dan 
(4) Skenario Menuju Bebas Emisi (Net Zero Emissions) 2050.
 
Masing-masing skenario memiliki asumsi yang menjadi variabel dalam mengestimasikan 
emisi yang akan dihasilkan. Secara garis besar, Skenario Tanpa Intervensi menggunakan 
asumsi dasar tidak ada intervensi dari aktor manapun dan mengikuti tren yang ada. 
Asumsi dasar untuk skenario kedua adalah menggunakan kebijakan, program, dan target 
pemerintah sebagai referensi untuk estimasi emisi. Skenario Elektrifikasi dan Penggunaan 
Energi Terbarukan menggunakan asumsi dasar menggunakan target masa depan yang 
dibuat di tingkat internasional yang memprioritaskan elektrifikasi dan penggunaan energi 
terbarukan, khususnya perkiraan dari lembaga atau institusi yang relevan. Terakhir, 
Skenario Menuju Bebas Emisi (Net Zero Emissions) 2050 adalah skenario yang ambisius 
untuk menghasilkan emisi sekecil-kecilnya atau bahkan mendekati 0 pada tahun 2050.
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Estimasi Emisi Transportasi Saat Ini (Base Year)
Estimasi emisi aktual adalah perhitungan emisi untuk sektor transportasi jalan pada tahun 
awal (base year) 2020 sebagai acuan untuk emisi saat ini. Perhitungan ini serta beberapa 
asumsi pendukung digunakan sebagai dasar untuk menghitung skenario-skenario emisi 
di tahun 2050. Data yang digunakan pada tahun 2020 dipilih karena ketersediaan data 
yang paling baru dan lebih lengkap. Data untuk tahun 2021 pada saat penelitian masih 
belum lengkap di beberapa aspek. Namun, data dan informasi perilaku berkendara, 
khususnya transportasi publik, tetap menggunakan referensi tahun 2021 dan 2019 sebagai 
pembanding.

Secara umum, perhitungan emisi pada tahun awal menggunakan data aktivitas berupa 
jumlah kendaraan, jarak tempuh kendaraan per tahun, keekonomian bahan bakar, yang 
kemudian dikonversi melalui faktor emisi dari bahan bakar. Jumlah kendaraan di Provinsi 
DKI Jakarta diperoleh dari Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, Dinas Perhubungan Provinsi 
DKI Jakarta, PT. Transportasi Jakarta, PT. Kereta Commuter Indonesia, PT. LRT Jakarta, dan 
PT. MRT Jakarta. Data jumlah kendaraan serta penumpang tersedia secara publik, seperti 
laporan tahunan dari masing-masing lembaga penyedia layanan ataupun data statistik 
lainnya yang dipublikasikan di situs resmi institusi.

Perilaku berkendara masyarakat yang beraktivitas di Provinsi DKI Jakarta diperoleh dari 
data kuesioner. Data tersebut memberikan gambaran kondisi aktual terkait jarak rata-
rata yang ditempuh per hari, moda/alat transportasi yang digunakan, perkiraan jumlah 
perjalanan dalam seminggunya, serta data lain yang mendukung untuk estimasi. Dari 
data aktivitas tersebut diperoleh perkiraan jumlah bahan bakar atau energi listrik yang 
digunakan yang dikonversi dengan faktor emisi. Referensi dari Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan institusi internasional yang relevan digunakan 
untuk menentukan faktor emisi yang digunakan.
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Gambar 21. Estimasi emisi yang dihasilkan kendaraan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 
(dalam ribu ton CO2e)
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Dari hasil estimasi emisi transportasi aktual (base year) tahun 2020, sektor transportasi 
jalan di Provinsi DKI Jakarta menghasilkan emisi sebesar 22.815.356 ton CO2e. Emisi 
transportasi di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan emisi 
transportasi nasional pada tahun 2019 yang diestimasi adalah 16,12% (157.771.000 ton CO2e) 
(KLHK, 2020). Jika dibandingkan dengan kota lainnya, seperti Kota Semarang, angka emisi 
ini sangat besar karena untuk Kota Semarang sektor transportasi di estimasi menghasilkan 
emisi sebesar 824.129 ton CO2e pada tahun 2018 (DLHK Kota Semarang, 2019). 

Namun, angka estimasi yang dihitung berbeda dengan estimasi emisi yang dikeluarkan 
oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta di tahun 2019 untuk tahun 2018, yaitu 
sekitar 13.270.900 ton CO2e. Hal ini terjadi karena perbedaan metode yang digunakan; 
perhitungan sektor transportasi menggunakan penjualan bahan bakar selama setahun di 
Provinsi DKI Jakarta.
 
Penyumbang emisi terbesar berasal dari kendaraan berbahan bakar fosil, yaitu bensin 
(16.566.857 ton CO2e) yang diikuti oleh diesel/solar (5.920.637 ton CO2e). Moda transportasi 
listrik hanya berkontribusi sebesar 327.853 (1,43%) ton CO2e yang mayoritas berasal dari 
transportasi publik bertenaga listrik, seperti KRL, LRT, dan MRT. Dapat disimpulkan bahwa 
kendaraan berbahan bakar fosil menyumbang hampir seluruh emisi dari sektor transportasi 
publik.

Kendaraan pribadi—seperti sepeda motor dan mobil—merupakan penyumbang emisi 
terbesar (43,1% dari sepeda motor dan 26,48% dari mobil) (Gambar 21). Secara jumlah, 
dua jenis kendaraan ini mendominasi pergerakan aktivitas sektor transportasi Provinsi DKI 
Jakarta, dengan sepeda motor sebesar 16,14 juta (76%) dan mobil sebesar 4,05 juta (19%). 
Jumlah kendaraan ini menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan juga memperparah 
emisi di DKI Jakarta. Secara mikro, emisi dari mobil relatif lebih besar. Namun, karena 
jumlah sepeda motor yang empat kali lebih banyak dari mobil, jumlah emisi langsung 
sepeda motor di DKI Jakarta hampir dua kali lebih besar.

Transportasi publik (transportasi rel dan Transjakarta) berkontribusi paling sedikit 
terhadap total emisi langsung/operasional sektor transportasi di DKI Jakarta yaitu sekitar 
0,90% (Gambar 20). Transportasi rel seperti LRT, MRT, dan KRL berkontribusi paling kecil 
dibandingkan dengan Transjakarta. Hal ini dipengaruhi oleh cakupan pelayanan dan jumlah 
kendaraan serta jenis bahan bakar yang digunakan.

Jika transportasi publik dibandingkan dengan kendaraan pribadi untuk satu penumpang, 
maka emisi dari transportasi publik jauh lebih kecil. Dalam satu kali perjalanan penumpang 
transportasi publik di DKI Jakarta diperkirakan menghasilkan emisi langsung sebesar 0,778 
Kg CO2e/penumpang untuk transportasi rel sedangkan Transjakarta sebesar 0,948 Kg CO2e/
penumpang yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan sepeda motor (1,802 
Kg CO2e/penumpang) dan mobil (3,579 Kg CO2e/penumpang). KRL merupakan kendaraan 
dengan emisi yang paling rendah sebesar 0,345 Kg CO2e/penumpang karena kapasitas 
penumpang yang diangkut yang relatif lebih besar dari alat transportasi lain. 



33

Skenario 1: Tanpa Intervensi (Business as Usual)

Sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1 mengenai penjelasan asumsi, Skenario Tanpa 
Intervensi atau skenario business as usual ini mengasumsikan bahwa jumlah kendaraan 
serta penumpang bertambah mengikuti tren pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk 
pengaruh dari populasi dan tidak ada perubahan atau intervensi dari pihak manapun 
untuk berusaha mengurangi emisi. Skenario digunakan sebagai dasar untuk melihat dan 
mengestimasi kondisi emisi di masa depan apabila tidak ada intervensi dari pihak manapun 
serta tidak ada limitasi yang membatasi tren yang ada.

Grafik di atas menjelaskan bagaimana emisi yang dihasilkan dari berbagai moda transportasi 
yang ada di Provinsi DKI Jakarta seperti transportasi rel (KRL, MRT, dan LRT), Transjakarta 
(BRT), mobil, sepeda motor, serta bus dan truk. Jumlah emisi relatif bertambah, khususnya 
untuk mobil dan sepeda motor yang penambahannya mengikuti tren pertumbuhan 
kendaraan 5 tahun yang lalu dan dipengaruhi oleh penambahan populasi berdasarkan laju 
pertumbuhan yang ada.
 
Pada tahun 2050, Skenario Tanpa Intervensi diperkirakan akan menghasilkan 46 juta ton 
CO2e (Gambar 22). Mobil dan sepeda motor merupakan penyumbang emisi terbesar dengan 
kontribusinya paling besar (36% dan 47%). Mobil dan sepeda motor merupakan kendaraan 
yang memiliki kepraktisan dalam hal berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Selain itu, 
sepeda motor merupakan kendaraan yang menjadi pilihan untuk masyarakat menengah ke 
bawah. Selain biaya yang relatif lebih murah, sepeda motor juga lebih memudahkan untuk 
akses masyarakat dari satu tempat ke tempat lain. Namun, analisis dari survei yang telah 
dilakukan menunjukkan adanya keinginan dari masyarakat untuk berpindah dari sepeda 
motor ke transportasi publik. 

Gambar 22. Estimasi emisi Skenario Tanpa Intervensi yang dihasilkan oleh kendaraan 
di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2020-2050 (dalam juta metrik ton CO2e)

 -

 5,00

 10,00

 15,00

 20,00

 25,00

 30,00

 35,00

 40,00

 45,00

 50,00

2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050

Em
is

i (
ju

ta
 m

et
ri

k 
to

n)

Transportasi Rel Mobil Pribadi Motor Pribadi Bus Truk Transjakarta



34

Berbeda dengan sepeda motor, pengguna mobil tetap ingin menggunakan mobil di masa 
depan. Alasannya adalah terkait kepraktisan, biaya, dan kenyamanan (Gambar 16). Adapun 
tantangan masyarakat untuk berpindah ke moda transportasi publik dapat dilihat dari 
alasan pemilihan moda; keandalan waktu transportasi publik saat ini lebih rendah 
dibandingkan kendaraan pribadi. Akan tetapi, apabila penggunaan kendaraan pribadi tetap 
dibiarkan mengikuti tren yang sedang terjadi, emisi gas rumah kaca mencapai tingkat yang 
mengkhawatirkan, yaitu lebih dari dua kali lipat kondisi emisi saat ini. 

Program pemerintah yang dilakukan untuk mengurangi emisi dalam skenario ini adalah 
program Bappenas yang bertajuk "Planning for Net Zero Emissions Scenario Towards 
Indonesia 2060" dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN tahun 2021-
2030. Program ini menargetkan di masa depan kendaraan berbasis listrik mencapai 50% 
jumlah kendaraan serta efisiensi teknologi sebesar 1% per tahun, sedangkan target RUPTL 
PLN tahun 2021-2030 adalah menurunkan faktor emisi jaringan sebesar 0,788 CO2/Mwh 
pada tahun 2030. Asumsi lainnya adalah pertambahan jumlah penumpang transportasi 
publik sebesar 1,5 juta per hari di tahun 2050. Maka pertumbuhan jumlah mobil dan motor 
yang mengalami kenaikan secara berturut-turut 4,8% per tahun dan 3,73% per tahun, pada 
2030 berkurang menjadi 2% dan pada 2040 menjadi 1%. Jika angka dari target tersebut 
dapat diwujudkan, maka emisi operasional dari sektor transportasi dapat mencapai angka 
17 juta di tahun 2050 CO2e (Gambar 23). Target dari pemerintah yang menjadi acuan 
merupakan target yang telah ditetapkan sebelum tahun 2022 pada saat studi dilakukan.

Berdasarkan skenario, pada tahun 2050, emisi yang berkurang sebesar 4,5 juta ton 
dibandingkan tahun 2020. Pengurangan emisi sebesar 25% ini bisa terjadi jika disertai 
penambahan jumlah pengguna transportasi publik hingga 1,5 juta orang/per harinya yang 
saat ini masih berada pada angka sekitar 643 ribu orang/per harinya serta pengurangan 
penggunaan kendaraan bermotor. Penambahan mobil dan sepeda motor juga diharapkan 
berkurang tiap tahunnya atas kebijakan dan kapasitas jalan yang lebih memprioritaskan 
transportasi publik dan moda transportasi tidak bermotor. Dibandingkan dengan Skenario 
Tanpa Intervensi, emisi yang berkurang pada tahun 2050 sebesar 63% atau 29 juta ton. 
Tahun 2030 dapat dilihat sebagai tahun titik balik pengurangan emisi dengan adanya 

Skenario 2: Intervensi Program dan Kebijakan Pemerintah

Gambar 23. Estimasi emisi Skenario Intervensi Program dan Kebijakan Pemerintah yang dihasilkan 
oleh kendaraan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2050 (dalam juta metrik ton CO2e)
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beberapa target untuk mengurangi bauran energi yang diharapkan dapat dicapai (Gambar 
23). Selain itu, pertumbuhan mobil dan motor juga diharapkan berkurang pada tahun 2030, 
termasuk pengaruh dari peralihan mobil dan motor listrik yang teknologinya diperkirakan 
akan lebih matang untuk dikonsumsi masyarakat. 

Secara garis besar, target-target yang sudah dibuat oleh pemerintah dapat mengurangi 
emisi dalam sektor transportasi di DKI Jakarta secara signifikan. Namun, beberapa target 
harus diterjemahkan kepada program dan kegiatan yang sesuai, khususnya terkait dengan 
ambisi untuk mengurangi penggunaan energi fosil dan beralih ke energi terbarukan. 
Penggunaan energi terbarukan dalam bauran energi listrik untuk transportasi publik 
maupun pribadi merupakan strategi kunci pengurangan emisi. Hal ini membutuhkan peran 
tidak hanya pemerintah atau aktor pada tingkatan provinsi, tetapi juga nasional. 

Usaha mengurangi emisi dengan pengurangan pengguna kendaraan pribadi perlu 
ditunjang dengan peningkatan kualitas layanan transportasi publik dari aspek ketepatan 
waktu dan kenyamanan. Berdasarkan hasil FGD, masyarakat sudah memiliki kesadaran 
akan kepentingan beralih ke transportasi publik, namun terhambat dengan fasilitas yang 
kurang memadai. Selain itu, pemerintah dapat memastikan integrasi antar transportasi 
publik, sehingga masyarakat mudah untuk memilih transportasi publik sesuai kebutuhan 
dan tujuan. Sedangkan untuk untuk peralihan ke NMT, pemerintah perlu melakukan 
pembangunan jalur NMT dan fasilitas pendukungnya secara masif untuk mengurangi 
ketergantungan masyarakat kepada kendaraan pribadi.

Di tingkat nasional, peta jalan menuju NZE telah dikembangkan oleh Kementerian Energi 
Sumber Daya Mineral dalam EBTKConnex 2021. Dalam peta jalan tersebut, terdapat 
beberapa strategi untuk sektor transportasi, seperti stop impor BBM mulai tahun 
2030, pemanfaatan biodiesel dipertahankan 30%, serta target penjualan sepeda motor 
listrik 100% di tahun 2040 dan mobil listrik 100% di tahun 2050. Selain itu, PLN telah 
merencanakan pemberhentian PLTU secara bertahap, mulai dari tahun 2030. Strategi 
di tingkat nasional akan mempengaruhi perkembangan emisi di DKI Jakarta, khususnya 
transisi untuk energi terbarukan.

Walaupun telah dilakukan secara maksimal (100%), pencapaian dari program-program 
ini masih jauh dari target bebas emisi ditingkat nasional dan provinsi. Oleh karena itu, 
diperlukan komitmen yang besar dari pemerintah untuk mewujudkan target-target ini 
terkait dengan kebutuhan akan investasi, pembiayaan infrastruktur, dan pemberian 
insentif untuk pencapaian target.
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Skenario 3: Elektrifikasi dan Penggunaan Energi Terbarukan

Gambar 24. Estimasi emisi Skenario Elektrifikasi dan Penggunaan Energi Terbarukan yang dihasilkan 
oleh kendaraan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2050 (dalam juta metrik ton CO2e)

Asumsi yang digunakan pada skenario ini adalah pertambahan jumlah masyarakat yang 
beralih menjadi penumpang transportasi publik mencapai 2,54 juta per harinya di 2050. 
Untuk pertumbuhan jumlah mobil dan motor masih diasumsikan seperti skenario kedua. 
Kemudian kendaraan sudah mencapai 100% berbasis listrik, dengan 50% dari kendaraan 
pribadi menggunakan energi terbarukan dan 100% transportasi publik sudah menggunakan 
energi terbarukan. Faktor emisi jaringan diharapkan berkurang hingga 20% per 10 tahun 
dan efisiensi teknologi naik menjadi 1,5% per tahun. Asumsi yang digunakan pada skenario 
ini lebih ambisius dari target sebelumnya, namun masih sesuai dengan target yang tertera 
di tingkat internasional untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

Berdasarkan dokumen Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional atau Nationally 
Determined Contribution (NDC), dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah 
negara yang dikomunikasikan kepada dunia melalui United Nations Framework Convention 
on Climate Change (UNFCCC), Indonesia menetapkan ambisi untuk melakukan transformasi, 
dengan target bauran penyediaan energi utama dengan energi baru terbarukan setidaknya 
sebesar 31%, minyak harus lebih kecil dari 20%, batubara paling sedikit 25%, dan gas paling 
sedikit 24% di tahun 2050. Jika dibandingkan dengan China yang merupakan penghasil 
emisi terbesar di dunia, China menyatakan target bauran dari energi baru terbarukan 
(terutama tenaga surya dan tenaga angin) mencapai 80% di tahun 2060. Berkaca dari 
target di tingkat internasional, target pengurangan emisi di Indonesia seharusnya lebih 
tinggi lagi apabila ingin mencapai bebas emisi. Misalnya, dari segi transportasi, tidak hanya 
dengan elektrifikasi unit transportasi, tapi juga didukung dengan penggunaan sumber 
energi terbarukan pada penyediaan listrik.

Menggunakan asumsi yang telah dijelaskan, emisi dari sektor transportasi jalan pada tahun 
2050 diestimasi sebesar 12,9 juta ton CO2e untuk skenario moderat atau lebih kecil sekitar 
5 juta ton CO2e dari estimasi untuk skenario intervensi pemerintah atau sekitar 10 juta ton 
CO2e dibandingkan dengan estimasi di tahun 2020 (Gambar 24). Dengan bentuk perubahan 
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dan intervensi yang sudah lebih ambisius dari target pemerintah ini saja, emisi yang 
dihasilkan masih belum bisa mencapai nol atau masih seimbang antara yang dihasilkan 
hingga tahun 2030 dan yang dikurangi sejak tahun 2030.

Transportasi publik harus menjadi pilihan utama berkendara. Target 2,54 juta per hari, 
membutuhkan peralihan penumpang hampir 2 juta orang per harinya dibandingkan kondisi 
saat ini. Hingga saat ini, rata-rata harian penumpang transportasi publik hanya mencapai 
643 ribu orang. Untuk menunjang kendaraan non-bermotor pada jarak dekat, rata-rata 
penumpang perharinya perlu ditingkatkan sebesar 60–100 ribu setiap tahunnya, sehingga 
di tahun 2021 harus ada 700-800 ribu penumpang perharinya kemudian pada tahun 2022 
ada 800-900 ribu penumpang per harinya sampai akhirnya mencapai 2,54 juta penumpang 
per harinya. Selain itu, penambahan jalur dan cakupan transportasi perlu dilakukan 
untuk meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan penumpang di tahun 2050. 
Hal ini dapat diwujudkan dengan penambahan kapasitas angkut yang memprioritaskan 
kenyamanan masyarakat, sehingga masyarakat diharapkan dapat beralih atau lebih sering 
mengunakan transportasi publik.

Penyedia layanan transportasi publik telah merumuskan strategi dan program untuk 
membantu untuk mengurangi emisi dengan perbaikan layanan, teknologi, dan sumber 
energi. Berdasarkan hasil FGD, BPTJ menyatakan sudah menerbitkan regulasi dan strategi 
penggunaan EBT. PT. MRT telah membangun fasilitas berupa terminal dengan sarana 
pendukung ramah lingkungan, sedangkan PT. Transjakarta telah berupaya menambahkan 
armada bus listrik setelah pembangunan charging station selesai. Meski begitu, sumber 
listrik yang digunakan transportasi publik masih berasal dari bahan bakar fosil.

Emisi langsung yang dirasakan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta dari sektor transportasi 
sudah relatif lebih rendah atau sekitar 675.000 ton CO2e, karena mayoritas merupakan 
emisi tidak langsung dari energi listrik sekitar 12 juta ton CO2e. Namun, emisi GRK 
akan tetap ada jika pembangkit listrik bertenaga batubara di sekitar DKI Jakarta masih 
beroperasi. Oleh sebab itu, perlu adanya pemindahan atau pengalihfungsian pembangkit 
saat ini ke energi terbarukan.
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Skenario 4: Menuju Bebas Emisi (Net Zero Emissions) 2050

Gambar 25. Estimasi emisi Skenario Menuju Bebas Emisi yang dihasilkan oleh kendaraan di Provinsi 
DKI Jakarta tahun 2020-2050 (dalam juta metrik ton CO2e)

Gambar 25 menunjukkan bahwa hasil skenario yang paling ambisius masih belum dapat 
mencapai nol emisi sepenuhnya, walaupun pada skenario ini sudah memperhitungkan 
target capaian program pemerintah dan penerapan RTH 30%, sehingga perlu dilakukan 
upaya yang lebih progresif dalam peralihan dari kendaraan pribadi ke kendaraan publik 
secara masif. Asumsi yang digunakan pada skenario ini adalah pertambahan jumlah 
masyarakat yang beralih menjadi penumpang transportasi publik mencapai 3,35 juta per 
harinya di 2050. Untuk pertumbuhan jumlah mobil pribadi pada tahun 2030 mencapai 
5 juta kendaraan, lalu tahun 2040 menjadi 4,2 juta, dan tahun 2050 menjadi 2,5 juta. 
Sementara itu, target untuk pertumbuhan motor pribadi pada tahun 2030 mencapai 20,7 
juta kendaraan, lalu tahun 2040 menjadi 21 juta, dan tahun 2050 menjadi 12,5 juta. Kemudian 
kendaraan sudah mencapai 100% berbasis listrik dan mendekati 100% menggunakan 
energi terbarukan diadaptasi dari skenario NZE global (IEA, 2021). Faktor emisi jaringan 
diharapkan berkurang hingga 30% per dekade dan efisiensi teknologi naik menjadi 2% 
per tahun. Faktor emisi jaringan yang berkurang ini dapat terwujud apabila sudah mulai 
dilakukan transisi ke energi terbarukan.

Secara garis besar, target dari asumsi ini membutuhkan transformasi yang masif dan aktif 
dari semua stakeholder, seperti masyarakat, badan usaha, penyedia layanan transportasi 
publik, dan pemerintah. Perubahan perilaku masyarakat untuk mengurangi kendaraan 
pribadi harus didukung oleh layanan transportasi publik yang berkualitas. Tidak hanya itu, 
dukungan kebijakan baik insentif maupun disinsentif perlu dilakukan untuk mendukung 
transformasi perilaku masyarakat. Pengurangan pergerakan dengan membiasakan bekerja/
bersekolah secara online merupakan salah satu strategi yang bisa diterapkan.
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Pada tahun 2050, dengan melihat skenario nol emisi yang bertujuan mengurangi emisi 
sekecil mungkin sehingga emisi yang dihasilkan bisa sama dengan emisi yang diserap,  
sektor transportasi menghasilkan 2,6 juta ton emisi CO2e yang 100% merupakan emisi 
tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa emisi langsung yang dirasakan penduduk DKI 
Jakarta akan mencapai nol pada tahun 2050, walaupun emisi dari pembangkit listrik di 
wilayah lain masih ada. Namun, untuk mencapai situasi dan kondisi ini, banyak hal yang 
perlu dilakukan seperti perpindahan perilaku dengan pengutamaan transportasi publik, 
pengurangan kendaraan berbahan bakar fosil dan beralih ke sumber yang lebih ramah 
lingkungan, dan pergantian dan penggunaan energi terbarukan untuk menghasilkan listrik 
di pembangkit-pembangkit listrik di jaringan JAMALI (Jawa, Madura, dan Bali). Berdasarkan 
hasil survei (Gambar 16), preferensi masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi 
publik sudah semakin meningkat. Beberapa masyarakat juga berharap dapat beralih untuk 
berjalan kaki dan bersepeda. 

Menurut hasil FGD, peserta diskusi setuju bahwa transportasi publik menurunkan emisi 
dan kemacetan. Dibutuhkan penambahan sekitar 90-120 ribu penumpang transportasi 
publik tiap tahunnya. Selain itu, pengurangan mobil sebesar 1.500–180.000 perlu dilakukan 
mulai tahun 2030 hingga 2050. Strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk 
beralih ke NMT dimulai dengan bekerja sama dengan komunitas sepeda dan mengadakan 
car free day untuk non-motor serta menyediakan transportasi publik yang terjangkau dan 
tepat waktu. Pihak pemerintah telah merancang strategi untuk pembatasan produksi 
transportasi dengan bahan bakar fosil dan menerapkan skema perluasan tanggung jawab 
produsen (extended producer responsibility/EPR). Dengan ini, harga transportasi publik 
berbasis listrik diharapkan dapat setara dengan yang berbahan bakar fosil.
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Gambar 26 menunjukkan perbandingan antar skenario yang menggambarkan bagaimana 
pengurangan emisi dibandingkan dengan kondisi di tahun 2020 ataupun Skenario Tanpa 
Intervensi. Perubahan di tahun 2030 sangat penting untuk dilakukan, khususnya untuk 
transisi energi fosil dan energi terbarukan yang sudah dimulai. Skenario Menuju Bebas 
Emisi merupakan skenario yang paling mendekati nol bersih emisi (NZE) dan emisi langsung 
yang dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta mendekati nol emisi dari sektor transportasi. 

Skenario Menuju Bebas Emisi sejalan dengan peta jalan menuju nol bersih emisi (NZE) 
yang akan diwujudkan baik di tingkat nasional maupun internasional di masa depan. 
Walaupun masih menghasilkan emisi, skenario ini sejalan dengan informasi dan ekspektasi 
masyarakat di masa depan, bagaimana masyarakat ingin berpindah ke transportasi ramah 
lingkungan. Untuk mewujudkan hal ini, peran elektrifikasi, transportasi publik, dan NMT 
sangat besar.

Peran semua aktor penting untuk mewujudkan skenario ini. Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta membutuhkan kolaborasi tidak hanya aktor lokal dan nasional yang beraktivitas di 
DKI Jakarta. Peran kerjasama dan kolaborasi antar aktor dan komitmen yang kuat sangat 
dibutuhkan untuk mencapai hal ini.

Gambar 26. Perbandingan estimasi emisi 4 skenario transformasi transportasi Jakarta 
tahun 2020-2050 (dalam juta metrik ton CO2e)
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6

Landscape di DKI Jakarta, memperlihatkan 
Pepohonan rindang diantara gedung-gedung dan 

jalan protokol dengan langit yang cerah.

© Creativa Images / Shutterstock
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Tantangan dan peluang untuk 
mencapai bebas emisi 2050
Sebagaimana dijelaskan pada hasil analisis skenario, terdapat tiga hal utama yang menjadi 
tantangan untuk mencapai bebas emisi di tahun 2050, yakni bagaimana meningkatkan 
cakupan transportasi publik tidak hanya secara jumlah, akses, dan jaringan, tetapi juga
jenis sumber energinya. Perubahan perilaku masyarakat yang spesifik sangat dibutuhkan 
untuk berjalan kaki dan bersepeda, terutama untuk jarak dekat seperti untuk first mile 
dan last mile perjalanan. Tantangan lain yang perlu diatasi saat ini adalah memulihkan 
kepercayaan publik terhadap higienitas moda transportasi publik pasca-pandemi. Pada 
subbab ini, masing-masing tantangan tersebut akan didiskusikan tidak hanya berkaitan 
dengan hasil perhitungan skenario, namun juga dengan hasil analisis terhadap dokumen 
kebijakan, kritik dari masyarakat, serta arah pengembangan kota secara umum.

Berdasarkan Laporan Transjakarta (2020), terdapat penurunan yang signifikan pada 
jumlah penumpang Transjakarta sebanyak 126 juta di tahun 2020, yang pada tahun 
2019 jumlah penumpangnya mencapai 264,6 juta penumpang. Hal ini disebabkan 
oleh adanya penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga timbul kekhawatiran 
masyarakat dalam menggunakan kendaraan publik akibat potensi penularan virus 
COVID-19. Menurut studi oleh Mogot dkk. (2021) yang dilakukan terhadap Transjakarta, 
agar dapat menggunakan Transjakarta kembali, penumpang mengharapkan fasilitas 
yang dapat mendukung mereka dalam menggunakan Transjakarta tanpa harus takut 
tertular virus. Untuk merespon kebutuhan tersebut, tentunya diperlukan waktu 
dan persiapan bagi penyedia layanan transportasi publik untuk memperbaiki dan 
melengkapi protokol kesehatan. Dalam prosesnya, terdapat kesenjangan penyediaan 
transportasi di masyarakat saat kendaraan pribadi menjadi salah satu opsi yang lebih 
handal untuk menunjang mobilitas. Pada akhirnya, masyarakat berpotensi untuk 
beralih menggunakan transportasi online bagi yang tidak memiliki kendaraan pribadi 
dan menggunakan kendaraan pribadi bagi yang memiliki.

Terlepas dari adanya situasi preferensi moda transportasi pada masa pandemi COVID-19, 
masyarakat melihat bahwa transportasi publik massal merupakan pilihan transportasi 
masa depan. Hal ini terlihat dari hasil kuesioner yaitu 97% responden telah memiliki 
rencana untuk menggunakan transportasi lebih ramah lingkungan dan sehat (Gambar 
20). Selain itu, preferensi penduduk Jakarta terkait harapan transportasi publik di masa 
depan yang dapat memberikan kenyamanan bagi penumpang, perluasan jangkauan 
dan kemudahan akses. Oleh karena itu, dengan sudah berkembangnya infrastruktur 
kendaraan publik di Jakarta, diperlukan juga adanya pengembalian persepsi aman dan 
nyaman saat menggunakan transportasi publik selama dan pasca pandemi COVID-19 
sehingga masyarakat kembali menggunakan transportasi publik. 

Promosi kembali pemanfaatan transportasi publik massal pasca 
pandemi

1.   
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Pengembangan kendaraan transportasi publik harus bisa sepenuhnya menjaring 
kebutuhan tidak hanya masyarakat DKI Jakarta, tetapi juga masyarakat Bodetabek 
yang sering beraktivitas di DKI Jakarta. Berdasarkan data-data dari Kementerian 
Perhubungan yang terangkum dalam studi Irjayanti dkk. (2021), pada tahun 2004 
terdapat sekitar 7,7 juta perjalanan yang dilakukan setiap hari dari pinggiran kota ke 
Jakarta, dan diperkirakan dapat meningkat hingga 11,7 juta perjalanan pada tahun 2017 
dengan asumsi tingkat pertumbuhan perjalanan sebesar 3-4% per tahun. Pada tahun 
yang sama, porsi moda angkutan umum hanya mencapai 26%. Begitu pula dengan 
cakupan layanan transportasi umum di Jabodetabek yang masih relatif rendah 
yaitu 48% di tahun 2017. Akan tetapi, cakupan layanan transportasi umum tersebut 
meningkat drastis hingga 82% pada tahun 2019 berkat adanya tambahan moda 
transportasi publik seperti LRT serta MRT pada tahun 2019, dan juga hadirnya armada 
tambahan Transjakarta berupa Metrotrans, Minitrans, dan Mikrotrans (Dishub DKI 
Jakarta, 2021). Hadirnya berbagai moda transportasi publik tambahan ini merupakan 
salah satu contoh upaya yang baik dalam meningkatkan jangkauan transportasi yang 
lebih luas untuk seluruh masyarakat Jabodetabek. 

Untuk meningkatkan cakupan layanan transportasi publik bahkan hingga 100%, 
integrasi moda transportasi publik juga perlu diperkuat. Integrasi transportasi publik 
perlu dilakukan untuk mempermudah perpindahan antarmoda sehingga mobilitas 
menjadi lebih efektif dan menciptakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi 
publik, yang nantinya dapat mempengaruhi lebih banyak orang untuk menggunakan 
transportasi publik. Berdasarkan hasil FGD, masyarakat berharap transportasi publik 
dapat melayani perpindahan dari titik ke titik tanpa banyak perpindahan. Integrasi 
transportasi publik antar moda harus didukung dengan penerapan tiket multi-trip 
yang dapat meningkatkan kepraktisan penggunaan transportasi publik. Namun, untuk 
mencapai tiket multi-trip ini dibutuhkan koordinasi yang terpadu antar perusahaan 
jasa pelayanan transportasi publik dan pemerintah DKI Jakarta.

Salah satu hal penting terkait dengan transportasi publik adalah aksesibilitas, tidak 
hanya dari segi kemudahan cakupan layanan, tetapi juga akses transportasi yang 
inklusif bagi semua golongan. Berdasarkan studi ITDP (2018) terhadap mobilitas 
penyandang disabilitas di Jakarta, isu utama aksesibilitas pada transportasi publik 
yaitu kemudahan akses masuk kendaraan publik; kesediaan penerangan di halte, 
stasiun dan trotoar; ketersediaan informasi di halte, stasiun dan sekitarnya secara 
visual dan audio; akses penyeberangan; serta pemenuhan fasilitas penunjang dan 
hadirnya petugas yang terlatih untuk menangani kebutuhan penyandang disabilitas 
seperti misalnya kemampuan berbahasa isyarat walau dengan sederhana. Pelaksanaan 
dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang masih belum terpenuhi disebabkan 
oleh keterbatasan anggaran pemerintah dan kurangnya kesadaran akan pentingnya 
pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas (Azis dkk, 2021). 

Setiap orang, baik itu pejalan kaki, pengguna kursi roda, pesepeda maupun pengguna 
transportasi publik seharusnya diprioritaskan dalam sistem transportasi perkotaan. 
Untuk mencapai sistem transportasi inklusif sudah tersedia desain universal 
yang dapat mengakomodir berbagai jenis kebutuhan setiap golongan. Salah satu 
penerapannya yaitu konsep complete street yang menganut prinsip desain dan 

Perluasan jaringan dan integrasi transportasi publik2.   

Infrastruktur bertransportasi yang berkeadilan untuk semua3.   
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penataan ruang jalan yang berkeadilan agar dapat memindahkan lebih banyak orang 
pada ruang jalan dan waktu yang bersamaan. Konsep complete street ini juga dapat 
dimaknai sebagai penciptaan ruang jalan yang dapat diakses oleh semua orang dengan 
ragam kemampuan dan mendorong penggunaan transportasi multimoda. Selain itu, 
implementasi konsep Non-Motorized Transport (NMT/Perjalanan Tidak Bermotor) juga 
memfasilitasi transportasi yang lebih ramah terhadap berbagai kebutuhan golongan 
melalui karakternya yang berbiaya murah, memfasilitasi transportasi aktif yang dapat 
bergerak bebas, bahkan juga rendah emisi. Beberapa upaya kota dalam memperbaiki 
dan meningkatkan kualitas layanan yang mendukung NMT dapat diwujudkan melalui 
pelebaran trotoar, pengadaan akses penyeberangan sebidang, penambahan jalur 
sepeda, penataan simpang, penerapan desain universal, upaya traffic calming, dan 
lainnya dapat mendorong mobilitas perkotaan yang mudah diakses oleh kelompok 
rentan (Siregar & Rachmita, 2019). 

Transportasi publik adalah strategi utama untuk menuju sistem transportasi kota yang 
paling ramah lingkungan dan rendah emisi. Transportasi publik yang rendah emisi 
telah dicapai melalui penggunaan energi listrik seperti pada KRL, MRT, dan LRT. Tidak 
hanya itu, Transjakarta juga telah menyediakan bus listrik yang dioperasikan untuk 
memenuhi kebutuhan berkendara masyarakat walaupun jumlah masih terbatas. 
Tahun 2022, Transjakarta telah menambahkan 30 unit untuk dapat beroperasi serta 
pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Berdasarkan hasil 
analisis estimasi emisi, penerapan bus listrik secara 100% agar skenario nol emisi dapat 
benar-benar tercapai. Akan tetapi, perlu dipertimbangkan juga jenis sumber energi 
listrik yang digunakan apakah masih berbasis fosil atau sudah energi terbarukan. Jika 
sumber energi listrik yang digunakan tetap berasal dari fosil, maka penggunaan moda 
transportasi listrik hanya akan memindahkan emisi yang dihasilkan dari bahan bakar 
mesin mobil ke pembangkit tenaga listrik. Penjelasan lebih lanjut mengenai isu dan 
dilema elektrifikasi kendaraan ini akan dijelaskan pada Bagian 7 (halaman 45).

Sangat memungkinkan untuk bersepeda menjadi salah satu opsi berkendara langsung 
dari rumah ke kantor ataupun sebaliknya seperti yang saat ini sudah dilakukan 
dilakukan salah satu komunitas sepeda Bike to Work. Tren bersepeda semakin 
bertambah khususnya pada saat pandemi, yang berdasarkan pengamatan ITDP (2021) 
terdapat kenaikan pesepeda pada pertengahan 2020 hingga 1.000% di beberapa ruas 
perkantoran Jalan Sudirman. Sepeda sebagai aktivitas olahraga juga muncul sebagai 
akibat dari penerapan PSBB yang mendorong masyarakat untuk mencari alternatif 
pilihan olahraga yang sehat dan menyenangkan serta juga dapat menjaga jarak dari 
keramaian (Budi dkk., 2021). Fenomena ini mendorong kesediaan pemerintah untuk 
mulai serius mengembangkan infrastruktur bersepeda melalui adanya pop-up jalur 
sepeda di beberapa kawasan, rencana jangka panjang penyediaan jalur sepeda 
terlindungi sepanjang 500 km, hingga memprioritaskan semua ruas jalan untuk pejalan 
kaki dan pesepeda sebagai sarana mobilitas harian untuk jarak yang dapat dijangkau 
melalui penetapan Pergub DKI Jakarta No. 51 Tahun 2020. Dengan adanya regulasi 
tersebut, program pop-up jalur sepeda dan penyediaan parkir sepeda dapat menjadi 
elemen utama untuk mengakselerasi visi kota ramah sepeda. Perubahan perilaku moda 

Transportasi publik sebagai promotor kendaraan rendah emisi4.   

Bike-boom saat pandemi dan potensinya sebagai kebiasaan baru 
mobilitas warga kota

5.   
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transportasi inilah yang dapat menyumbang secara signifikan pengurangan emisi dan 
peningkatan kualitas udara perkotaan. Secara rata-rata, penggunaan sepeda selama 
setahun sebagai pengganti mobil pribadi dapat mengurangi emisi CO2e sebesar 1,49 
ton CO2e per tahunnya.

Infrastruktur hijau merupakan salah satu elemen penyerap yang membantu 
menyeimbangkan emisi yang dihasilkan dengan emisi yang akan diserap, hal ini 
diterapkan pada Skenario 2: Intervensi Pemerintah. Tidak hanya emisi, infrastruktur 
hijau juga membantu mengurangi panas dan risiko banjir apabila dikembangkan 
dengan baik. Ruang terbuka untuk jalur sepeda dan pejalan kaki termasuk ke dalam 
ruang terbuka hijau (RTH), khususnya yang berkonsep infrastruktur hijau. Meskipun 
demikian, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya, yakni soal ketersediaan 
jalur hijau untuk bersepeda dan berjalan kaki yang masih terbatas serta kualitasnya 
sebagai infrastruktur pengamanan sepeda dan pejalan kaki yang dinilai masih kurang. 
Berdasarkan studi ITDP (2021), kadang trotoar juga memiliki fungsi yang beragam 
seperti PKL, on-street parking, dan bahkan menjadi titik berkumpul warga sehingga 
ruang gerak pejalan kaki berpotensi untuk terhambat. Dari sudut pandang fungsi jalur 
pedestrian dan jalur sepeda sebagai ruang terbuka hijau, berdasarkan hasil kuesioner 
terkait performa moda transportasi (Tabel 4), masyarakat masih merasakan perlunya 
peningkatan ketersediaan RTH dan vegetasi pendukung. Penyediaan vegetasi pada 
jalur pedestrian dari segi keamanan ini dapat berfungsi dalam sidewalk extension 
untuk mengurangi jarak menyeberang dan memperluas ruang tunggu bagi pejalan 
kaki.

Kurangnya infrastruktur hijau multiguna: Penyerapan emisi serta 
pengaman bagi pesepeda dan pejalan kaki

6.   
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7

Bus listrik Transjakarta berhenti di halte Jalan 
Sudirman menjemput penumpang, di jalanan 

yang macet kendaraan bermotor

© Bagus upc / Shutterstock
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Elektrifikasi Transportasi di DKI 
Jakarta dan Indonesia: Dilema dan 
Tantangan 
Elektrifikasi moda transportasi sekilas terlihat meyakinkan untuk dijadikan sebagai 
solusi utama dalam mencapai transportasi rendah emisi di masa yang akan datang. 
Sayangnya, ada banyak problematika yang menyertai elektrifikasi kendaraan ini, dari 
segi siklus hidupnya hingga utilisasi teknologi elektrifikasi pada kendaraan pribadi yang 
kurang mampu menyelesaikan masalah. Apabila tidak dipahami secara komprehensif, 
elektrifikasi ini justru dapat membawa kota tetap terjebak pada permasalahan mobilitas 
saat ini, kemacetan, dan emisi, pada tingkat yang lebih parah.

Pilihan kendaraan listrik sebagai solusi untuk mengurangi emisi telah dilakukan di berbagai 
penelitian dan pengembangan skenario (Kurniawan, dkk., 2020; Aditama dan Marciano, 
2020). Mesin dari kendaraan listrik memiliki efisiensi yang jauh lebih tinggi daripada mesin 
pembakaran bahan bakar fosil (García-Olivares dkk., 2018), sehingga memerlukan lebih 
sedikit energi untuk setiap kilometer yang dilalui. Dalam arti lain, penggunaan kendaraan 
listrik dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil untuk kendaraan bermotor, seperti 
bensin dan diesel. Efisiensinya yang tinggi juga mampu mengurangi emisi CO2 langsung 
dari operasional kendaraan. 

Meskipun demikian, emisi CO2 tidak langsung untuk operasional kendaraan (emisi dari 
pembangkit listrik) akan tetap besar jika sumber energi listrik masih menggunakan batu 
bara atau energi fosil lainnya yang tidak rendah emisi. Faktanya, saat ini kebutuhan energi 
listrik di DKI Jakarta lebih banyak menggunakan sumber energi fosil dimana terdapat 
PLTGU/PLTU untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencapai 5.164 mW pada bulan 
Maret 2020. Tidak hanya itu, bauran konsumsi energi per jenis bahan bakar didominasi oleh 
BBM dan batu bara (42% dan 17%) yang banyak digunakan sektor industri dan pembangkit 
listrik.

Kendaraan listrik yang dipersepsikan “bersih” memang dapat memotivasi masyarakat 
untuk beralih. Namun, hal ini hanya akan mengurangi emisi langsung secara lokal (Jakarta) 
dan justru akan bertambah secara global, terutama di lokasi produksi kendaraan listrik 
maupun di tempat PLTU berada. Bila kendaraan listrik bertambah maka kebutuhan 
listrik di Jakarta juga akan bertambah, sedangkan DKI Jakarta memenuhi kebutuhan 
energi listrik tidak hanya berasal dari pembangkit yang ada namun juga ke pembangkit 
listrik yang tergabung dalam jaringan JAMALI (Jawa, Madura, Bali). Hal ini menyebabkan 
transisi energi yang diharapkan tidak hanya dilakukan di DKI Jakarta akan tetapi juga pada 
pembangkit-pembangkit yang ada di Pulau Jawa, Madura, dan Bali.

Selain itu, emisi tidak langsung dari siklus hidup kendaraan listrik ini juga perlu menjadi 
perhatian. Berdasarkan analisis siklus hidup dari EEA (2018), emisi produksi kendaraan 
listrik lebih rendah 20% dari kendaraan berbahan bakar bensin. Meskipun demikian, 
pada keseluruhan siklus hidupnya, kendaraan listrik menghasilkan dua kali lipat lebih 
besar dampak buruk pada air dan toksisitas tanah daripada kendaraan berbahan bakar 
fosil (EEA, 2018; Skrúcaný dkk., 2019; De Blas dkk., 2020). Konsekuensinya, emisi total 

Risiko emisi yang tersembunyi
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dari manufaktur untuk mobil listrik (8-9 ton CO2e) akan lebih besar dibandingkan mobil 
berbahan bakar fosil (6 ton CO2e).

Studi lain menyatakan bahwa penerapan kebijakan kendaraan listrik dapat meningkatkan 
permintaan listrik dan penggunaan sumber daya alam (Valero dkk., 2018 dalam Dillman 
2021). Sumber daya alam yang dimaksudkan antara lain mineral logam untuk pembuatan 
baterai, sebagai contoh pasokan kobalt dan mangan dapat mengalami kelangkaan untuk 
memenuhi permintaan baterai masa depan (Valero dkk., 2018, Tokimatsu dkk., 2017), apalagi 
jika tingkat daur ulang mineral yang sangat rendah. Dampak lain dari penggunaan sumber 
daya adalah penyediaan infrastruktur pengisian baterai, modifikasi mesin kendaraan (De 
Blas dkk., 2020) dan penambahan ruas jalan untuk menampung penambahan kendaraan 
listrik (Müller dkk., 2013).

Transisi energi listrik menjadi teramat penting untuk mengurangi emisi transportasi secara 
lebih menyeluruh. Bebas emisi yang ditargetkan di tahun 2050 membutuhkan kontribusi 
besar dari peralihan energi fosil ke energi terbarukan yang rendah emisi. Listrik yang 
bersumber dari energi fosil menghasilkan emisi 20 kali lipat lebih besar dibandingkan oleh 
energi terbarukan (da Silva dkk., 2022; NREL, 2012). Oleh karenanya, jika menargetkan nol 
emisi atau bebas emisi, listrik yang digunakan harus bersumber dari energi terbarukan.

Kendaraan listrik dapat mengurangi emisi secara signifikan apabila pembangkit listrik 
menggunakan energi terbarukan dengan efisiensi energi yang semakin baik. Kebutuhan 
listrik DKI Jakarta yang berasal dari jaringan JAMALI memungkinkan untuk pembangkit 
listrik berada jauh dari DKI Jakarta. Hal ini sangat memungkinkan untuk membangun 
pembangkit listrik dengan sumber energi terbarukan di wilayah lain di jejaring JAMALI 
dengan berbagai sumber. Dengan demikian, pengurangan pembangkit berbasis fosil 
khususnya batu bara yang berada di sekitar DKI Jakarta sangat mungkin untuk dilakukan 
dan digantikan dengan pembangkit listrik yang lebih rendah emisi. 

Karena itu, dekarbonisasi pada sektor transportasi hanya dapat tercapai bila dekarbonisasi 
pada sektor penyediaan listrik tercapai. Brozynski dan Leibowicz (2018) berargumen bahwa 
dekarbonisasi sektor listrik bahkan harus diwujudkan sebelum mewujudkan dekarbonisasi 
sektor transportasi (Linton dkk., 2022). Tidak hanya mengubah sumbernya ke energi yang 
bersih seperti energi surya dan angin, hal ini juga dapat dicapai dengan meningkatkan 
efisiensi dari transmisi dan distribusi pada jaringan listrik (Dillman dkk., 2021).

Tidak akan jadi solusi tanpa transisi energi

Pergantian kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik dapat mengurangi 
emisi dari gas rumah kaca namun tidak bisa menjadi solusi utama untuk transportasi 
yang berkelanjutan. Persoalan kemacetan di DKI Jakarta juga dipengaruhi oleh jumlah 
kendaraan pribadi yang sangat tinggi (lihat pada Pendahuluan, Masalah Transportasi 
Jakarta). Sehingga, apabila hanya pergantian kendaraan ke listrik tanpa pengalihan ke 
transportasi publik ataupun kendaraan tidak bermotor seperti bersepeda atau berjalan 
kaki untuk jarak yang lebih dekat, maka masalah kemacetan ini akan tetap ada seiring 
dengan volume kendaraan pribadi yang juga masih tidak berubah atau bahkan justru 
bertambah. 

Peralihan kendaraan pribadi yang awalnya masih menggunakan sistem pembakaran 
tertutup (Internal Combustion Engine/ICE) yang masih berbahan bakar fosil ke kendaraan 
listrik bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Investasi awal untuk memiliki kendaraan 
listrik relatif lebih mahal, khususnya untuk mobil listrik. Penggunaan mobil listrik sudah 

Tidak ada pergeseran volume kendaraan pribadi
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Kendaraan listrik yang ramah polusi suara dapat berdampak bagi kelompok tuna netra  
maupun masyarakat umum. Minimnya suara dari kendaraan listrik dapat membahayakan 
pejalan kaki, pesepeda, atau pengguna moda transportasi yang lain. Kendaraan listrik 
khususnya transportasi publik akan meningkatkan resiko kecelakaan bagi penggunanya, 
seperti pada Transjakarta saat pengguna tuna netra akan mengacu kepada suara atau 
indera pendengar untuk membantu mereka naik atau turun kendaraan. Tidak hanya itu, 
pesepeda dan pengendara motor seringkali menggunakan suara kendaraan di sekitarnya 
sebagai acuan untuk mengambil keputusan bermanuver dalam berkendara. 

Meskipun sudah diregulasi dalam Permenhub No.44 Tahun 2020, sehingga terdapat 
standar suara yang harus dipenuhi sehingga tidak membahayakan pengguna jalan lainnya, 
namun tetap ada kekhawatiran sejauh apa keamanan dengan standar regulasi yang ada. 
Penerapan peraturan ini perlu ditinjau dan diperkuat untuk melihat bagaimana transisi 
teknologi yang ada, terlebih untuk teknologi terbaru seperti kendaraan otonom (self-
driving vehicle). 

Potensi ketidaknyamanan bagi masyarakat rentan

Elektrifikasi sektor transportasi tetap harus dilaksanakan namun terbatas pada 
transportasi publik. Berdasarkan hasil kuesioner, penerapan elektrifikasi transportasi 
publik mendapat respon positif tertinggi (34,81%, n = 730) daripada opsi moda transportasi 
yang lain. Ditambah lagi bahwa 30% dari responden (n = 620) menyatakan bersedia 
membayar lebih mahal Rp. 10.000 untuk menggunakan transportasi publik berbasis 
listrik. Elektrifikasi transportasi publik layak diterapkan karena transportasi publik 
memiliki kapasitas pengangkutan sepuluh kali lebih besar dibanding kendaraan pribadi 
(Brozynsk & Leibowicz, 2018; da Silva dkk., 2022). Bahkan, Kaack dkk. (2018) dan IEA 
(2019) menyarankan elektrifikasi kereta api untuk mencapai tingkat dekarbonisasi yang 
lebih tinggi. Hal ini dimungkinkan karena kereta api didesain untuk mencapai kecepatan 
konstan dengan gesekan rel yang rendah, sehingga meningkatkan efisiensi energi (da Silva 
dkk., 2022). Contoh lain adalah bus listrik yang memiliki rasio efisiensi tangki-ke-roda 
0,5 yang lebih kecil dibandingkan kendaraan pribadi (light vehicle-ICE) namun lebih besar 
untuk kendaraan sejenis (bus dengan bahan bakar disel atau bensin) (de Blas dkk, 2020). 

Pergerakan rendah karbon yang ingin dicapai hingga tahun 2050 bukan kepada kendaraan 
listrik pribadi namun bagaimana penggunaan kendaraan pribadi bisa ditekan sesedikit 
mungkin, baik yang menggunakan bahan bakar fosil atau listrik. Jika tetap bergantung 
kepada kendaraan pribadi seperti pada kondisi aktual saat ini, walaupun menggunakan 
kendaraan listrik, sumber daya yang digunakan dan emisi yang dihasilkan tidak akan 
berkurang seperti yang diharapkan. 

Strategi dekarbonisasi yang harus diutamakan adalah penggunaan dan efisiensi sistem 
transportasi publik, terutama yang menggunakan energi terbarukan dan penyediaan 
infrastruktur untuk berjalan kaki dan bersepeda (Campbell & Laherrère, 1998; FTF, 2011; 
Howarth, 2015 pada Linton dkk., 2022). Sehingga untuk mendukung aktivitas berjalan kaki 
dan bersepeda, pemerintah seharusnya membangun infrastruktur pendukungnya. 

Prioritas transisi transportasi: Elektrifikasi kendaraan publik 
dan optimalisasi kendaraan tidak bermotor

dilakukan di Indonesia khususnya di kota-kota besar namun mobil listrik masih dimiliki 
oleh sebagian kecil masyarakat karena memang harga unit yang termurah berkisar di 450 
juta (Gaikindo, 2022). Namun, motor listrik mempunyai harga yang lebih bersaing dan 
tidak berbeda jauh dengan harga motor berbahan bakar fosil.
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8

Jalanan DKI Jakarta, memperlihatkan bus 
listrik transjakarta, pesepeda melewati 

jalur terproteksi dan pejalan kaki yang ingin 
menyebrang melalui pelican croosing.

© Toto Santiko Budi / Shutterstock
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Strategi Transformasi Transportasi
Demi mewujudkan DKI Jakarta yang bebas emisi di sektor transportasi pada tahun 2050, 
diperlukan transformasi pada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat: pemerintah, 
masyarakat, penyedia teknologi, dan jasa layanan transportasi. Dua hal yang perlu dilakukan 
untuk mencapai dekarbonisasi sistem transportasi adalah penggunaan transportasi publik 
dan transisi energi. Penggunaan transportasi publik sendiri harus didukung infrastruktur 
pejalan kaki dan pesepeda sebagai penghubung antara transportasi publik. Hanya dengan 
strategi ini sistem transportasi DKI Jakarta dapat mendekati bebas emisi. Hal ini selaras 
dengan studi di delapan kota besar di Eropa dan Amerika Utara (Linton dkk., 2022). Studi 
ini berkesimpulan bahwa setiap kota memiliki karakteristik dan prioritas yang tersendiri 
dalam mencapai NZE. Namun semua kota mentargetkan hal yang sama yakni peningkatan 
kegiatan berjalan kaki, bersepeda, dan transportasi publik. 

Berdasarkan laporan IPCC (2018), strategi pengurangan emisi yang paling realistis 
dimulai dari sektor yang paling memungkinkan dibanding dari sektor yang paling besar 
mengeluarkan emisi (Linton dkk., 2022). Berdasarkan teori pengurangan emisi harus 
dimulai dari dekarbonisasi listrik (Brozynski dan Leibowicz, 2018), namun pada kasus 
DKI Jakarta dekarbonisasi transportasi yang lebih memungkinkan terjadi melalui 
perubahan perilaku masyarakat dalam memilih moda transportasi (transportasi publik, 
berjalan kaki, sepeda). Hal ini ditunjukkan dari besarnya respon positif responden 
(95,8%) untuk mengambil langkah perubahan kepada moda transportasi yang lebih 
rendah karbon. 

Transportasi publik memiliki peran kunci dalam transisi menuju mobilitas masa depan 
yang berkelanjutan. Frekuensi layanan yang tinggi, keandalan, ketersediaan transportasi 
publik yang dekat dengan rumah dan kantor/tempat kerja dibutuhkan untuk menarik 
minat masyarakat menggunakan transportasi publik. Namun berdasarkan hasil 
kuesioner, transportasi publik memiliki catatan kurang memuaskan dalam hal waktu 
tunggu (nilai 6 dari 10). Sehingga jasa layanan transportasi publik harus meningkatkan 
ketepatan waktu ketibaan moda transportasi hingga maksimal 10 menit (harapan dari 
76% responden). Selain itu, investasi pada trotoar, jalur bersepeda dan infrastruktur 
Transit Oriented Development (TOD) perlu ditingkatkan untuk mendukung kelancaran 
perpindahan moda transportasi publik.

Untuk mencapai dekarbonisasi sektor transportasi yang optimal, moda transportasi 
non-bermotor harus menjadi pilihan masyarakat ketika melakukan perpindahan 
moda transportasi publik atau ketika melakukan transportasi jarak pendek. Moda 
transportasi tidak bermotor, seperti bersepeda dan berjalan kaki, merupakan moda 
transportasi yang mengeluarkan emisi paling kecil dibanding dengan moda transportasi 
lainnya. Namun, karena masyarakat hanya bersedia berjalan kaki sejauh 500 meter 
(49%) atau bersepeda sejauh 3 km (31%) dalam satu kali perjalanan, maka jenis moda 
transportasi tanpa motor ini hanya cocok sebagai moda transportasi transit dan bukan 
sebagai moda transportasi utama atau jarak jauh. Penyediaan infrastrukturnya perlu 

Perpindahan moda transportasi masyarakat yang lebih rendah 
karbon

1.   

Peningkatan kualitas infrastruktur Non-Motorized Transport 
(NMT)

2.   
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Selain transportasi publik, hampir semua kota dalam studi Linton dkk. (2022) 
menerapkan pendekatan pembatasan kendaraan pribadi melalui pajak kendaraan 
yang tinggi. Misalnya, meningkatkan tarif parkir (Park City), harga tol (Oslo), dan 
congestion pricing (New York), atau memberikan pembebasan biaya kepada pengguna 
transportasi publik (Park City) dan pemberian apresiasi kepada masyarakat yang 
melakukan kegiatan tanpa kendaraan terbanyak (Kota Lahti, Finlandia dan Kota 
Guelph, Kanada). Pemberian apresiasi terhadap masyarakat dapat menjadi salah satu 
strategi perubahan perilaku mobilitas. Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan 
komunitas pesepeda yang menyatakan bahwa masyarakat sangat berminat terhadap 
kegiatan yang berbentuk komunitas, salah satunya karena kegiatan komunitas 
memungkinkan masyarakat mendapat apresiasi dari sesama anggota.

Mewujudkan sistem transportasi di DKI Jakarta yang rendah emisi didukung melalui 
penyediaan layanan dan infrastruktur transportasi yang inklusif. Sektor transportasi 
harus berkeadilan dan mempertimbangkan kebutuhan semua penggunanya seperti 
perempuan, anak-anak, dan lansia, termasuk masyarakat berkebutuhan khusus 
sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam mencapai 
emisi nol. Infrastruktur untuk pejalan kaki, pesepeda, ataupun transportasi publik 
juga harus lebih diperhatikan pembangunannya sehingga tidak hanya berfokus pada 
penyediaan infrastruktur kendaraan bermotor. 

Kebijakan insentif untuk mendorong penggunaan transportasi 
rendah karbon

3.   

Mewujudkan sistem transportasi yang inklusif4.   

terus didukung untuk meningkatkan minat masyarakat berpindah untuk berjalan kaki 
dan bersepeda, dan untuk meningkatkan konektivitas dengan transportasi publik.
 
Kinerja pemerintahan perlu ditingkatkan untuk dalam penyediaan trotoar untuk pejalan 
kaki. Pada studi ini, responden yang memilih untuk lebih banyak berjalan kaki rata-
rata berpendapat bahwa nilai seluruh infrastruktur untuk berjalan kaki masih kurang 
(nilai 5 dari 10) sehingga perlu ditingkatkan. Terutama penyediaan sarana pejalan kaki 
yang lengkap dan polusi udara menjadi keluhan yang paling dirasakan (nilai 4 dari 10). 
Padahal berdasarkan kuesioner, setidaknya 32% dari responden harus berjalan kaki 
setidaknya 15 menit setiap harinya. Apabila sarana berjalan kaki disediakan dengan 
baik, maka kemungkinan akan terdapat lebih banyak masyarakat yang menggunakan 
transportasi publik oleh karena syarat konektivitas antar moda yang sudah terpenuhi.

Sarana berjalan kaki juga sangat penting untuk kelompok difabel, terutama yang 
menggunakan kursi roda. Dari sisi unit transportasi publik, kelompok difabel 
menyatakan bahwa sarana yang tersedia pada transportasi publik sudah cukup baik 
dari sebelumnya, terutama MRT dan Bus Transjakarta. Akan tetapi, tetap diperlukan 
adanya peningkatan ragam jenis infrastruktur pendukungnya, misalnya petunjuk visual 
untuk kelompok tuli. 
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Pemandangan udara Stadion GBK Senayan, 
dengan latar belakang langit cerah kota Jakarta 

dan nampak gunung di kejauhan.

© bangoland / Shutterstock
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Kesimpulan & Rekomendasi
Sektor transportasi merupakan salah satu sumber utama emisi gas rumah kaca di DKI 
Jakarta. Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, kegiatan 
transportasi akan terus tumbuh di DKI Jakarta dan kota sekitarnya. Emisi akan akan terus 
meningkat 3,8 kali (2030) dan 6,2 kali (2050) lebih tinggi dari emisi pada tahun 2010 
sekitar 7,49 Mton CO2. Studi ini menunjukkan bahwa rencana DKI Jakarta untuk memiliki 
transportasi nol-emisi pada tahun 2050 tidak dapat dicapai bahkan dengan rangkaian 
kebijakan dan program yang ada, apalagi studi ini hanya mempertimbangkan emisi 
operasional dari transportasi di Provinsi DKI Jakarta

Pada sebagian kota, strategi utama dimulai dari sektor yang paling mudah dicapai. Di 
Jakarta, berdasarkan kuesioner, sebagian besar masyarakat sudah memiliki rencana 
untuk berubah, sehingga dengan penerapan infrastruktur yang mendukung (trotoar, RTH, 
jalur sepeda), perubahan perilaku dapat dicapai lebih cepat. Hal ini memerlukan integrasi 
transportasi publik dengan kegiatan bersepeda dan berjalan kaki sehingga kebutuhan jarak 
jauh dan jarak dekat masyarakat dapat terpenuhi. Sejalan dengan perubahan perilaku 
masyarakat, kebijakan, layanan, dan infrastruktur yang sesuai harus mulai diterapkan. 

Tabel 6. Rekomendasi aksi bagi para aktor

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Melakukan pengujian emisi bagi kendaraan yang ada di DKI Jakarta.

Menyediakan infrastruktur pendukung kendaraan listrik khususnya 
transportasi publik seperti stasiun pengisian daya.

Merancang TOD di berbagai untuk mengintegrasikan transportasi publik 
yang ada.

Membangun infrastruktur hijau yang mendukung pengembangan moda 
transportasi tidak bermotor (terutama pejalan kaki) dan membatasi 
pembangunan infrastruktur untuk kendaraan bermotor.

Menyediakan kebijakan bertransportasi yang juga ramah semua kelompok 
masyarakat baik anak-anak, perempuan, masyarakat berkebutuhan khusus, 
dan lansia.

Mempromosikan kebijakan remote working untuk mengurangi jarak tempuh 
penduduk DKI Jakarta yang rata-rata adalah 34-40 km per hari.

Menggunakan kendaraan pribadi yang menggunakan teknologi dan bahan 
bakar rendah emisi, jika penggunaan transportasi publik ataupun moda 
transportasi tidak bermotor tidak memungkinkan.

Mengutamakan transportasi publik untuk jarak jauh dan moda transportasi 
tidak bermotor seperti jalan kaki atau bersepeda untuk jarak yang lebih 
dekat (mulai dari 2 dari 5 perjalanan).
Mengurangi penggunaan kendaraan untuk perjalanan yang tidak penting dan 
menggunakan komunikasi online dibanding tatap muka.

Masyarakat
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Mengurangi penjualan kendaraan berbahan bakar fosil dan mulai beralih ke 
penyediaan kendaraan yang menggunakan teknologi dan bahan bakar yang 
ramah lingkungan
Merancang kendaraan ramah lingkungan yang mempertimbangkan kebutuhan 
kelompok difabel

Mendorong transisi sumber energi fosil ke setidaknya 31% energi terbarukan 
dengan dukungan skema pembiayaan dan kebijakan yang kuat dan 
berkomitmen.
Menyusun kebijakan yang mendukung perubahan perilaku masyarakat untuk 
melakukan transisi ke energi yang lebih bersih seperti standarisasi proses 
pengisian bahan bakar, jenis baterai, insentif dan disinsentif.

Menyediakan energi listrik yang mulai bertransisi dari energi fosil menuju 
100% energi terbarukan.

Menyediakan fasilitas pengisian bahan bakar listrik yang universal dan 
terstandarisasi

Mengurangi faktor emisi jaringan hingga 30% per 10 tahun dan meningkatkan 
efisiensi pembangkit sebesar 2% per tahunnya

Menyediakan moda transportasi dengan teknologi dan bahan bakar yang ra-
mah lingkungan (100% EBT di tahun 2050)

Menyediakan akses ke transportasi publik yang praktis dan tepat waktu 
dengan waktu tunggu yang tidak lebih dari 10 menit

Menyediakan kapasitas pelayanan transportasi publik 4 kali lipat pada tahun 
2050.

Menyediakan layanan transportasi publik yang ramah dan nyaman bagi 
semua orang (contoh: petunjuk audiovisual, petugas yang mampu berkomu-
nikasi dengan bahasa isyarat)

Mengurangi kepemilikan kendaraan pribadi yang awalnya 15 motor menjadi 
8 motor untuk 10 orang, dan 4 mobil menjadi 2 mobil untuk 10 orang untuk 
mobil di tahun 2050 dan beralih kepada transportasi publik dan penggunaan 
kendaraan non-bermotor.

Penyedia Layanan Transportasi Publik

Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Badan Usaha
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Kendaraan pribadi harus dikurangi semaksimal mungkin bahkan mencapai hingga 
25% untuk sepeda motor (8/10 orang) dan mobil 39% (2/10 orang) dari jumlah saat 
ini serta bahan bakar dan teknologi yang rendah emisi harus lebih sering digunakan. 
Kendaraan listrik yang menggunakan energi terbarukan dapat menjadi opsi, namun perlu 
diutamakan untuk kendaraan publik. Regulasi harus dikembangkan secara inovatif untuk 
menjawab perubahan perilaku dan teknologi bertransportasi yang ada untuk mendukung 
ketercapaian pengurangan emisi yang mempertimbangkan kebutuhan semua orang yang 
beraktivitas di DKI Jakarta tanpa terkecuali. Transportasi nol emisi di DKI Jakarta tidak 
hanya membutuhkan peran aktor yang di Jakarta, tetapi juga pihak-pihak yang berada di 
luar Jakartaserta penyedia layanan transportasi publik dan energi (Tabel 6). Koordinasi 
dan kolaborasi yang selaras yang dapat menghasilkan perubahan yang masif untuk 
pengurangan emisi.

© DafaMiftah / Shutterstock
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Pemandangan kota DKI Jakarta, memperlihatkan 
gedung-gedung tinggi, Monumen Nasional, perumahan 

padat penduduk dengan berlatar belakang gunung

© Aditya Pradana / Greenpeace
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Telaah Istilah dan Konsep
Tentang Krisis Iklim

Berdasarkan kerangka UNFCCC pasal 1, perubahan iklim 
didefinisikan sebagai perubahan yang terjadi pada iklim yang 
disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas 
manusia yang mengubah komposisi atmosfer global dibandingkan 
dengan perubahan variabel iklim alami yang diamati dalam 
periode waktu yang sama atau sebanding. Perubahan iklim 
atau climate change dapat dilihat dari perubahan suhu dan 
pergeseran pola cuaca dalam jangka panjang. Dalam dua abad 
terakhir, fenomena ini didorong oleh peningkatan aktivitas 
manusia terutama yang menggunakan bahan bakar fosil seperti 
batu bara, minyak, dan gas sehingga mengeluarkan gas rumah 
kaca (UN, 2020).

Perubahan Iklim

Krisis Iklim adalah istilah untuk menegaskan kedaruratan 
kondisi perubahan iklim saat ini, serta dampak-dampaknya 
yang dapat mengantarkan kehidupan dunia pada krisis ekonomi, 
kesehatan, hingga kepunahan massal (Jamil, 2019).

Krisis Iklim

GRK atau greenhouse gas adalah gas-gas di atmosfer yang 
menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas tersebut pada 
dasarnya muncul secara alami di lingkungan, namun, jumlahnya 
semakin banyak dan tidak terkendali akibat aktivitas manusia. 
GRK meliputi CO2 (Karbon dioksida), CH4 (Metana), N2O (Nitrous 
oxide), HFCs (Hydrofluorocarbons), PFCs (Perfluorocarbons) 
dan SF6 (Sulphur hexafluoride) di atmosfer. Dalam hubungannya 
dengan fenomena pemanasan global (global warming), GRK 
tersebut memiliki nilai Global Warming Potential (GWP) dengan 
waktu paparan sebesar 5 hingga 200 tahun. 

Gas Rumah Kaca 
(GRK) 

GWP adalah suatu nilai berdasarkan sifat radiatif yang 
digunakan untuk memperkirakan potensi efek pemanasan 
global dari berbagai gas rumah kaca yang terserap ke atmosfer 
(IPCC, 2007). GWP dihitung dengan mengestimasikan potensi 
radiasi yang terserap suatu gas rumah kaca yang disetarakan 
dengan serapan dari 1 ton karbon dioksida (CO2). Perhitungan 
ini dilakukan untuk mempermudah membandingkan potensi 
dampak perubahan iklim antara satu gas rumah kaca dengan 
gas lainnya. Contoh, GWP untuk gas metana (CH4) yang dapat 
keluar dari tumpukan/gunungan sampah dari TPS di kota-kota 
kita adalah misalnya sebesar 1 ton maka itu setara dengan 28-
36 ton CO2 yang dihasilkan untuk periode 100 tahun. Hal ini 
menunjukkan terdapat gas rumah kaca memiliki proporsi yang 
berbeda dibandingkan dengan gas lainnya.

Global Warming 
Potential (GWP)
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Efek rumah kaca adalah proses masuknya radiasi dari matahari 
dan terjebaknya radiasi tersebut dalam atmosfer akibat gas 
rumah kaca sehingga menaikkan suhu permukaan bumi. Pada 
proposi tertentu, efek rumah kaca memberikan kehidupan bagi 
berbagai makhluk di planet bumi. Panjang gelombang yang 
dapat diserap dan terperangkap dalam gas rumah kaca adalah 
panjang gelombang yang tidak lebih besar dari 1200Å (Schnoor, 
1996). Apabila gelombang gas rumah kaca yang diproduksi 
terlalu besar, efek yang dapat ditimbulkan adalah pemanasan 
global. Pemanasan global yang meningkatkan suhu rata-rata 
di permukaan bumi berpotensi untuk melahirkan berbagai 
fenomena seperti naiknya permukaan air laut, kekeringan 
di berbagai tempat, serta gangguan terhadap biodiversitas 
makhluk hidup (Archer, 2011). Perhitungan efek rumah kaca 
dilakukan melalui analisis jejak karbon (carbon footprint). 

Efek Rumah Kaca

Carbon footprint adalah perkiraan kontribusi individu terhadap 
pemanasan global dalam jumlah satuan waktu produksi GRK 
seseorang dan diukur dalam unit yang ekuivalen dengan CO2 
(Pandey et.al, 2011). Perhitungan ini akan membantu untuk 
mengukur usaha dalam mengurangi dampak dari perubahan 
iklim, khususnya dengan melihat kepada emisi langsung 
maupun tidak langsung yang dihasilkan oleh suatu aktivitas 
atau suatu produk (Wiedmann dan Minx, 2008). Analisis jejak 
karbon ini dibagi menjadi dua, yaitu (1) secara langsung atau 
primary footprint, yaitu pengukuran emisi CO2 secara langsung 
dari pembakaran bahan bakar fosil termasuk konsumsi energi 
domestik dan transportasi (seperti mobil dan pesawat terbang), 
dan (2) secara tidak langsung atau secondary footprint, yaitu 
pengukuran emisi CO2 secara tidak langsung dari daur hidup 
produk (life cycle of product) secara keseluruhan (Tukker dan 
Jansen, 2006). Carbon footprint dari perilaku atau gaya hidup 
seseorang akan mempengaruhi emisi karbon secara global (Bin 
dan Dowlatabadi, 2005). 

Jejak Karbon 
(Carbon Footprint) 

Daur hidup produk atau product life cycle adalah konsep bisnis 
dalam melihat suatu produk dalam satu garis waktu yang 
biasanya dibagi atas pengenalan, pengembangan, pematangan, 
dan penurunan produk (Rink dan Swan, 1979). Kemudian konsep 
ini dikembangkan untuk melihat daur hidup dari suatu produk 
yang seringkali terkait dengan aspek lingkungan mulai dari 
fase ekstraksi dan pengolahan barang mentah, manufaktur/
produksi, distribusi dan transportasi, konsumsi/penggunaan, 
pemeliharaan produk, hingga pembuangan.

Daur Hidup 
Produk 
(Product Life 
Cycle)
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Konsep NZE dapat dipahami sebagai suatu aktivitas yang tidak menambahkan emisi ke 
atmosfer atau emisi yang dihasilkan seimbang dengan emisi yang diserap (Davis dkk, 2018; 
Rogelj dkk, 2021) . Upaya untuk mencapai bebas emisi ini tidak hanya melalui pengurangan 
emisi, tapi juga bagaimana mengoptimalkan penerapannya sehingga total emisi yang 
dikeluarkan dapat menjadi sama dengan nol.

Secara global, beberapa negara telah menetapkan target untuk penurunan emisi dengan 
target capaian NZE di tahun 2050. International Energy Agency (IEA) (2021) telah membuat 
peta jalan (roadmap) atau skenario untuk mencapai target NZE di 2050 dengan beberapa 
cara untuk mengurangi emisi melalui pilar-pilar berikut, yaitu:

Mobilitas rendah karbon (Low Carbon Mobility) didefinisikan sebagai pergerakan yang 
menghasilkan tingkat emisi karbon dioksida (CO2) yang jauh lebih rendah daripada 
pergerakan yang menghasilkan emisi karbon tinggi (kendaraan berbahan bakar fosil) 
(Givoni dan Banister, 2013). Pergerakan merupakan kemampuan orang untuk berpindah 
yang bergantung pada norma, model pertumbuhan ekonomi, dan perubahan tipe moda 
dan sistem transportasi (Macmillen, 2013; Givoni dan Banister, 2013). Konsep pergerakan 
rendah karbon akan mendukung kebijakan dalam pengurangan emisi GRK yang berpengaruh 
terhadap perubahan iklim jangka panjang (Givoni dan Banister, 2013). 

Pergerakan rendah karbon dicapai melalui perubahan sistematis yang membutuhkan 
proses transisi dan perubahan radikal untuk memutus kebiasaan buruk saat ini (Givoni, 
2013). Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan dan teknologi baru yang berperan sebagai 
agen perubahan. Proses transisi dapat membutuhkan waktu bertahun-tahun atau bahkan 
dekade, mulai dari penemuan dan difusi teknologi baru, pengaturan institusional, dan 
sebagainya (Schwanen, 2013; Banister, 2013). Givoni dan Banister (2013) melihat transisi 
menuju konsep pergerakan rendah karbon bermula dari perubahan norma, perubahan 
model ekonomi, dan perubahan moda transportasi.

Bebas emisi/Net Zero Emissions (NZE)

Mobilitas Rendah Karbon

Konsep dan teori pengurangan emisi transportasi

Penggunaan/penyerapan semua teknologi yang mengurangi emisi dengan melihat 
kepada biaya, kematangan teknologi, kecenderungan kebijakan dan potensi 
pertukaran dengan melihat kepada tujuan masyarakat yang lebih luas serta 
kondisi pasar dan negara

Semua negara harus bekerja sama untuk mencapai emisi nol di seluruh dunia. Hal 
ini melibatkan semua negara bekerja sama secara efektif, saling menguntungkan, 
dan mempertimbangkan pengembangan ekonomi yang berbeda tingkatan antar 
negara dan wilayah, serta memastikan transisi yang dilakukan berjalan adil.

Transisi yang dilakukan secara teratur di berbagai sektor energi. Hal ini termasuk 
memastikan keamanan pasokan bahan bakar dan listrik, meminimalkan aset yang 
terlantar dan menghindari pasar energi yang mudah berubah
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Perubahan norma

Dari bahan bakar fosil kepada bahan bakar terbarukan
Pengembangan berbasis mobil mengarah pada pembangunan berorientasi 
transit/ Transit Oriented Development (TOD)

a.

i.
ii.

Dari perjalanan pulang-pergi menjadi bekerja jarak jauh (remote working)iii.

Perubahan model ekonomib.

Perubahan moda transportasic.

Penggantian perjalanan (Substitute): bertanya terkait urgensi mobilisasi dari 
suatu kegiatan seperti: “apakah bisa dilakukan secara online?” atau “apakah bisa 
dilakukan di lingkungan dekat saja?”

1.

Perpindahan moda (Shift): menggunakan transportasi publik untuk perjalanan 
yang jauh.

2.

Penggantian bahan bakar (Switch): memastikan bahwa kendaraan bermotor yang 
digunakan telah nol emisi seperti kendaraan bertenaga listrik atau kendaraan 
berbahan bakar hidrogen.

3.

Dari “pertumbuhan adalah hal yang lebih baik” (growth is better) menjadi 
“lebih dekat lebih baik” (the closer the better).

i.

Dari transportasi bermotor kepada transportasi tidak bermotor/non-
motorized transport, seperti bersepeda dan berjalan kaki

i.

Dari ekonomi berbasis bahan bakar menjadi ekonomi digitalii.

Dari kendaraan pribadi menjadi transportasi publikii.

Dari globalisasi menjadi glocalizationiii.

Dari kendaraan bermesin pembakaran (Internal Combustion Engine) menjadi 
mesin bertenaga listrik

iii.

Powel dkk. (2020) menggunakan kerangka yang berbeda untuk menuju transportasi nol 
emisi. Pendekatan yang digunakan adalah “Sustainable Accessibility and Mobility (SAM) 
Framework” dengan membagi kepada tiga hierarki intervensi:

Kerangka Aksesibilitas dan Mobilitas Berkelanjutan (Sustainable 
Accessibility and Mobility/SAM)
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Penggunaan pendekatan ini perlu memperhatikan ketersediaan infrastruktur, perencanaan 
tata ruang yang baik, penggunaan transportasi publik yang berkelanjutan dan berbagi 
perjalanan (shared mobility), serta ketersediaan kendaraan listrik. Pendekatan ini juga 
melihat empat tahapan yang harus dipenuhi untuk mencapai transportasi nol emisi, 
yaitu: (1) memastikan tidak ada emisi transportasi baru yang terciptakan; (2) mengurangi 
pergerakan dengan memaksimalkan kehidupan di lingkungan lokal anda; (3) beralih dari 
penggunaan kendaraan pribadi ke berjalan kaki, bersepeda, dan transportasi publik; dan 
(4) penggunaan bahan bakar yang rendah atau bahkan nol emisi.

Bisakah saya melakukannya secara online?
Bisakah saya melakukannya secara online dan dapatkah dikirim atau dipaketkan?

Bisakah saya melakukannya secara lokal?

Bisakah saya menggunakan moda aktif (jalan kaki, dll.)?
Bisakah saya menggunakan transportasi publik?
Bisakah saya menggunakan kendaraan bersama?

Bisakah saya menggunakan 
kendaraan berbahan 

bakar listrik atau 
hidrogen?

Mengganti Perjalanan

Peralihan Moda

Penggantian Bahan Bakar

Gambar 27. Kerangka aksesibilitas dan mobilitas berkelanjutan 
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Gambar 28. Instrumen pendekatan ASI
Sumber: Bongardt et.al, 2019

Pendekatan lain yang untuk transportasi terkait dengan mitigasi perubahan iklim adalah 
melalui pendekatan Avoid, Shift, dan Improve (A-S-I) sebagai cara untuk mengurangi 
dampak lingkungan dari transportasi (Bakker et.al, 2014). Dalkmann dan Brannigan (2007) 
melihat bahwa pembatasan emisi GRK untuk sektor transportasi dapat dilakukan dengan: 
(a) avoid, menghindari kebutuhan berkendara melalui perbaikan dalam perencanaan 
perkotaan, pilihan komunikasi; (b) shifting, melalui menggunakan moda transportasi 
yang lebih bersih dan efisien seperti transportasi publik, kendaraan tidak bermotor, dan 
kendaraan bersih lainnya; dan (c) improving, perbaikan teknologi transportasi seperti 
menyediakan kendaraan atau mode transportasi yang lebih efisien energi dan lebih rendah 
karbon.

Transportasi publik adalah layanan yang dikelola oleh lembaga publik atau privat yang 
memberikan layanan untuk berpindah bersama sekelompok orang dengan membayar 
ongkos sesuai dengan yang telah ditentukan. Transportasi publik massal yang umum 
digunakan di perkotaan antara lain adalah Bus (Bus Rapid Transit/BRT), kendaraan berbasis 
rel (Light Rail Transit/LRT, Mass Rapid Transit/MRT, Kereta Rel Listrik/KRL, dan kereta api 
regional) serta berbagai jenis transportasi publik lainnya. Kriteria yang digunakan untuk 
menentukan apakah suatu moda transportasi termasuk pada kategori transportasi jenis 
ini adalah diperuntukkan bagi publik/warga kota secara luas, serta mampu mengangkut 
banyak orang dalam satu waktu. Tidak hanya itu, keragaman perkembangan perkotaan 

Terdapat beberapa moda kendaraan yang menjadi prioritas dalam usaha menuju transportasi 
yang rendah emisi hingga nol emisi, yaitu melalui penggunaan moda transportasi aktif 
(berjalan kaki dan bersepeda) dan transportasi publik dengan bahan bakar yang bersih/
rendah emisi. 

Kerangka Avoid-Shift-Improve (ASI) 

Transportasi Publik

Moda-moda transportasi Ramah Lingkungan

Menghindari 
atau mengurangi 

kebutuhan 
perjalanan

Menghindari
(Avoid)

Perpindahan kepada 
kendaraan dengan 
pengunaan energi 
yang lebih efisien

Berpindah
(Shift)

Meningkatkan 
efisiensi kendaraan 
melalui teknologi

Memperbarui
(Improve)

Tidak ada kebutuhan 
untuk berperjalanan

Jalan kaki, sepeda Mobil, taksi, sepeda 
motor

Transportasi publik 
(bus, kereta)

Tidak ada 
perjalanan

Transportasi 
aktif

Transportasi 
bermotor individu

Transportasi 
bermotor publik
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dan teknologi menyebabkan beragamnya jenis transportasi massal publik. Secara umum, 
sistem transportasi publik dapat dikaji berdasarkan spektrum kontrol organisasinya. Ujung 
spektrum tersebut menurut Curtis dkk, (2017) dapat dibedakan menjadi penganut sistem 
model pasar bebas dan pengikut perencanaan terpusat.

Model pasar bebas melibatkan peran sektor informal dan penyedia layanan transportasi 
yang saling berkompetisi dalam sebuah mekanisme pasar. Kompetisi tersebut mendorong 
pihak penyedia untuk memprioritaskan keuntungan dan cenderung mengesampingkan 
konteks jaringan dalam cakupan yang lebih luas. Meski relatif lebih fleksibel dalam 
memenuhi perubahan permintaan perjalanan, model ini dapat menyebabkan kemacetan 
dan saturasi apabila tidak diatur dalam suatu regulasi, seperti yang terjadi di pusat 
perkotaan Hong Kong atau Edinburgh. Tanpa legislasi yang spesifik, operator tidak dapat 
menyediakan akses khusus untuk penyandang disabilitas maupun standar kelayakan 
tertentu. Di sisi lain, penyedia layanan dengan modal yang besar, seperti penyedia jalur 
rel swasta di Tokyo, memiliki insentif ekonomi yang kuat untuk mengembangkan investasi 
infrastruktur transportasi.

Sedangkan transportasi publik yang menerapkan model perencanaan terpusat memiliki 
sistem yang permanen, tetap, dan tertulis yang diatur oleh satu organisasi atau entitas 
pemerintahan. Sistem ini dapat mendukung perencanaan yang terintegrasi dan efektif dengan 
koordinasi antar institusi yang baik. Institusi yang bertanggung jawab perlu melakukan 
konsultasi dan mengundang partisipasi publik dalam proses perencanaan. Meskipun tak 
bisa dipungkiri bahwa perencanaan jaringan dapat dipolitisasi yang menyebabkan investasi 
publik terpolarisasi pada kepentingan tertentu. Dalam implementasinya, sistem tiket lebih 
terintegrasi dan secara umum memungkinkan pemberian insentif tarif serta penerapan 
standar disabilitas atau standar kualitas. Keterlibatan penyedia transportasi informal 
dan on-demand dapat mendukung sistem tersebut dengan meningkatkan fleksibilitas 
dan adaptabilitas pelayanan transportasi dalam bentuk penyediaan layanan feeder atau 
paratransit. 

Terlepas dari model kontrol organisasinya, sistem transportasi publik yang efektif perlu 
memiliki beberapa jenis moda transit yang dapat memenuhi kebutuhan aksesibilitas yang 
beragam. Perencanaan strategis perlu dilaksanakan secara hierarkis dan bertahap seiring 
perkembangan kota untuk mencapai pendekatan dengan pembiayaan yang paling efisien. 
Sebagai contoh konkret, di Amerika Serikat, biaya infrastruktur light-rail 2,64 kali lebih 
tinggi dari Bus Rapid Transit (BRT), sementara biaya infrastruktur metro-rail mencapai 
sekitar 12,82 kali lebih tinggi dari BRT per unit jarak. Oleh karena itu, pengembangan 
transportasi massal biasanya dimulai dengan pengembangan BRT karena biaya investasi 
awal yang lebih rendah dibandingkan transportasi massal lainnya. 

Perencanaan transportasi massal publik ini juga perlu memperhatikan rencana penggunaan 
lahan perkotaan sehingga memiliki kompleksitas yang tinggi terutama pada daerah-
daerah yang telah mengalami fenomena urban sprawl. Transportasi sebetulnya juga dapat 
disesuaikan perencanaannya untuk mencegah dan mengatasi urban sprawl. Dalam tahap 
perencanaan kota awal, lokasi pembangunan seperti misalnya pemukiman yang belum 
memiliki akses transportasi, sebaiknya dapat dibangun menyesuaikan dengan ruas jalan 
yang sudah tersedia. Hal ini dapat mencegah adanya pembangunan ruas jalan baru yang 
nantinya turut memperluas area pengembangan perkotaan (Maya, 2008). Akan tetapi, 
kebanyakan fenomena urban sprawl adalah keterlanjuran sehingga memerlukan upaya 
lain untuk mengatasinya. Perencanaan pembangunan berbasis transit (Transit Oriented 
Development/TOD) dapat diterapkan pada titik lokasi yang menjadi pusat aktivitas 
masyarakat untuk menekan adanya mobilitas jarak jauh dan penyediaan perumahan 
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di luar area inti perkotaan. Dalam penerapannya, konsep TOD cukup kompleks karena 
perlu dilengkapi dengan pengembangan area mixed-use, integrasi transportasi massal 
hingga penyediaan infrastruktur pedestrian. Selain itu, terdapat juga konsep-konsep 
pengembangan kota lainnya seperti 15 minutes city yang mendukung pergerakan penduduk 
untuk mencapai kebutuhan sehari-hari dalam jarak berjalan kaki atau bersepeda dari rumah 
mereka. Konsep ini mendorong adanya pemusatan aktivitas penting perkotaan pada radius 
yang bisa ditempuh dalam waktu 15 menit saja (TUMI, 2021). Beberapa konsep perkotaan 
ini mendukung adanya pembangunan kota yang lebih padat sehingga dapat meningkatkan 
efisiensi lahan kota untuk meminimalisir urban sprawl. Dari konsep-konsep tersebut, 
dapat terlihat bahwa selain perencanaan penggunaan lahan, pengembangan transportasi 
massal juga menjadi salah satu elemen kunci untuk mobilisasi kota yang efektif. 

Peluang dan tantangan implementasi transportasi massal publik

Konektivitas masyarakat perkotaana.

Mobilitas perkotaan merupakan aspek krusial di era globalisasi dengan pertumbuhan 
perekonomian berbasis pasar. Hal ini terlihat dari adanya indikator aksesibilitas 
sebagai salah satu parameter kajian indeks perkembangan perkotaan seperti Global 
City Power Index (2018). Menurut Juhyun Lee dkk. (2020), peran infrastruktur dapat 
meningkatkan daya saing kota dan kesejahteraan sosial ekonomi penduduknya. 
Infrastruktur transportasi yang baik menyediakan interkonektivitas antara satu 
tempat atau komunitas satu dengan yang lain. Dalam skala makro, infrastruktur 
transportasi dapat meningkatkan konektivitas titik pusat perkotaan dan memfasilitasi 
penataan spasial, seperti pemusatan aktivitas sosial dan ekonomi di pusat-pusat kota. 
Konektivitas tersebut berkontribusi terhadap produktivitas ekonomi dan akses tenaga 
kerja. Sedangkan dalam skala mikro, infrastruktur transportasi mempengaruhi aktivitas 
sehari-hari penduduk untuk bekerja maupun kegiatan rekreasional yang menentukan 
kualitas hidup sebagai komunitas lokal.

Dalam studi oleh Thondoo dkk. (2020), dikatakan bahwa seiring perkembangan 
perkotaan, peningkatan kendaraan bermotor turut memperbesar probabilitas 
kecelakaan lalu lintas, paparan terhadap polusi udara, polusi suara, dan berkurangnya 
aktivitas fisik. Oleh karena itu, perencanaan transportasi dengan pendekatan yang 
berorientasi pada penduduk dibutuhkan untuk mencegah dampak negatif tersebut, 
khususnya di negara dengan pendapatan rendah dan menengah. Untuk mewujudkan 
transportasi publik yang aman dan berkelanjutan, kajian terhadap konsekuensi 
sosial yang ditimbulkan oleh suatu proyek infrastruktur transportasi perlu mendapat 
perhatian lebih (Juhyun Lee dkk. 2020).

Infrastruktur transportasi memiliki pengaruh besar terhadap struktur dan bentuk spasial 
perkotaan dalam jangka panjang. Perubahan spasial tersebut dapat menimbulkan 
konsekuensi sosial seperti peningkatan mobilitas dan aksesibilitas, peningkatan 
kesejahteraan, dan peningkatan peluang mata pencaharian penduduk perkotaan. 
Dampak ini perlu dikaji secara spesifik sesuai konteks penerapannya (Juhyun Lee dkk. 
2020). Dalam studi konsekuensi sosial dari proyek infrastruktur metro di London dan 
Seoul oleh Juhyun Lee dkk. (2020), ekspansi jaringan transportasi perkotaan tidak 
selalu meningkatkan peluang sosial ekonomi bagi penduduk. Perbedaan pola perubahan 
spasial antara daerah pusat perkotaan dengan pinggiran kota dapat mengakibatkan 
dampak negatif bagi penduduk yang tidak di area yang terpinggirkan.
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Konsensus mengenai praktek ideal desain jaringan transportasi publik perkotaan telah banyak 
dibahas. Beberapa prinsip transportasi publik seperti dikemukakan McLeod, Scheurer, dan 
Curtis (2017) yaitu konektivitas antarmoda, ketersediaan layanan berkualitas tinggi, dan 
integrasi transportasi dengan kebijakan penggunaan lahan. Namun, perkembangan menuju 
mobilitas berkelanjutan memiliki implementasi yang sangat beragam dengan prioritas yang 
berbeda antar konteks.

Menurut Lah dkk. (2015), satu kota tidak selalu bisa menjadi model untuk semua kota 
lain mengingat perbedaan antara kapabilitas berbagai aspek. Setiap kota dapat menjadi 
referensi atau best practice dalam aspek kekuatannya, misalnya Curitiba, Brasil sebagai 
kota kelahiran BRT. Banyak kota di dunia telah merencanakan dan membangun BRT 
dibawah bimbingan para ahli dunia dari Brasil oleh karena keberhasilan BRT nya yang 
dapat terkoneksi dengan baik dengan sistem transit metropolis (Xue dkk. 2020).

Preseden yang sudah berjalan baik

Marginalisasi akses transportasib.

Dampak negatif perencanaan transportasi yang terfragmentasi juga dibahas oleh 
McLeod, Scheurer, dan Curtis, dkk. (2017). Hasil studi mereka menyatakan bahwa 
peningkatan akses transportasi publik menghasilkan dampak yang beragam terhadap 
akses transportasi publik akibat adanya prioritas kepentingan oleh penyedia 
transportasi terkait. Desentralisasi perkotaan yang berupa penyebaran pengembangan 
kota yang semula terpusat menjadi terkoneksi dengan beberapa wilayah menyebabkan 
adanya perluasan pergerakan penduduk dari pinggiran ke pusat kota. Hal tersebut 
memperbesar jarak baik antara titik tujuan dan awal mula bermobilitas, maupun antar 
titik tujuan. Dengan belum tersedianya semua moda transportasi umum, ditambah 
lagi kendaraan pribadi yang tidak dimiliki semua orang, hal ini dapat berdampak 
negatif pada akses mobilitas kelompok marginal, termasuk perempuan, minoritas, dan 
populasi berpenghasilan rendah. 

Profil demografi seseorang seperti gender, usia, ras, etnis, pekerjaan, dan penghasilan 
sangat menentukan karakteristik permintaan perjalanan pengguna transportasi. 
Pengaruh profil demografi terhadap permintaan perjalanan telah dikaji oleh Jieun Lee, 
Vojnovic, dan Grady (2018) yang menemukan bahwa laki-laki cenderung memiliki hak 
lebih dominan dalam menggunakan mobil keluarga sehingga perempuan cenderung 
lebih bergantung pada transportasi publik. Perempuan juga memiliki pola perjalanan 
yang lebih kompleks yang dipengaruhi oleh status. Perempuan yang telah mempunyai 
anak lebih sering melakukan perjalanan dengan perhentian lebih dari 1 destinasi (trip 
chain) contohnya karena harus menjemput anak di tempat penitipan dalam perjalanan 
pulang dari kantor. Ras juga mempengaruhi perhatian mobilitas kelompok tertentu, 
seperti tertulis dalam studi oleh McFarlane (2021) dengan adanya fenomena black 
transit yang dikaji melalui studi kasus proyek Baltimore’s Red Line di Maryland, Amerika 
Serikat.

Marginalisasi desain transportasi publik perkotaan dapat menyebabkan hambatan 
seperti terbatasnya pilihan moda transportasi, jarak perjalanan yang lebih jauh, 
dan konektivitas yang tidak terintegrasi. Beban transportasi tersebut menurunkan 
aksesibilitas dasar dalam aktivitas sehari-hari seperti dalam bekerja dan berbelanja. 
Maka, penting untuk memperhatikan kebutuhan penduduk dalam menyediakan 
layanan transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan untuk semua golongan 
masyarakat.
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Di sisi lain, Stefan M. Knupfer, Pokotilo, dan Woetzel (2018) menyatakan bahwa formula 
sistem transportasi yang ideal dapat digambarkan oleh kondisi ketersediaan transportasi 
seperti di Paris, keterjangkauan harga seperti di Singapura, efisien seperti di Seoul, nyaman 
seperti di Toronto, serta seaman dan berkelanjutan seperti di Hong Kong. Studi tersebut 
juga mencantumkan 10 kota dengan peringkat teratas dalam kualitas transportasi publik 
yang dapat menjadi referensi sesuai kapabilitas masing-masing kota:

Singapura: keterjangkauan harga, fleksibilitas sistem tiket, efisiensi1.
Paris, Perancis: infrastruktur jalan, keselamatan, layanan ramah penumpang2.

London, Inggris: intermodalitas18, keamanan, keandalan4.

Chicago, Amerika Serikat: terjangkau dan nyaman7.

Madrid, Spanyol: efisiensi (optimalisasi layanan bus & waktu tunggu rata-rata 
berkurang), kereta bawah tanah Madrid menyediakan cakupan layanan terbesar

5.

Moskow, Rusia: sistem tiket (kartu chip terpadu yang dapat diisi ulang dari jarak 
jauh), peningkatan infrastruktur kereta api, optimalisasi penggunaan transportasi 
umum darat, peningkatan jalur bus khusus

6.

Seoul, Korea Selatan: salah satu cakupan jaringan berbasis rel terbaik di dunia 
dan jaringan bus yang berkembang dengan baik, optimalisasi rute bus dan 
pembangunan jalur bus median eksklusif19, pusat data terintegrasi untuk mengelola 
dan mengontrol lalu lintas jalan

8.

New York, Amerika Serikat: jaringan metro yang luas, meningkatkan infrastruktur 
sepeda dan pejalan kaki, manajemen sinyal lalu lintas yang cerdas, dan penambahan 
jalur bus khusus yang dapat mengurangi waktu perjalanan rata-rata pada jam sibuk 
sebesar 12%

9.

Milan, Italia: shared transport20 yang telah menurunkan gagasan kepemilikan mobil 
pribadi, ketersediaan layanan kereta cepat.

10.

Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok: pemimpin global dalam mempopulerkan 
kendaraan listrik (EV) yang setengahnya bersumber dari energi baru terbarukan, 
sistem tiket terintegrasi dengan proses pembayaran dan layanan publik, cakupan 
transportasi umum yang luas

3.

Intermodality, atau transit mode campuran merupakan kemampuan untuk berpindah antar jenis moda transit yang 
tersedia

18

Di Korea, sistem jalur median bus eksklusif dikenal dengan pengubahan jalur median jalan yang ada menjadi jalur khusus 
bus yang juga dapat dilengkapi dengan penghalang atau pelindung untuk mencegah kendaraan lain menyimpang ke 
dalamnya.

19

merupakan sistem transportasi di mana penduduk dapat berbagi kendaraan dari waktu ke waktu (misalnya berbagi mobil 
atau berbagi sepeda) sebagai sewa pribadi dan dalam proses berbagi biaya perjalanan, sehingga menciptakan campuran 
antara penggunaan kendaraan pribadi dan angkutan umum.

20
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Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan 
Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan;

1.

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/SE/M/2018 
tentang Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki;

2.

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 05/SE/Db/2021 
tentang Perancangan Fasilitas Sepeda;

4.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 128 Tahun 2019 tentang Penyediaan Lajur 
Sepeda.

5.

Surat Keputusan Kementerian Perhubungan No. 3582 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan Kaki 
pada Kawasan Sekolah melalui Penyediaan Zona Selamat Sekolah;

3.

Non-motorized transport (NMT) atau perjalanan tidak bermotor meliputi segala bentuk 
perjalanan yang tidak mengandalkan mesin atau motor untuk pergerakan. Berjalan kaki 
dan bersepeda adalah bentuk NMT yang paling sering digunakan (Yazid dkk, 2011). Jenis 
transportasi ini tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca secara langsung, karena tetap 
menghasilkan emisi dari makanan yang diubah menjadi tenaga, serta proses manufaktur 
pada sepeda. Akan tetapi, dampak baiknya, peningkatan peralihan dari kendaraan 
bermotor menjadi sepeda dan berjalan kaki dapat meningkatkan kualitas udara bagi 
kehidupan masyarakat. NMT ini juga merupakan komponen penting untuk mencapai 
sistem transportasi perkotaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu, NMT 
merupakan alternatif transportasi yang efektif dan efisien dari segi biaya dan waktu, 
terutama untuk wilayah perkotaan yang sebagian besar perjalanannya ditempuh dalam 
jarak pendek dan menengah (ITDP, 2020).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjadi 
landasan hukum penyediaan transportasi di Indonesia. Berkaitan dengan penyediaan 
NMT, terdapat sekian pasal yang menyebutkan pentingnya mengutamakan hak dan 
keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Sebagai komitmen terhadap landasan hukum 
tersebut, Pemerintah Indonesia juga membentuk beberapa aturan dan pedoman untuk 
mendukung pengembangan kendaraan tidak bermotor, yaitu sebagai berikut:

Walaupun sudah ada beberapa aturan dan pedoman yang dibentuk oleh Pemerintah untuk 
penyediaan fasilitas pejalan kaki dan sepeda, namun masih terdapat hambatan dalam 
proses implementasinya. Permasalahan utama pada pengembangan fasilitas pejalan kaki 
di kawasan perkotaan di Indonesia adalah belum adanya agenda untuk memprioritaskan 
peningkatan kapasitas fasilitas pejalan kaki dibandingkan pengembangan fasilitas untuk 
moda transportasi lainnya, terutama kendaraan bermotor (Tanan, 2011). 

Non-motorized transport (NMT)

Regulasi dan Isu Pengembangan Perjalanan Tidak Bermotor (NMT) 
di Indonesia
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Hal ini diperkirakan terjadi karena belum adanya pendekatan penyediaan fasilitas yang 
mempertimbangkan karakteristik lingkungan serta preferensi dari perilaku pejalan kaki 
masyarakat Indonesia. 

Selain itu, berdasarkan survei yang dilakukan ITDP (2020) pada kota-kota di Indonesia, 
ditemukan bahwa terdapat dua isu utama dalam pengembangan kendaraan tidak bermotor, 
yaitu: (1) kualitas infrastruktur, serta (2) kualitas dan kelengkapan data. Kualitas dan 
kelengkapan data terkait kendaraan tidak bermotor di Indonesia masih kurang memadai 
dan sangat terbatas untuk mendorong pengembangan kendaraan tidak bermotor. Masih 
sangat sedikit data-data yang disediakan oleh pemerintah untuk membahas pilihan moda 
masyarakat terhadap kendaraan tidak bermotor.
Selain itu, berdasarkan survei tersebut juga teridentifikasi beberapa isu terhadap kualitas 
infrastruktur pejalan kaki di kota-kota Indonesia yaitu sebagai berikut:

Sedangkan untuk bersepeda, prasarana dan fasilitas pendukung sepeda (seperti parkir 
sepeda) belum cukup tersedia dan memadai. Jalur sepeda khusus juga belum tersedia di 
beberapa wilayah perkotaan di Indonesia. Kualitas infrastruktur kendaraan tidak bermotor 
di Indonesia menjadi salah satu penghambat masyarakat Indonesia untuk beralih kepada 
pilihan moda yang lebih ramah lingkungan. Dengan kualitas infrastruktur yang belum 
memadai, menyebabkan kurangnya rasa aman bagi pengguna jalan. Menurut Unterman 
(1984) dalam Frans dkk (2016), faktor keamanan adalah faktor utama bagi pengguna jalur 
pedestrian yang merasa aman dengan adanya elemen-elemen pengaman untuk melindungi 
pejalan kaki dari berbagai permasalahan yang timbul di jalur pedestrian.

Kurangnya penyediaan trotoar, di mana masih banyak jalan perkotaan yang tidak 
dilengkapi dengan trotoar.

1.

Penyediaan sistem rambu lalu lintas pengamanan pada jalan-jalan kecil, seperti 
penyediaan rambu lalu lintas untuk membatasi kecepatan kendaraan, atau 
pembuatan polisi tidur. Tujuan dari sistem rambu lalu lintas ini yaitu untuk 
mengontrol kecepatan kendaraan yang melintasi jalan tersebut dan memastikan 
keamanan pejalan kaki pada jalur pejalan kaki yang tergabung dengan jalur moda 
lainnya.

1.

Fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda yang secara fisik terpisah dari lalu lintas 
kendaraan bermotor pada jalan besar. Jalur pejalan kaki dan sepeda juga perlu 
disediakan fasilitas pendukung seperti lampu jalan, ruang terbuka hijau, dan 
fasilitas publik lainnya.

2.

Banyaknya hambatan saat berjalan di trotoar yang diakibatkan oleh penempatan 
perabot jalan di ruang gerak pejalan kaki.

5.
Kurangnya fasilitas penyeberangan formal.4.

Penyalahgunaan trotoar yang ada menjadi area parkir kendaraan bermotor.2.
Kualitas trotoar yang buruk atau memiliki kondisi yang dianggap tidak layak. 3.

ITDP (2019) dalam pedoman yang berjudul How to develop a non-motorised transport policy 
menjelaskan bahwa desain fisik dari jalan merupakan poin penting untuk penerapan moda 
transportasi tidak bermotor. Terdapat dua teknik dasar untuk mengakomodasi penerapan 
NMT, yaitu sebagai berikut:

Preseden yang Baik untuk Perjalanan Tidak Bermotor (NMT)
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Desain jalan yang ideal tidak hanya sebagai tempat pergerakan bagi manusia, tapi juga 
berguna untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan bermotor, memperbanyak 
berjalan kaki di pusat kota, meningkatkan kualitas lingkungan di pusat kota, meningkatkan 
interaksi antar manusia, menumbuhkan aktivitas jual-beli, dan pada akhirnya memperbaiki 
kualitas udara di pusat kota (Shirvani, 1985 dalam Diansya & Irfan, 2015). Berdasarkan studi 
dari Hyatt dkk (2021), desain dan infrastruktur yang dapat mendorong budaya berjalan 
kaki terdiri dari unsur keamanan, akses, kenyamanan, dan rekreasi. Keselamatan pejalan 
kaki ditentukan dengan tersedianya ruang fisik yang terlindungi bagi pejalan kaki untuk 
digunakan, tanpa memaksakan alur perjalanan terhadap adanya halangan bangunan dan 
resiko lalu lintas. Akses pejalan kaki yang baik berarti semua tujuan dapat dicapai dengan 
aman dan mudah dengan berjalan kaki, mulai dari stasiun kereta api dan halte transit 
hingga tempat bekerja, sekolah dan ruang publik lainnya. Setelah menjamin keselamatan 
dan akses, fasilitas yang dapat meningkatkan kenyamanan dan fungsi rekreasi juga 
diperlukan seperti trotoar, jalur hijau, bangku taman dan tutupan vegetasi terutama di 
daerah yang memiliki iklim panas agar juga dapat meningkatkan daya huni perkotaan.

Preseden yang paling sesuai dengan kondisi ideal pengembangan NMT adalah Kota 
Kopenhagen. Ibukota Denmark ini dinobatkan sebagai kota paling ramah untuk bersepeda 
berdasarkan Copenhagenize Index 2019. Menurut Thoem (2019), 49% perjalanan penduduk 
Kopenhagen menuju kantor dan sekolah dilakukan dengan bersepeda. Angka tersebut 
terus meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan pengguna sepeda di 
Kopenhagen disebabkan oleh investasi dan pembangunan infrastruktur jalur sepeda serta 
fasilitas pendukung lainnya. Pemerintah Kopenhagen menyediakan investasi lebih dari 
40 Euro per kapita21 untuk penyediaan fasilitas sepeda. Investasi terhadap infrastruktur 
sepeda menjadi bukti adanya dukungan secara politik dari pemerintah untuk mengarah 
kepada pilihan moda transportasi yang rendah karbon. Kopenhagen menyediakan 4 
fasilitas dasar untuk bersepeda yaitu: (1) fasilitas dan rambu penurun kecepatan, (2) jalur 
sepeda yang dicat, (3) jalur sepeda yang terpisah dan (4) jalur hijau. Pada jalan utama atau 
jalan yang cukup besar, Kopenhagen membagi penggunaan jalan berdasarkan moda yang 
digunakan yaitu menjadi jalur pejalan kaki, jalur sepeda, dan jalur kendaraan bermotor. 
Desain jalan dibangun untuk mengutamakan keamanan bagi pengguna jalan yang paling 
rentan yaitu, pesepeda dan pejalan kaki.

Di Asia, Korea Selatan menjadi salah satu negara dengan kemajuan penyediaan fasilitas 
pesepeda yang cukup pesat meskipun tidak semasif iklim bersepeda pada negara-negara 
di eropa. Hingga tahun 2009, sudah tersedia jalur sepeda sepanjang 1.500 km di seluruh 
negeri (Clean Air Asia, 2013 dalam UNEP, 2016). Selain itu, di kota Seoul sendiri pada tahun 
2013 telah tersedia upaya untuk mempromosikan budaya bersepeda melalui aplikasi yang 
memberi informasi kepada pengendara sepeda tentang sepeda umum, jalur sepeda, dan 
titik transfer (UNEP, 2016). 

Pada kota-kota di mana kendaraan bermotor masih mendominasi, pejalan kaki dan 
pesepeda merupakan kelompok populasi yang paling rentan karena setiap harinya 
menghadapi risiko bahaya oleh adanya dinamika lalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan 
perubahan paradigma dalam peningkatan kualitas NMT serta penerapannya di lapangan. 
Menurut studi Clean Air Asia (2013), terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan: 

Angka ini setara dengan Rp.620.000 per kapita. Jumlah tersebut masih sangat jauh dari investasi pemerintah DKI Jakarta 
untuk fasilitas pesepeda yang hanya mencapai Rp. 119 M tahun 2022 atau sekitar Rp. 12.000 per kapita.

21
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Memperbaiki pengaturan kelembagaan dan menciptakan dukungan kelembagaan 
khusus untuk NMT

1.

Menggunakan teknologi untuk mempromosikan NMT dan membangun kemitraan2.
Memprioritaskan NMT dalam perencanaan3.

Merancang desain untuk NMT5.
Menjaring audiens untuk meningkatkan budaya NMT6.
Menilai dampak NMT7.

Memprioritaskan pendanaan dan menetapkan target peningkatan walkability 
dan cyclability yang ketat termasuk pembagian mode perjalanan pejalan kaki, 
pembagian mode perjalanan bersepeda, dan pengurangan kecelakaan pejalan kaki 
dan pengendara sepeda, dll

4.

Pada studi tersebut, Jakarta terpilih menjadi contoh penerapan strategi keenam yaitu 
dalam menjaring minat penggunaan NMT melalui acara Car Free Day (CFD). CFD merupakan 
suatu acara yang umum ditemukan di banyak negara Asia tetapi memberikan dampak 
yang lebih besar di Jakarta. Konsep CFD mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak 
hingga akhirnya pemerintah meresmikan undang-undang untuk melaksanakan CFD 
sebulan sekali dalam rangka pemulihan kualitas udara perkotaan. Keberhasilan CFD di 
Jakarta memotivasi 34 kota lain di Indonesia untuk melakukan Car Free Day nya masing-
masing. Dampak dari penerapan NMT melalui CFD juga dirasakan oleh warga Jakarta 
dengan adanya perbaikan kualitas udara, yang ditandai dengan penurunan parameter 
debu (PM10) sebesar 37% dan karbon monoksida (CO) dan nitrogen monoksida (NO) yang 
masing-masing berkurang 67 dan 75%. 

Kendaraan bertenaga listrik menjadi teknologi yang menjanjikan di masa depan dengan 
potensinya untuk berkontribusi pada peningkatan kualitas udara dan mengurangi emisi 
gas rumah kaca yang terkait dengan transportasi (Bjornsson & Karlsson, 2017; Karlsson, 
2017; Jakobsson dkk, 2016). Dilihat dari pembakaran mesin, kendaraan bertenaga listrik 
tidak menghasilkan emisi langsung (Messagie, 2017). Selain itu, teknologi ini juga dapat 
membantu mengurangi ketergantungan mobilitas dengan kendaraan berbahan bakar fosil, 
dengan penekanan sumber listrik berasal dari energi bersih dan terbarukan 

Kendaraan bertenaga listrik biasanya diartikan sebagai kendaraan bertenaga baterai 
(battery electric vehicle/BEV), di mana baterai tersebut digunakan sebagai tempat 
penyimpanan energi listrik. Namun, BEV bukan satu-satunya alternatif dalam elektrifikasi 
kendaraan khususnya kendaraan penumpang. Saat ini, sebagian kendaraan penumpang 
diproduksi dengan teknologi hybrid (hybrid electric vehile/HEV) yang tetap menggunakan 
mesin konvensional namun dilengkapi motor listrik sebagai sumber tenaga tambahan 
dari baterai yang berasal dari hasil kinerja mesin dan pengereman, sehingga tidak 
membutuhkan stasiun pengecasan. Terdapat juga jenis kendaraan listrik plug-in hybrid 
electric vehicle (PHEV) yang memadukan mesin konvensional dan baterai sehingga dapat 
berjalan menggunakan tenaga baterai maupun BBM.

Namun, ditengah popularitasnya saat ini, performa kendaraan listrik yang bebas emisi 
dan keberlanjutannya dalam jangka panjang masih dipertanyakan. Biaya awal yang tinggi 

Kendaraan Berbasis Listrik (Electric Vehicle/EV)

Elektrifikasi Transportasi
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Dalam mengakomodasi perkembangan teknologi dan strategi global dalam menuju bebas 
emisi transportasi, Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 
tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) serta 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor 
dengan Penggerak Motor Bakar menjadi Sepeda Motor Listrik berbasis Baterai. Kedua 
peraturan tersebut diterapkan untuk memberikan kemudahan baik pelaksanaan maupun 
persyaratan uji tipe agar program konversi ini berjalan dengan lebih cepat. 

Menjawab adanya prioritas program konversi tersebut, penghitungan estimasi permintaan 
kendaraan bertenaga listrik dan target produksi untuk memenuhi permintaan tersebut 
telah dilakukan dan dikhususkan terlebih dahulu untuk kendaraan dinas pemerintah. 
Dengan lingkup transportasi darat dan level kendaraan penumpang, jumlah kendaraan 
dinas bertenaga listrik roda empat diestimasi mencapai 132.983 unit dan dua kali lipatnya 
untuk kendaraan roda dua pada tahun 2030 (Kementerian Perhubungan, 2021). Sementara 
itu, proses produksi kendaraan telah disiapkan melalui lebih dari 30 perusahaan terdaftar 
dan PLN untuk penyiapan infrastruktur serta instalasi stasiun pengisian atau pertukaran 
baterai (charging and battery swap station). Data terbaru dari PLN menyebutkan bahwa 
hingga September 2021, telah terpasang 187 unit stasiun pengisian yang tersebar di 
sebanyak 155 lokasi di enam kota. Stasiun pengisian ini dibangun di pom bensin, komplek 
perkantoran, mall, area parkir, dan hotel (Kementerian ESDM, 2021). Dari pengembangan 
yang tengah berjalan, upaya percepatan terus dilakukan menyesuaikan kondisi aktual 
jenis kendaraan yang akan dielektrifikasikan (Tabel 7).

menghambat perluasan pasar untuk sebagian kelompok pengguna, terutama masyarakat 
berpenghasilan rendah (Karlsson, 2017). Jarak tempuh kendaraan bertenaga listrik yang 
terbatas, secara teknis juga menjadi rintangan utama bagi banyak pengguna (Jakobsson dkk, 
2016; Kostopoulos dkk, 2020). Dari sudut pandang aspek lingkungan, meski pembakaran 
mesin kendaraan bertenaga listrik ini tidak menghasilkan emisi, proses produksi kendaraan 
listrik dinilai masih kurang ramah lingkungan (Messagie, 2017). Manufaktur kendaraan 
listrik membutuhkan lebih banyak energi saat produksi baterainya sehingga menghasilkan 
lebih banyak emisi daripada produksi mobil konvensional. Produksi baterai lithium-ion 
memerlukan ekstraksi dan pemurnian logam tanah yang langka, dan membutuhkan energi 
yang intensif karena memerlukan kondisi lebih steril serta panas yang tinggi (Hall & Lutsey, 
2021). Selain dari siklus hidup kendaraan listrik itu sendiri, sumber tenaga listrik yang 
masih dominan berasal dari pembakaran batu bara atau pembangkit listrik tenaga uap 
(PLTU) juga menjadi pertanyaan besar apakah peralihan ke sistem transportasi bertenaga 
listrik dapat menjadi alternatif paling tepat menuju sistem mobilitas perkotaan yang 
bersih.
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Tabel 7. Kondisi aktual dan upaya percepatan KBLBB

Kondisi Aktual

Roda 2

Perlunya penetapan standarisasi 
baterai untuk setiap produsen KBLBB

Penyelarasan penggunaan baterai 
yang dapat ditukar (swap battery)

Upaya Percepatan
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Kendaraan konversi masih terbentur 
penerbitan Sertifikasi Uji Tipe 
Kendaraan Bermotor (SRUT) sehingga 
belum dapat melakukan perubahan 
BPKB dan STNK

Kendaraan konversi masih terbentur 
penerbitan Sertifikasi Uji Tipe 
Kendaraan Bermotor (SRUT) sehingga 
belum dapat melakukan perubahan 
BPKB dan STNK

Keterbatasan dalam daftar e-katalog 
untuk penyediaan kendaraan 
operasional, karena dari 10 
perusahaan hanya satu yang telah 
terdaftar

Perlunya payung hukum atau regulasi 
untuk percepatan implementasi 
KBLBB pada kementerian/lembaga 
dan Pemerintah Daerah untuk 
mendukung kendaraan operasional 
pemerintah

Mendorong produsen untuk 
mendaftarkan perusahaan pada 
e-katalog pemerintah untuk penyediaan 
mobil dinas. Sampai saat ini dari 10 
perusahaan hanya satu yang telah 
terdaftar

Telah dikeluarkan Keputusan Dirjen 
Perhubungan Darat mengenai 
penerbitan SRUT untuk kendaraan 
konversi dan pendistribusian lokasi uji 
tipe KBLBB

Kemudahan dalam pelaksanaan/
proses pengujian tipe untuk kendaraan 
konversi

Roda 4

Sumber: Kementerian Perhubungan, 2021

Upaya percepatan kendaraan listrik ini juga perlu didorong dari sisi elektrifikasi kendaraan 
publik. Upaya yang telah dilakukan saat ini berupa rencana pengoperasian hingga 100 bus 
EV mulai tahun 2021 oleh Transjakarta, kemudian DAMRI yang juga berencana mengganti 
500 bus diesel lama mereka dengan bus listrik senilai US$ 150 juta dengan dukungan dana 
dari Asian Development Bank, begitu juga dengan upaya uji coba bus listrik yang sedang 
berlangsung di kota Denpasar, Bali. Akan tetapi, elektrifikasi kendaraan publik ini masih 
membutuhkan dukungan regulasi yang kuat dari pemerintah seperti halnya regulasi KBLBB 
pada kendaraan roda 2 dan roda 4. Diperlukan adanya inisiatif penetapan regulasi dalam 
hal pengembangan pedoman standar untuk elektrifikasi armada bus perkotaan, yang juga 
bisa dikombinasikan dengan pendekatan terpadu untuk menghitung pengurangan emisi 
GRK nya. Selain itu, untuk menyediakan iklim bisnis kendaraan publik bertenaga listrik 
yang kompetitif juga dapat mulai disusun regulasi terkait kontrak pembelian (procurement) 
melalui penetapan target kerjasama pengadaan EV untuk kendaraan publik (Mahalana 
dkk, 2021). 

London menjadi kota pionir yang menerapkan jalan kecil zona nol emisi, diikuti oleh 
Amsterdam, dan Paris yang telah mengumumkan rencana zona nol emisi di seluruh area 
kota pada tahun 2030 (Bernard dkk, 2021). Tercantum dalam London Electric Vehicle 
Infrastructure Delivery Plan 2019, telah tersedia 1.000 stasiun pengisian daya cepat 
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di sebagian besar wilayah metropolitan atau total 638 stasiun pengisian per satu juta 
penduduk. Untuk menyelesaikan tantangan seperti tingkat penerimaan publik terhadap 
teknologi baru termasuk biaya awal dan operasional, Dewan Kota Nottingham di London 
menawarkan hingga £3.464 atau sekitar 64 juta rupiah dukungan finansial kepada 
pengemudi taksi untuk mengganti taksi mereka menjadi taksi listrik (Nottingham City 
Council, 2021). Dukungan ini termasuk kontribusi untuk biaya lisensi kendaraan, asuransi 
tahun pertama, livery kendaraan22, pemasangan meteran taksi, dan pengisi daya rumah 
atau tunjangan kredit pengisian jika pengemudi tidak memiliki akses ke tempat parkir 
pribadi di luar badan jalan. Hal ini merupakan strategi London untuk mengonversi seluruh 
transportasi publik termasuk taksi menjadi PHV pada tahun 2033. Contoh lainnya dalam 
penerapan EV serta zona rendah emisi adalah Paris. Tidak jauh berbeda dengan London, 
semua kendaraan berbahan bakar fosil bahkan hybrid akan dilarang memasuki area 
metropolitan Grand Paris mulai tahun 2030 (Bernard dkk, 2021). Upaya meningkatkan 
edukasi publik terhadap EV juga dilakukan dengan mendirikan pusat informasi mobilitas 
listrik sejak tahun 2017 (EMIC, 2017). 

Akan tetapi, contoh yang lebih baik adalah dengan melibatkan penggunaan sumber energi 
yang lebih ramah lingkungan pada kendaraan bertenaga listrik. Seperti misalnya di British 
Columbia, Kanada dan Reykjavik, Islandia yang telah memodelkan integrasi EV dengan 
jaringan energi terbarukan yang sebagian besar mengandalkan tenaga air dan biomassa 
(Nadolny dkk, 2022). Selain itu, elektrifikasi kendaraan listrik pada ranah kendaraan 
roda 2 dan 4 juga tidak dapat tuntas menyelesaikan masalah kemacetan di perkotaan 
yang membutuhkan sistem angkutan massal untuk mengakomodasi mobilitas penduduk 
dalam jumlah banyak. Oleh karena itu, elektrifikasi pada kendaraan publik juga jauh lebih 
dibutuhkan untuk memaksimalkan emisi bersih sektor transportasi.

Kereta api merupakan moda transportasi yang paling banyak bertenaga listrik dan memiliki 
pangsa energi terbarukan tertinggi di antara moda transportasi. Banyak operator kendaraan 
berbasis rel ini yang secara langsung menghubungkan bahan bakar transportasinya 
dengan sumber energi terbarukan. Sebagai contoh, di Belanda, 100% kereta listrik telah 
ditenagai oleh energi angin sejak 2017, begitu pula dengan jalur kereta ringan Setagaya 
Tokyo yang juga telah menggunakan 100% energi terbarukan dari panas bumi dan tenaga 
air sejak awal 2019. Selain itu, terdapat juga kota Abidjan di Afrika Timur yang berencana 
untuk memperbarui sistem transportasi umumnya dengan menerapkan bus bertenaga 
energi terbarukan yang terdiri dari 400 bus listrik bersumber biodiesel dan 50 bus listrik 
bersumber biogas, bersamaan dengan pengembangan multi- sistem moda transportasi 
berkelanjutan (REN21 & UITP, 2021). Berdasarkan preseden-preseden tersebut, EV ternyata 
menawarkan potensi penetrasi energi terbarukan yang cukup menjanjikan di sektor 
transportasi, sehingga selain dapat meningkatkan bauran energi terbarukan juga turut 
mewujudkan sektor transportasi yang rendah emisi. 

Pengecatan atau penempelan desain stiker khusus yang digunakan pada kendaraan motor (seperti yang terdapat pada 
olahraga bermotor)untuk menarik sponsor dan keperluan iklan. 
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Layanan untuk berpindah baik menggunakan transportasi publik ataupun pribadi harus 
dapat diakses dan terjangkau oleh semua pihak yang beraktivitas di suatu wilayah baik 
perempuan, anak-anak, masyarakat berkebutuhan khusus ataupun kelompok yang 
termarjinalkan. Marginalisasi desain transportasi publik ini menyebabkan masalah 
keterbatasan akses transportasi publik yang beragam mulai dari pilihan jenis transportasi, 
jarak perjalanan yang lebih jauh dan konektivitas yang tidak terintegrasi. 

Hingga saat ini, penyandang disabilitas mengalami kesulitan mengakses layanan publik, 
khususnya transportasi, untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Hal ini 
disebabkan oleh hambatan arsitektur dan infrastruktur yang ada. Sebenarnya, Pemerintah 
telah menjanjikan kemudahan dalam aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang tertuang 
dalam UU No. 4 Tahun 1997 dan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Namun, 
pada kenyataannya, ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana transportasi yang ada 
saat ini masih jauh dari ramah difabel. Alphanya infrastruktur yang bisa mengakomodasi 
masyarakat rentan, khususnya difabel ini jelas membuat mereka kehilangan haknya dalam 
mendapatkan pelayanan yang setara dengan warga negara lainnya. 

Transportasi untuk Semua

Menurut studi Wahyuni dkk (2016), desain infrastruktur transportasi yang dibutuhkan para 
penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

Lift portable atau ramp lipat manual pada semua kendaraan transit;1.

Pintu ruang yang luas, min. 90 cm;5.
Parkir khusus kursi roda;6.
Desain kursi dan handrail sesuai standar;7.
Informasi real-time tentang waktu tunggu yang memungkinkan perencanaan 
perjalanan;

8.

Kartu pintar untuk pengumpulan tarif, gerbang, dan tiket, memfasilitasi akses dan 
mengurangi aktivitas dan waktu perjalanan;

9.

Sistem peringatan visual yang dapat dilihat dengan jelas, tulisan dengan warna dan 
ukuran yang besar dan taktil di tepi platform – atau penghalang keamanan penuh 
di sepanjang platform;

10.

Pagar dan tiang dicat dengan warna kontras yang cerah;11.
Tanda-tanda yang dapat didengar dan jelas berupa suara audio untuk membantu 
penyandang tunanetra menemukan gerbang dan mengidentifikasi bus;

12.

Pencahayaan yang tepat untuk membaca gerak bibir;13.
Bangunan yang aman dengan sudut tumpul;14.
Memberikan ruang dengan mengurangi kursi yang ada atau menggantinya dengan 
kursi lipat;

15.

Petugas yang dapat berbahasa isyarat dan siap memfasilitasi kebutuhan masyarakat 
rentan.

16.

Lift otomatis, pelat jembatan, serta jalur khusus dan landai untuk menangani 
masalah tingkat platform;

2.

Bantalan yang dinaikkan di halte bus dengan akses jalan, memudahkan seseorang 
dengan gangguan mobilitas untuk masuk ke bus, bagi individu dengan gangguan 
penglihatan dan gangguan kognitif untuk menemukan halte, dan untuk meningkatkan 
keselamatan semua orang yang menunggu bus (Rickert, 2010);

3.

Lantai ruang anti selip dan tidak licin, dengan petunjuk arah pergantian permukaan 
jalan yang tegas;

4.
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Business as Usual (aktivitas seperti biasa)BAU

Electric Vehicles (Kendaraan bertenaga listrik,
sebagian atau sepenuhnya)

EV

Karbon MonoksidaCO

Giga karbon dioksida ekuivalenGg CO2-e

Karbon dioksida ekuivalenCO2e

Gas Rumah KacaGRK

Bus Rapid TransitBRT

Greenhouse Gas (Gas Rumah Kaca)GHG

Industrial Processes and Product Use (Proses Industri dan 
Penggunaan Produk)

IPPU

Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis BateraiKBLBB

Net Zero Emissions (Emisi nol bersih)NZE

Mass Rapid Transit (Moda Raya Terpadu)MRT

Pembangkit Listrik Tenaga Gas-UapPLTGU

Low Emission Zone (Zona Rendah Emisi)LEZ

Perusahaan Listrik NegaraPLN

Non-motorized transport (Transportasi Tak Bermesin) NMT

Ruang Terbuka HijauRTH

Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik UmumSPKLU

Kereta Rel ListrikKRL

Passenger-kilometerPKM

Million Tonne of Oil Equivalent (Ton ekuivalen minyak)MTOE

Renewable Energy (Energi Terbarukan)RE

Light Rail Transit (Lintas Rel Terpadu)LRT

Pembangkit Listrik Tenaga UapPLTU

Merujuk pada konsep Net Zero EmissionsNol bersih emisi

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga ListrikRUPTL

Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan BermotorSRUT

Transit Oriented Development (Kawasan Berorientasi Transit)TOD

Dinas Lingkungan HidupDLH

Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas 
Emission Inventories (Protokol Global untuk Inventarisasi 
Emisi Rumah Kaca Skala Komunitas)

GPC

ISTILAH DAN AKRONIM
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